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FERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menten Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pencrapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pasal 4
ayat (5) menyatakan bahwa Kepala Daerah
menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang
kebijakkan akuntansi pemerintah daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan

berbasis akrual sebagaimana diatir dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahu: 2ul0 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan harus segera diterapkan
namun memerlukan masa transisi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b untuk tertib
adminisirasi pengelolaan keuangan daerah, perlu
ditetapkan Peraturan Bupat tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Holusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik
Indonesia Taehun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 38531);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 42856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

I1.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Dasrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemermntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negura Republik
Indonesia Nomor 4502) scbhagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Permmbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 140,
Tambahan Lembaran WNepara Republik Indonesia
Nomor 4578},



12, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuanpgan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Dacreh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3165);

15. Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219;;

16. Peraturan Femerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman PFengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

18, Peraturan Menteri Dalam Negent Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

19

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



Menetapkan

21.

24,

Peraturan Dacrah Kabupat=n Pringsewu Nomor 01
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Pringsewu [Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor O1);

Peraturan Daecrah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBLJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWLU.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1:
2.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemenntahan
daerah..

Bupati adalah Bupat! Pringsew.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggarasn pemerintahan
dacrah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pengelolann Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputl perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan Daerah,

Alantansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan
serta penginterpretasian atas hasilnyva.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.



10.

11.

12,

13.

14.

(1)

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pclaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan vang selanjutnya
disingkat SAP adalah serangkaian prosedur manual
maupun vang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengithtisaran dan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pemenntah.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunsan
dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan
bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar
Akuntansi  Pemerintahan,  penyusun  laporan
keuangan dan pemeriksa dalam mencan pemecahan
atas sesualu masalah yang belum diatur secara jelas
dalam Pernyatsan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD  adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yvang
dibahas dan disetujui bersama oeh pemerintah
daecrah dan DPRD dan ditetapkan denga peraturan
daeranh,

Entitas Pelaporan adalah unit pemernintaban yang
terdiri dari satu otau !ebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menvampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan

Entitas Akuntansi adalah unit  pemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada enlitas pelaporan,

Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/
pengrunan barang yvang berada di Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsew.

BAB I
KEBLJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

Kebijakan akuntans: pemerintah daerah menerapkan
SAP Berbasis Akrual.
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(4)

(1]

(2)

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan
kebijakan alcuntansi alon.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat
penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang

berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi,

pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan transaksi atau peristiwa tesuai

dengan pernyataan SAP atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan
skuntansi dalam SAP; dan

b. pengaturan yang Ichih rinci atas kebijakan
akuntansi dalam SAP.

Dasal 3

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan terdiri dari:

a. kerangka  konseptual  kebijakan akuntansi
pemerintah daerah;

b. penyajian laporan keuangan;

laporan realisasi anpggaran;

laporan perubahan SAL;

neracs;

laporan operasiaonal;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

FE®m oo oo

Kebijakan akuntansi akun terdin dari:

akuntansi aset;

akuntansi kewajiban;

akuntansi ekuitas;

akuntansi pendapatan - LO dan pendapatan - LRA
akuntansi beban dan belanja;

akuntansi transler;

akuntansi pembiayaan; dan

akuntansi atas koreksi k. .alahan, perubahan

kebijakan  akuntansi  perubahan  estimasi
akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

angp

Tm oo



BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

{1) Dalamn rangka pertanppungjawaban pelaksanaan
APBD entitas pelaporan wa'’h menyusun dan
menyajikan laporan keuangan tahunan, sctidak-
tidaknya terdiri dari:

laporan realisasi anggaran,

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Neraca;

laporan vperasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ckuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Te AN op

(2) Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan

APBD entitas akuntansi untuk unit pemerintahan
- wajib menyusun laporan keuangan tahunan, yang

sctidak-tidaknya terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan operasional;

c. neraca; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

(3] Dalam rangka perlanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah, bendahara umum daerah

wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-
tidaknya terdiri dari:

laporan realisasi anggaran;

laporan operasional;

TICTECH,

laporan arus kas,

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

mpanop

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan
Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam Lampiran
Peraturan Bupati Pringsewu tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.

(2) Penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2014
mengacu kepada kebijakan akuntansi sebelumnya
vang berlaku pada pemerintah daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 7

Peraturan DBupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku efektil sejak tanggal 01 Januari

2015.
Agar setinp orang mengetahuinysa, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupsati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pringscw.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal |4 ,:Iﬁu-;tus 2014

BUPATI PRINGSEWU,
g |

Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH UPATEN PRINGSEWU,

< EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2014 NOMOR 35
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LAMPIRAN | - PERATURAN BUPATI PRINGSEWTJ
MOMOR -
TAHUN

KERANGKA KONSEPTUAL KEDIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

A. PENDAHULUAN

&

Tujuan

il

kerangka Konseprual Kebijakan Akuntansi  Pemerintah
Kabupaten Pringsewu mengacu pada Kerangka Konseptual
Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan Konsep
vang 1= adasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerntah daerah. Kerangka konseptual mengakui adanya
kendala dalam pelaporan keuvangan;

tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemenintah

daerah ini adalah sebagai acuan bagi:

1} penyusun laporan keuangan dalam menangegulangi masalah
akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;

2] auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah
laporan  keuangan disusun sesuai dengan kebijakan
akuntansi; dan

3) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan
informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang
disusun sesual denpan kebijakan akuntansi.

kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam

Kebyjakan Akuntans;

kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
telah dipalih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

cujuan kebijakan akuntans: adalah mengatur penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk fajuan
umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan

keuangon terhadap anggaran dan antar periode;

Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
kebijpkan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi
diunggulkan relatl! terhadap kerangka konseptual ini. Dalam
jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat disclesaikan
sejalan denpan pengembangan kebijakan akuntansi di masa
depan.

Ruang Lingkup

a.

kerangka konseptual ini membahas:
1] tujuan kerangka konscptual;
2} lingkungan akuntansi pemenntah daerah;



3] peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
4} pengeun: dan kebutuhan imformasi;

3} karasteristik kualitatef laporan keuvangan;
6) unsur/elemen laporan keuangan;

7] pengakuan unsur laporan keuangan;

8} pengukuran unsur laporan keuangan,

4] asumsi dasar;

10} prinsip-prinsip;

11] kendala informasi akuntansi; dan

12) dasar hukum.

kerangka konseptual imi berlaku bagi pelaporan keuangan setiap
entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu, wvang mempernleh anggaran berdasarkan APBD,
tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum
dacrah.

B, LINGKUNGAN AKUNTANS] PEMERINTAH DAERAH

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah dasrah berpengaruh
terhadap  karakteristik tujuan akuntansi dan  pelaporan
keuangannya.

2, Cin-zin pentng  hngkungan pemernintah  daerah yang peria
dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan
pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

.

ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang

diberikan:

1| bentuk umum pemerintah daerazh dan  pernisahan
kekuasaan;

2| sistem pemerintahan otonomi;

3] adanya pengaruh proses politik;

4] hubungan antara pembayarann pajak dengan pelayanan
pemerintah daesrah.

giri keuangan pemerintah  daerah  vang penting bag

pengendalian:

1) angparan sebapai pernyataan kebijakan publik, target fiskal,
dan sebagai alat pengendalian;

2] investasi daiam aset yang tidak langsung menghasillan
pendapalan;

3) penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi
karena chgunakan dalam kepiatan eperasional
pemenntahan.

. CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN
YANG DIBERIKAN:

H.

! Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kelkuasaan

dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas
demokrasi, kekuasaan ada di  tengan rakyat. Rakyat
mende! asikan kekuasaan kepoda pejabat publik melalui
prosas pemilihan;



Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan
wewenang di antara eksekutif. legislatif dan yudikatif. Sistem ini
dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan
terhadap kemunglanan penvalahgunaan kekuasaan di antara
penyelenggarman pemenntah daerah. Derdasarkan ketentuan
perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di
tingkat kota dan atau Provinsi, sehingga pemernintah daerah
kota/Provinsi memiliki keweningan mengatur dininya dalam
UruSan-urusan tertentu;

b. cfalam penyelenggaraman pengelolaan keuangan daerah, pihak
cksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada
pithak legmslatif wuntuk mendapatkan persetujuan. Pihak
eksekutifl bertanggungjawab atas penyelenggaman kouangsan
tersebut kepada pihak legslatfl dan rakyat,

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar
Pemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam
sistern Pemerintahan Republik Indoncsia, yaitu pemerintah pusat,
pemerintah provins: dan pemenntah kabupaten/kota. Pemerintah
vang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan
vang cakupannys lebih sempit. Adanya pemenntash  yang
menghasilkan pendapatan pajuk atau bukan pajak yang lebih besar
mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana
umum, hibah atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politk

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meninglkatlan
kesejuhteraan rakyat. Behiubungan dengan itu, pemerintah deerah
berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fOskal dengan
mempertahiankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber
dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi
keinginan masyarakat. Salsh satu eifl yang penting dalam
mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses
politik untuk menvelaraskan berbagai kepentingan yang ada di
masyarakat.

Hubungan antara Pembavaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah
Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak
pemerintah pusar maupun pajak daerah meskipun pemungulannysa
dilakukan oleh pemerintali  daerah. Mekanisme otonomi
memungkinkan adanya bagi hasil atas permungutan pajak-pajak
tersebut,

Walaupun dalam keadsan tertentu pemerintah daerah memungut
secars langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk
retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari
pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepads
masyarakal. Jumlah pajak yang dipungut tidak bechubungan
langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah

kepada wajib pajak.
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Pajak yang dipungut dan pelayanan vang diberikan olech pemerintah
daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbanghkan
dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lamn sebagai
berikut;

a. pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan vang
sifatnya suka rela;

k. jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan
pajak  scbagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yvang
dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis atau nilai
kemkmatan vang diperoleh;

c. efisiensi pelayanan yang diberikan  pemerintah daerah
dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk
pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan denpgan
pelayanan oleh pemerintah daerah;

d. pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang
diberikan pemerintah dacrah adalah relatif sulit.

Anggaran sebagal Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal dan
Alat Pengendalian

Anggaran pemeriniah daergh merupakan dokumen formal hasil

kesepakatan antara eksekutll dan Jegislatf tentang belanja yang

ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan
pendapatan yvang diharapkan untuk menutup kKeperiuan belanja
tersebui atann pe mbiayaan yvang diperiukan bila diperkirakan akan

tegadi deheal atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di

lingkungan pemenntah dacrah mempunyal pengaruh penting dalam

akuntans dan pelaporan keuangan, antara lain kargna:

a. anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;

b. anggaran merupakan target hskal vang menggambarkan
keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan
vang diinginkan;

c. anggaran menjedi  landasan  pengendalian yang memilik
konsekuensi hukum;

d. anggaran memberi landasan penilaian kKinerja pemerintah
daerah;

e, hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan
keuangan pemenntah daerah sebagai permyataan
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Investasi dalam Asct vang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Pemenntah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam
bentuk aset yang tidak secama langsung menghasilkan pendapatan
bagi pemerintah dacrah, seperti gedung perkantoran, jembatan,
jalan, taman dan kawasan reservasi, Sebagian besar aset dimaksud
mempunyai masa manfaar yang lama schingga program
pemeliharaan dan rehahilitasi vang memadai diperlukan untuk
mempertahankan manfast yvang hendak dicapai. Dengan demikian,
fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan
fungsinyva bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut
idak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah
daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah deerah untuk
memeliharanya di masa mendatang,



7. Penvusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan pemermtah, kecuall beberapa jenis aset
tertentu seperti tanal, mempunyal masa manfaat dan kapasitas
yang terbatas. Sciring dengan penurunan kapasitas dan manfaat
dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai,

. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

. Peranan Laporan Keuangan

.

laporan  keuangan  pemeriniah daerah disusun untuk
menyediakan informasi vang relevan mengenai pesisi keuangan
dan se' .uh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
selama satu periode pelaporan, Laporan keuangan pemerintah
daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,
menilal  kondiai keuvangan, menilai efektivitng dan  elisiens:
pemerintah dacrah, dan membaniu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-uncangan;

pemeriniah dacrah mempunyai kewajiban untuk melaporkan
upaya-upaya yang telsh dilekukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstrukour
pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
1) akuntabilitas
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dava serta
pelaksanaan  kebijjakan  yang dipercayakan  kepada
pemerintah daerah dalam mencapar lujuan yang telah
ditetapkan secara periodik;

2] manajemen
membantu  para  pengguna  laporan  keuangan untuk
mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan pemernntah daerah
dalam perivde pelaporan  sehingga memudahkan fungsi
perevcanaan, pengelolasn dan pengendalian atas seluruh
asct dan ckuitas pemerintah daerah untuk kepentingan
masyarakat;

3) transparansi
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyvarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
dan menysluruh atas pertanggungiawaban pemerintah
dacrah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan;

4) keseimbangan antar generasi (Inlergenerational eguily)
membantu para pengpuna laporan untuk mengetahui
apakah penerimaan pemerintah daerah pada penode laporan
cukup untuk membiayai seluruh  pengeiuaran  yang
dialokasikan den apakah generasi yang akan datang
dissumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran
fers=ebul;
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racngevaluas kinerja entitas pelaporan terutama dalam
pengeunaan sumber daya ckonomi yang dikelola pemerintah
untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangzn

HiN

pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi
vang  bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilas
akuntabilitas dan  membuat keputusan baik keputusan
ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1] menyediakan informasi mengenal apakah penerimaan
periodde  berjalan cukup untuk membiayai seluruh
pengeluaran;

2] menyediakan mlormas mengenal apakah cara memperoleh
sumber dayva ckonomi dan alokasinya telah sesual dengan
anggaran vang ditetapkan dan peraturan  perundang-
undangan,

3) menyediakan nformasi mengenai jumlah sumber daya
ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah
serta hasil-hasi vang telah dicapai

4) menyedinkan informasi mengenal bagaimana pemerintah
daereh mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya.

5) menyediakan  informasi mengenal posisi keuangan dan
kondis1 permernniah daerah berkaitan dengan sumber-
surnber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan
pinjaman.

6] menvediakun informasi  mengenai perubahan  posisi
keuangan pemernntah dacrah, apakah mengalami kenpikan
atau penurunan, scbagal akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan

untuk memenuln ‘ujuan-tujuan lersebut, laporan keuangan
pemermntah daerah menyediakan informasi mengenai sumber
dan penggunaan sumber dayva keuangan/ekonomi, transfer,
pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran,
saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan  Operasional,
aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

E. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

i. Pengguna Laporan keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laperan keuangan
pemeriniah daerah, namun tidak terbatas pada:

A.
b.

¥

d.

masvarakat,

para w il rakvat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
pihak wang memberi stau berperan dalam proses donasi,
investasi, dan pinjaman; dan

pemerintah yang lebib tinggl (Pemerintah Pusart).



2. Kebutuhan Informasi

nformasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujusn
umum  untuk memenuln Kebutuhan informas: dan semua
kelompok pengguna. Dengan demukian laporan keuangan
pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan
spesifik dari masing masing kelompok pengguna;

meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang
tercantum di dalam laporan keuangan, pemernintah daerah wajib
memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan untuk keperluan percncanaan, pengendalian dan
pengambilan keputusan.

. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik  kualitaul laporan keuangan adalah okuran-uluran
normatifl yvang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sechingea
dapat memenuhi tujuannya,

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normartif yang
diperlukan agar laporan kcuangan pemerintah dacrah dapat memenuhi
kualitas vang dikehendali:

relevan;

andal,

dapat dibandingkan;

dapat dipahami.

=

B

Helevan

H.

laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila
informasi yang termuat di dalamnya dapat mempenganihi
keputusan pengeunsa laporan keuangan dengan membantunya
dalam mengevaluas: peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa
depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil  evaluasi
pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, mformasi
laporan keuangan yang relevan adalah yvang dapat dihubungkan
dengan mak.ud penggunaannya;

informas: yang relevan harus:
|} memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artunya
bahwa laporan keuangan pemerntah daerah harus memuat

informasi vang memungkinkan pengguna laporan untuk
menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

2) memiliki manfaat predikul (predictive valie), artinya bahwa
laporan keuangan harus memual informasi yang dapat
membantu pengguna laporan untuk memprediks: masa yang
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa
kini;

3) tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
darrah harus disajikan  tepat waktu schingea dapat
berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan
pengguna laporan keuangan; dan



4| lengkap, artinya bahwa penyajian lapuran keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap
mungkin, vaitu mencakup semua informasi akuntansi yang
dapat  mempengaruhi  pembuatan  keputusan  pengguna
laporan.

Informasi yvang melatarbelakangl setiap buur informasi utama
yvang rermuat dalam laporan keaangan harus diungkapkan
dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi
tersebut dapat dicegah.

o Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas
dari pengertian yang menyvesatkan dan kesalahan matenal,
menyajikan sctiap kenyataan sccara jujur serta dapat diverifikasi.
Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atao
penvajannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan mnformasi
tersebut secara potensial dapat menvesatkan, Informasi vang andal
harus memenuhi karakieristik;

4. penvajlannya juur, artnya bahwa laporan keuangan
pemer— ah  daerah  harus memuat informasi  yang
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
vang schamanya disajilkkan atauy yvang secars wajar dapat
diharapkan untuk disapikan;

b. dapat diverifikasi (perifiability), artinya bahwa laporan keuangan
Pemerintah daerah harus memuat informasi vang dapat dinii,
dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak
vang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan
vang tidak jauh berbeda;

c. netralitas, artinya bahwa laporan kcuangan pemerintah daerah
harus mecmuat informast yang diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak

terteni.

Dapat Dibandingkan

Informasi vang termuat dalam laporan keuangan pemerintah
daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan
keuanpan periode scbelumnya ateu laporan keuangan pemerintah
daerah lain pada umumnya, FPerbandingan dapat dilakukan secara
interntal  dan  eksternal, Perbandingan secarn  mternal  dapat
dila:ukan bila pemerintah daerah menerapkan kKebijakan akuntansi
vang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara cksternal
dapat dilakukan bila pemerintah daerah vang diperbandingkan
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah
dacrah akan menerapkan hkebijakan akuntansi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode
terjadinya perubahan tersebut.
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4.

Dapat Dhpaharmi

Informasi vang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
dipshami oleh pengguna laporan keuangan dan dinvatakan dalam
bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman
para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan
memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan
operasi Pemeriatah daerah, serta adanya kemauan pengguna
laporan uniuk mempelajari informast vang dimaksud.

UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

Laporan Kewangan vang dihasilkan oleh SKPD sebagni entitas
gkuntansi berupa:

laporan realisas) anggaran SKPLD,

neraca SKPL;

laporan operasional,

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan SKPD.

- -

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD schagai entitas
akuntansi berupa:

a, laporan reahsasi anggaran PPKD;

b. neraca PPKD;

g. laporan arus kas;

d. laporan operasional;

¢. 'aporan perubahan ekuitas; dan

[ catatan atas laporan keuangan PPKI;

Laporan keuangan gabungan vang mencerminkan laporan
keuanpan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan SAL/SAK ;

neraca;

laporan operasional;

laporan perubahan ckuitas;

laporan arus kas ; dan

catatan atas laporan keuangan,

oo AN op

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas
pelaporan wajib menyagjikan laporan lain dan/atau clemen informasi
akuntansi vang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan |statutory reports|.



1. Laporan Realisasi Anggaran

a. laporan realisasi anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah dacrah
merupakan laporen yang menvajikan ikhtisar sumber, alokasi
dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
SKPD/PPKD/Pemenntah  daemah, vyang menggambarkan
perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu
periode pelaporan. Tujuan pelaparan realisasi anggacan adalah
memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/
PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan
antara anggaran dengan realisasinva menunjukkan tingkat
ketercapaian target-target vang telah disepakati antara legislatif
dengan eksekutifl sesuai peraturan p2rundang-undangan.

b. unsur vang dicakup secars langsung oleh Laporan Realisasi
Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan
sembiayaan. Masing-masing  unsur  didefinisikan  sebagai
berikut:

] pendapatan LKA (basis kas] adalah penerimaan oleh
Bendahara Umum Daerah yang menambah salde anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
vang menjadi hak pemerintah daerah dan tdak perlu
dibavar kembali aleh pemerintah daerah;

2} belanja (basis kas| adalah semua pengeluaran olch
Bendahara Umum Daerah yvang mengurang: saldo anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah daerah;

3) transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dan suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;

4) pembwayaan  (financing) adalah setap penerimaan/
pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekavaan bersih
entitng yvang periu dibavar kembsli dan/atau yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yvang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan
untuk menutup defsit  atauw  memanfaatkan surplus
anggaran;

5) penerimaan pembiavaan antara lain dapat berasal dari
pinjaman atau hasil divestas). Pengeluaran pembiavaan
antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok
pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau
perr _rtaan meodal oleh pemenntah daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggarmn Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan Saldo Angparan Lebih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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3. Neraca

a.

neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan elkuitas pada
anggal tertentu;

unsur yang dicakup oleh neraca terdin dan aset, kewaiiban, dan

ckuitas. Masing-masing unsur didefinisikan scbagai berikut:

1] aset adalah sumber dava ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial
di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah
daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan vyang diperlukan untuk
penyvediaan jasa bagi masvarakat umum dan sumber-
sumber dava yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya;

2] kewnjiban adalah utang yang imbul dan peristiwa masa lalu
yang penvelesaiannyva mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ckonomi pemerintah dacrah;

3] eckuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisibh antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

4. Asel

manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah
potensi asef fersebut unfuk memberikan sumbangan, batk
langsung maupun tidak langsung, bagi kematan opecrasional
pemerintah  daerah, berupa aliran pendapatan  atau
penghematan belanja bagi pemerintah daerah;

asel diklasiflikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu
aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera
untuk Adapa  direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau
dijual Jalam waktu 12 [dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan, Aset yang tdak dapat dimasukkan dalam kriteria
tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar,

aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
pendek, piutang dan persediaan;

aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang,
dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun
tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang
dipunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikagikan
menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan
dan aset lainnya;

investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan
dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan
manfaat sosial dalam jangka wakto lebih dari satu periode
akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi invesiasi non
permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain
investasi dalam Surat Utang Negara, penvertaan modal dalam
proyek pembangunan dan investasi non permancn lannya.
Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah
daerah dan investasi permanen lainnya;
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f.

asel tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan
konstruksi dalam pengerjaan;

aset non lancar lainnva diklasilikasikan sebagai asel lainnva.
Termasuk dalam aset lainnva adalah aset tak berwujud dan aset
kena sama (kemitraan).

Kewajiban

a.

karakteristik esensial kewapbun adalah bahwa pemerintah
dacrah mempunyai kewajithan masa kini wang dalam
penyvelesaiannya mengakibatkan pengorbunan sumber dava
ckonomi di masa vang akan datang;

kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
tugas atau tanggung jawab untuk bertindalk di masa lalu. Dalam
konteks pemernintahan, kewajiban muncul antara lain kKarena
penggunaan sumber pembiaysan pinjaman dari masyarakat,
lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain atau lembaga
internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena
perika: . dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah
atau dengan pemberi jasa lainnysa,;

setiap kewajiban dapal dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan
perundang-undangan,;

kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek
merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu
kurang dari 12 [dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban vang
penyelesaiannya dilakukan setelah 12 [dua belas) bulan sejak

tangeal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih  pemerintah  daerah  yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah
pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dan salde
akchir laporan perubahan ekuitas

Laporan Operasional

a.

laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ckuitas dan penggunaannya dikelola oleh
pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu perinde pelaporan;

unsur vang dicakup dalam Laporan Operasional terdin dari

Pendapatan-L0), beban, tranafer dan pos-pos luar biasa Masing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikout:

1) pendapatan-laporan operasional (basis akrual) adalah hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih;

?) beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
schagal pengurang nilai kekayaan bersih;
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3 transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dani/
oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan
lain termasuk dana perimbangan dan bag hasil;

4) pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang
bu' .1 merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering
atau rutin terjadi dan berada di Juar kendali atau pengaruh
entitas yang bersangkutan,

Laporan Arus kas

a. laporan arus kas merupaken laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu
periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas

pada tanggal pelaporan;

b. unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdini dan
penerimaan dan  pengeluaran kas, yang masing-masing
dideinisikan sebagai berikout:

1} penerimaan kas adalah semua aliran kas vang masuk ke
Bendahara Umum Daerah;

2] pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
Bendahara Umum Daerah,

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ckuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnysa,

catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan kcuangzan menyajikan penjelasan naratifl atau
rinclan dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Angparan,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan
atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi
lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-unghkapan yang
diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara
wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal
sebagai berikut:
a. mengungkapkan informasi umurm entitas pelaporan dan entitas
akuntansi,
b, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,
ekonomi regional fekonomi makro;

c. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam

pencapaian LArget
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d. menyajikan nformasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi vang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan  kejadion-kejadian
penting lainnya;

e. menvajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos vang
disajilkkan pada lembar muka laporan keuangan;

. mengungkapkan informasi yung diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yvang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan;

g. menyediakan informasi tambahan wyang diperlukan untuk
nenyajian vang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka
[on the facel laporan keuangan.

(. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1.

Pengakuanr dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau penstiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO, dan  beban scbagaimana akan termuat pada
laporan keuangan pemerintah  daerah. Pengakuan diwujudkan
dalam pencatatan jumilah vang terhadap pos-pos laporan keuangan
vang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkail,

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau
peristiwa untuk diakui yaitu:

a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau penstiwa tersebut akan mengalir keluar
dari atau masuk ke dalam entitas akuntanst dan enllas
pelaporan;

b, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya
vang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/perisiwa memenuhi
kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar
manfaat ¢+ nomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian
derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang
berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan
mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan
dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan  operasional
pemerintah daerah. Pengkajian dernjat kepastinon yang melekat
dalam arus manfaal ekonomi masa depan dilakukan atas dasar

bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan
keuangan.
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. Keandalan Pengukuran

=1

kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang
akibat peristiwa atau kecjadian yang dapat diandalkan
pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan
pada hasil esumasi yang |lavak. Apabila pengukuran
berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin
dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan,

penundaan pengakuan sustu pos atau peristiwa dapat terjadi
apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau
tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

FPengakuan Aset

il

aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperolch olech pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau
biaya vang dapat diukur dengan andal;

dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau
beban dibayar dimuka didkui ketika hak klaim untuk
mendapatkan arus kas masuk atau manfaal ekonomi lainnya
dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai Klaim
tersebut dapat diukur atau diestimasi;

aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antsra
lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer dan penerimaan
pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan,
seperti has’l pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur
penerit.aan terscbut sangat beragam dan melibatkan banyak
pithak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan
penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan
pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yvang lebih rinci,
termastik  pengaturan mengenal hatasan waktu sejak uang
diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah.
Aset tidak diakui jika pengeluaran tclah terjadi dan manfaat
ckonominya dipandang tidak mungkin dipercleh pemerintah
daerah setelah peniode akuntans: berjalan.

Pengakuan Kewajiban

a.

.

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban vang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat
diukur dengan andal;

kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada
saat kewajiban timbul,

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

.

pendapatan-L0O  diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan  tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya

ekonoms;



b. pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas
Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan;

¢. pendapatan-LO diakui bersemaan dengan pencrimaan kas
dilakukan apabiia dalam hal proses transaksi pendapatan
daerah tidak terjadi perbedaan wakta antara penetapan hak
pendapatan dacrah dan penenmaan kas dacrah. Atau pada saat
diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah
daerah tanpa lebih dulu adanva penetapan. Dengan demikian,
Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai
maupun tidak disertai dokumen penetapan;

d, dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur
mengenal badan layanan umum daerah.

&. Pengakuan Beban dan Belanja

a. beban .aku pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya
konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa;

b. belanja dinkui pada saat terjadinya pengeluaran dan Rekening
Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran
melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungiawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
unit vang mempunyai fungsi perbendaharaan;

c. pengakuan beban pada periode beralan di Pemda Kabupaten
Pringsewu dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu
pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban
(SR}, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan
beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan
penyesuaian;

d. karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Peraturan
Menteri Dalam Neperi Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Menitcri
Dalam Megeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 dengan klasifikasi belanja
menurut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
dan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2013,
naka dilakukan mapping/konversi dan klasifikasi belanja
menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang akan
dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran

{LRAJ.

H. PENGUEURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah.
Pengulcuran pos-pos dalam laporan kouangan Pemerintah daerah
menggunakan nilai peroiehan historis, Aset dicatat sebesar pengeluaran
kas dan setara kas alau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan
untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber ckonomi yang digunakan pemeriniah untuk memenuhi

kewajiban.
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Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Tran: ks yang mengeunakan mata uang asing harus
dikonversikan terlebibh dahbulu dan dinvatakan dalam mata uang
Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral
vang berlaku pada tanggal transaksi.

ASUMSEI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah
anggapan yang ditcrima scbagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri
alas;

1. asumsi kemandirian entitas;

2. asumsi kesinambungan entitas; dan

3. asumsi keterukuran dalam satunn uang {monefary measurement).

|. Kemandirian Entitas
a, asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyvajikan laporan keuangan sehingga tidak
terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan
Yeuangan, Salah satu indikasi terpenubinya asumsi ini adalah
adanya kewenangan cntitas untuk menyusun anggaran dan

melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di

- luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber

dava dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan
keputusan entitas, serta (eriaksana tidaknya program dan
kegiatan yang telah ditetapkan;

b. entitas di pemerintah dacrah terdiri atas Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi,

c. entitas pelaporan adalah pemernintah dacrah yang terdin dan
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda;

d. entitas akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaranf
pengguna barang dan PPKD dan coleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke
dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

2, Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi
bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak
bermaksud untuk melakukan likundas:
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3.

Keterukuran dalam Satuan Uang { Monetary Measurement)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal
ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan
pengukuran dalam akuntansi,

PEINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi duan pelaporan Keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan yang harus dipaharmi dan ditaati oleh penyelenggara
akuntansi dan pelaporan keusngan pemerintah daerah dalam
melakukan kegiatannya, serta nleh pengguna laporan dalam memahami
laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip
yvang digunskan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
daeran:

= e U R

basis akuntansi;

prinsip nilai perolehan:

prinsip realisasi;

prnaip substansi mengungguli formalitas;
prinsip periodisitas;

prinsip konsistensi;

prinsip pengungkapan lengkap; dan
pPrinsip penyajian wajar,

Basis Akuntansi

a. basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-
L0 dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan
perundangan mewajibkan  disajikannya laporan keuangan
dengan basis kas maka entitas pemerintah  daecrah  wajib

menyampaikan laporan dermokian,

b. basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak
untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas
belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai  kekavaan  bersih  telah
terpenuhi wilaupun kas belum dikeluarkan dar Rekening Kas
Umum Daerah atau entitas pelaparan. Pendapatan seperti
bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di
LO;

¢, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan
basis kas maka LRA disusun berdasarksn basis kas berarti
pendapatan  penerimaan pembiavaan diakui pada saat kas
ditcrima oleh kas daerah atay endtas pelaporan, serta belanja
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan
dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah
laba, melainkan mengpunakan sisa perhitungan anggaran
(lebih/ kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan
anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan
pembiayaan penerimaan dengan belanja dan  pembiayaan
pengeluaran;
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d. basis akrual untuk neraca berart bahwa aset, kewajiban dan
ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadiun atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima
atau dibavar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle}

a. aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai
wajar dari imbalan (consideration] untuk memperoleh aset
teracbut pada saat perolehan. Utang dicatat scbesar jumiah kas
vang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban
di masa wvang akan datang dalam pelaksanaan kegatan
pemerintah dacrah;

b. penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada
nilai yang lain, karena nilai perclehan lebih obyektif dan dapat
diverifikasi.Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat
digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi [Realization Principle)

a. ketersediman pendapatan (basis kas] yang telah diotonsasi
melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan
untuk membiayai belanja dacrah dalam penode tahun angpgaran
dimalksud atau membayar utang;

b. prinsir .ayak temu biava-pendapatan (malching cosl agaimns!
revenue principle)  tidak mendapatkan penekanan dalam
akuntansi pemerintah dasrah, sebaganimana dipraktikkan dalam
akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Owver Form
Principle

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur
transaksi serta peristwa lain vang scharusnya disajikan, maka
transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya
mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau
peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya,
maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Perfodicily Principle)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan F&m:q[ntah dfa\:rqh
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja
Pemerintah dacrah dapat diukur dan posisi sumber daya yang
dimilikinya dapat ditentukan.

Periode wutama pelaporan keuvangan yang digunakan adalah
tahunan. Mamun periode bulanan, triwulanan dan semesteran
sangat dianjurkan.



3. Prinsip Konsistensi {Consistency Principle)

a. perlakuan akuntans: vang sama harus diterapkan pada kejadian
vang serupa dan periode ke pernode oleh pemernntah daerah
{prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak
boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode
akuntans yang lain;

b. metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat
bahwa metode vang baru diterapkan harus menunjukkan hasil
vang lebih baik darn metode yang lama. Pengaruh dan
pertimbangan atas perubahan penerapan metode im harus
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Laporan keuangan Pemerintah daeralh harus menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan,
Informasi vang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat
diternpatkan pada lembar muka [on the face) laporan keuangan atau
catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip Penvajian Wajar [Farr Presentation Principle)

a. laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan
wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Angpgaran Lebih, MNeraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catetan Atas
Laporan Keuangan;

b. faktor pertimbangan sehat bag penyusun laporan keuangan
Pemerintah daerah diperiukan ketika menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, Ketidakpastian
seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta
tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan  laporan keuangan  pemerintah daerah,
PYertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian schingga
aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta
kewajiban dan belanja tidak dinvatakan terlalu rendah. Namun
demkian, peENERINAaN pertimbangan sehat tidak
memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan
tersernbunyi, sengaja menectapkan aset atau pendapatan yang
terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja
vang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral
dan tidak andal.

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi vang relevan dan andal adalah sctiap keadaan yang
tidak memungkinkan lercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan
informasi akuntansi vang relevan dan andal dalam laporan keuangan
Pemerintah daerah sebapai akibat keterbatasan (muiations] atau
karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala
dalam mewujudkan informasi akuntansi vang relevan dan andal, yaitu:

1. materialitas;
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pertiimbangan biava dan manfaat: dan
keseimbangan antar karakteristik kualicatif,

Maternalitas

Laporan keuangen pemerintah daerabh walaupun idealnya memuat
segala informasi, tetapt hanya dihaniskan memuat mlormasi vang
memenuhi  kriteria matenalitas. Informasi dipandang material
apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
mencatat informasi  tersebut dapat mempengaruhi  keputusan
pengeuna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan

keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan
keuangan pemerintah daecrah seharusnya melebihi dan biaya yang
diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu,
laporan keuangan pemerintah dacrah tidak semestinya menyajilean
informasi yang munfpatnvae lebilh kecid dibandingkan biaya
penyusunannya. Namun demikian, cvaluasi brayva dan manfaat
merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud
Jjug. tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati
manfaat.

Keseimbangan antar Karaktenstik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
mencapal suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagal tujuan
normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan
pemerintah dacrah. Kepentingan relatif antar karaktenstik kualitatif
dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan
keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karaktenstik
kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yvang mengatur keuangan daerah,
antara lain:

1.

o,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian
yang mengatur Reuangan negaria;
Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Penpelolaan dan Tangpung jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-1" lang Nomor 12 Tahun 200%;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

21



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

9, Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali
diuhah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011,

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemernntah Daerah;
11. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;

12. Peraturan Dasrah Habupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kenangan Daerah.



BAB I
KEBLJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PRINGSEWU

A. PENDAHULUAN

i.

a

Tujuan

il

tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian
laporan keuangan wuntuk tujuan umum (general purpose
financial statemerntis) dalam rangka meningkatkan
keterbandingan lasporan keuangan baik terhadap anggaran,
antar periode, maupun antar entitas akuntansi;

untuk mencapai tujuan tersebul, kebijjakan akuntans: ni
menctapkan seluruh pertmbangan dalam rangka penyajian
laporan keuangan, pedoman strukiur laporan keuangan dan
persyaratan minimum isi laporan kevangan;

laporan  keuangan untuk  tyjuan umum  adalah  laporan
keuangan vang ditujukan untuk memenuhi kebutubhan bersama
sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan
peniguneicapin  transaksi-transaksi  spesifik  dan  peristiwa-
peristiv & vang lain, diatur dalam kebjakan akuntansi vang
khusus.

Ruang Lingkup

b.

laporan keuvangan untuk tujuan umum yvang disusun dan
disajikan dengan basis akrual,

laporan keuangan untuk tyuan umum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, Yang
dimaksud dengan pengguna adalah  masyarakat, legislanf,
lembaga pemerilsa/ penpawas, pihak yang memberi  atau
berperan dalain proses donasi, mvestasi dan pinjaman, serta
pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi), Laporan keuangan meliputi laporan Keuangan yang
disajikan terpisah atau bapgian dari laporan keuangan yang
disajikan dalam dokumen puoblik lainnya seperti  laporan
tahunan;

kebijakan akuntansi im berlaku untuk entitas pelaporan dan
entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas
pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Pringsewu, sedangkan
entitas  akuntansi yailu SKPD dan PPKD dalam lingkup
Zemerintah Daerah, udak termasuk perusahaan daerah.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah vaitu basis skrual.



B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi ini dengan pengertian:

|

10.

11.

12,

Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan dacrah yvang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas
pada Bendahars Umum Daerah

Aset adalan sumber dava ekonomi yvang dikuasai dan/atau dimilika
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana maninat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh olch pemenntah daerah, scrta dapat
divkur dalam satuan vang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlulan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya vang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

Aset tek berwujud adalah aset non keuangan yang dapat
ditdentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan buarang atau jasa atau digunakan
untuk tyjuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah asel berwujud yvang mempunyal masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atay dimanfastkan olch masyarakal umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima

atay chbavar.

Basis kas adalah basis akuntansi yvang mengakul pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnva pada saat kas atau sctara kas
diterima atau dibavar

Beban adalah penuwrunan manfaat ckonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belanja adalah semus pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Dacrah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali aleh pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatil besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah  daerah yang
merupakan selisih antora aset dan kewajiban pemenntah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/
penpeuna barang dan oleh karcnanya wajib menyelenggarakan
akuniansi dan menyvusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi

adalah SKPD dan PPKD.
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13. Entitas Pelaporan adalab Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

14. Investasi adalah aset vang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat
sosial sehinggn dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam rangka pelayanan kepada masvarakal,

15. Kas adalah vang tunai dan salde simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiaya kegiatan pemerintahan.

| 6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

| 7. Kewajiban adalah utang vang timbul dari peristiwa masa lalu yvang
penyelesaiannya  mengakibatkan aliran  keluar sumber daya

ekonomi pemerintah daerah.

&, Laporan kezangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yvang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
akuntansi sehingga tersajn sebagai satu entitas pelaporan tungeal

19 Laporan keuangan mternm  adalah  laporan  keuangan yang
diterbitkan di antara dua laporan Keuangan tahunan,

20, Mata uang asing adalah mata uvang selain mata uang Rupiah.

21. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau
salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau
penilaian pengpuna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau
kesalahan vang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana
kekurangan atau salah saji terjadi,

22. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian Kewajiban
antar pihak yvang memahami dan berkeinginan untuk melakukan

transalksi wajar

23. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tabun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaranberikutnys, yang dalam penganggaran pemerintah daerah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.

24, Pendepatan-LO adalah hak pemenntah dacrah yang diakui scbagai
penambah ekuitas dalam perode tahun  anggaran  yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

25. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah y: g menambah Saldo Anggaran Lebih dalam penode tahun
anggaran yang bersangkutan vang menjadi hak pemerintah dan
tidak perli dibayar kembali oleh pemernintah

26. Penyusutan adalah adalah alokas: yang sistematis atas nilai suatu
asel (etap yvang dapat disusutkan (depreciable assets] selama masa

manfaal aset yvang bersanghkutan.



27.

28,

29.

.

32.

33,

SO

Persediaan adalah aset lancar dalam  bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional  pemerintah daerah  dan  barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual danjatau diserahkan dalam rangka

pelevanan kepada masyarakat.

Pos luar biasa adalah pendapatsn luar biasa/beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan scring atau rutin terjadi dan berada
di luar kendah atau pengaruh entitas bersangkutan

Rekening Kas Umum Dacrah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupsati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dan
akumulas SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan
tahun berjalan serta penvesuaian lain yvang diperkenankan.

Selisih kurs adalah selisih yvang timbul karena penjabaran mata
uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai
vang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiavaan - anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran
APBD selama satu periode pelaporan,

.Surplus/Defisit-LRA  adalah  selisih  lebih/kurang  antara

pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan,

. Burplus/Defisit-LO adalah selisib dntara pendapatan-L0O dan beban

selama satu penode pelaporan, selelah diperhitungkan surplus/
defisit dan kegiatan non operasiongl dan pos luar basa.

Tanggal f «aporan adalah tangesl han terakhr dan suatu penode
pelaporan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja
keuangan suatu entitas yang bermaniaat bagl para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi kepulusan mengenai alokasi sumber
daya.

Secara spesifik, tuan pelaporan keuangan pemerintah daerab

adalah untuk menvajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,

dengan:

a. menyediskan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemenntah daerah;

b. menyedinkan inforrmasi mengenal perubshan posisi sumber
daya ekonomi, kewajiban dan ckuitas dana pemerintah daerah;
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c. menyediakan informasi mengenai  sumber, alokasi dan
penggunaan sumber days ekonomi:

d. menycdiakan informasi mengenai ketagtan realisasi terhadap
ANERAraNYyE;

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

{. menyediakan mnfornasi mengenai potensi pemerintah daerah
untuk membiayar penyelenggaraan kegiatan pemerintzhan;

g. menvediakan informasi vang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan
sesual dengan anggaran; dan

b. mdikasi apakah sumber daya diperolch dan digunakan sesuail
dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditctapkan
oleh DPRD.

Untuk . :menuhi tujuan umum ini, laporan keuvangan
menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

aset;

kewsajiban;

chutas;

pendapalan;

belanja;

pembiayaan; dan

arus kas,

TR L O B -

Informasi  dalam laporan keuangan tersecbut relevan untuk
memenuhi hguan sebagaimana vang dinyatakan sebelumnya,
namun tidik dapal sepenuhnya memenuhi fujuan  tersebut.
Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat
dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk
memberikan gambaran vang lebih komprehensif mengenai aktivitas
suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Pemerintah daerah menyajikan  informasi  tambahan  untk
membantu para pengeuna dalam memperkirakan kinerja keuangan
entitas dan pengelalaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan
cva'uast keputusan mengenal alokasi sumber daya ekonomi
Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas
dan outeomes dalam bentuk indikator kinerje keuangen, laporan
kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenat
pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada
pada pimpinan entitas.
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E. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1.

Komponen-komponen yang terdapat dalam svatu set laporan
keuangan pokok adalah:

laporan realisas! anggaran;

laporan perubahan saldo angearan lebih;
neraca:

laporan operasional (LOY;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas (LPE); dan
catatan atas laporan keuangan.

™R AaDd TR

. Kompanen-komponen laporan keuangen terscbut disajikan aleh

setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas vang hanya disajikan aleh
entitas yang mempunyal fungsi perbendaharaan umum dan Laporan
Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendabara Umum Dacrah
dan entitas pelaporan  yang menyusun laporan keuangan
konsolidasiannya.

F. STRUKTUE DAN Is]

s

2,

Pendahuluan

Pernvataan kebijakan akuntanai im1 mensvaratkan adanva
penmingkapan tertentu pade lemnbar muka (on the face) laporan
keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam
lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan
Keuangan dan merckomendasikan format sebagai lampiran
kebijakan akuntans: ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan sesuai denpan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

a. laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dan
informasi lainnya dalam dokumen terbitan vang sama;

b. kebijakan akunransi hanya berlaku untuk laporan keuangan
dan tidak untuk informasi lain yvang disajikan dalam suatu
laporan tshunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu,
penting bagi pengeuna untuk dapat membedakan informasi
vang disajiltan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain,
namun bukan merupakan subyek vang diatur dalam kebijakan
akuntansi ini;

c. setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara
jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan
secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana
perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas
informasi yang disajikan:

1} nama SKPD/PPKD/PEMDA,

2] cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas hunggal
atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;

3] tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan
kenangan, vang sesuai dengan komponen-komponen laporan
keuvangan;
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4) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
2] tngkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-
angka pada laporan keuangan.

berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang
penomoran halaman, referensi dan susunan lampiran sehingga
dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan

keuangan;
laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana
informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian
demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam
penyvajian angka-angka diungkapkan dan informasi yvang relevan
tidak hilang,

3. Perisxde Pelaporan

A

laporan keuangan disapkan sekurang-kurangnya sekali dalam
setabun. Dalam situasi tertentu, tangeal laporan suatu entitas
berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu
periode yang lebih penjang atau lebih pendek dari satu tahun,
entitas mengungkapkan imformas: benkut;

1) alasan penggunaan pernode pelaporan tidak satu tahun;

2] fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan
tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak
dapat diperbandingkan.

dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal
pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan
tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal
pelaporan adalah penting agar pengguna menyadan kalau
jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan
jumlah-jumlah komparatil tidak dapat diperbandingkan.

4. Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak
tersedia bagl pengpuna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal
pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi
suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas
kegapalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian
laporan Keuangan cntitas akunlansi sclambat-lambatnya 2 (dua)
bulan setelah berakhirmya tahun anggaran, sedangkan laporan
keuangan entitas pelaporan selambat-lambatnya 6 [(enam)] bulan

sretelah berakhirnyva tahun anggaran,

5. Laporan Realisasi Anggaran
a. Laporan Realisasi Angparan mengungkapkan kegiatan keuangan

pemerintah  dacrah yang menunjukkan ketaatan terhadap
APRHID;

Laporan Realisasi Anggaran menyejikan ikhtisar sumber, alokasi
dan penggunaan sumber daya ckonomi yang dikeclela oleh
SKPD/PPKD / Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan;
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.

Lﬂpumn Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-

rUrANEnya unsur-unsur sebagai berikut:

1) pendapatan-LRA;

2) belanja;

3} surplus/defisit;

4] sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;

9] laporan realisasi anggaran PPKD dan pemerintah dserah
menvajikan  sekurang-kurangnya unsur-unsur  sebagai
berilkut:

6) pendapatan-LRA;

7) belanja;

&) tranzfer;

9 surplus/defisit-LRA;

10} pemayvaan;

11} sisa lehih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode
pelaporan;

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat
hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti
kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan
vang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-
daftar vang mennci lebih lanjut angka-angka vang dianggap
perlu untuk dijelaskan;

pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anpgaran dan
pengungkapannyva diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan
Realiss:  Anggaran.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebibh (SAL)

Laporan Perubahan SAlL menyajikan secara komparatif dengan
perinde sebelumnya pos-pos berikut:

a. saldo anggaran lebih awal;

b. penggunaan saldo anggaran lebib;

¢. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan

e. lain-lain;

[. saldo anggaran lebih akhir.

T, Neraca

a. neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan
ckuitas pada tanggal tertentu;

b. nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemenntah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada
tanggal lapoaran;

saldo ckuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
i.aporan Perubahan Ekuitas.



8. Klasifikasi
a, sebap entitas akuntansi dan entitas pelaporan

]

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar
serta mengklasifikngikan Kewajibannya menjadi kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca;

setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan
setiap pos aset dan kewajiban vang mencakup jumiah-jumiah
vang dibharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu
12 [dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-
jamlah yang diharapkan akan ditenma atau dibayar dalam
waktu lebih dari 12 (dua belas] bulan,

apabila suatu enttas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
menyediakan barang-barang yvang akan digunakan dalam
menjalankan kegiatan pemenntahan, perlu adanva klasifikas:
terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk
memb~ tan informasi mengenai barang-barang yang akan
digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan
dipanakan untuk keperluan jangka panjang;

informasi tentang tanggal jatmh tempo aset dan kewajiban
keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas
suatu ecnttas akuntlansi/entitas pelaporan. Informasi tentang
tanggal penvelesaian aset non kevangan dan kewajiban seperti
persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui
apakah aset diklasiikasikan sebapai aset lancar dan non lancar
dan kewajiban dikiasifikasikan sebhagai kewajiban jangka pendek
dan jangka panjang,

neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos bernikut:

1} kas dun setara kas;

2} investasi jangka pendek;

3] piutang;

4] persediaan;

o] investasl jangka panjang,

6] aset tetap;

71 aset lain-lain

K} kewajiban jangka pendek;

4) kewajiban jangka panjang; dan

10) ekuitas.

pengaturan lebih lanjut tentang neraca dan pengungkapannya
diatur dalam kebijakan akuntansi neraca.

9, Laporan Arus Kkas
a. laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaaan perubahan kas dan setara kas sclama satu
periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh PPED
sehagal unit yang mempunyal flungsi perbendaharaan umum;
arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris;

al



c. penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang
berhubungan dengan arus kas diatur lebih lanjut dalam

Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

10, Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

11.

12,

nan g

pendapatan-LO dan kegiatan aperasional;

beban darn kegiatan operasional;

surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
pos luar biasa, hila ada; dan

surplus/defisit-L0O.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok

yvang sckurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a. ekuitas awal;

b surplus/defigit-L0 pada periode bersangkutan;

¢. koreksi-koreksi vang langsung menambah/mengurangi ckuitas,
misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persedisan yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai
aset tetap Karena revaluasi aset letap; dan

d, ekuitas akhir,

Catatan atas Laporan Kevangan
. Strulktur

1} agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas
lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-
kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikul;

a)

k]

d

informasi tentang kebijakan fhskalf/keuangan, ekonomi

regional/ckonomi meakro, pencapaian target peraturan
dacrah  APBD, berikut kendala dan hambatan yang

dihadapi dalam pencapaian target
ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
pclaporan;

informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih unmk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya,

pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan
kewajiban vang timbul sehubungan dengan penerapan
basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

informasi tambahan vang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, vang tidak disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan,

daftar dan skedul

- E
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)

catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis,
Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus
Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai
referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas

Laporan Keuangan,

catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai sustu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Ferubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus
Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam
Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi
vang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah ini seria pengungkapan-pengungkapan
lainnya yvang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas
laporan keuangan, seperti kewsajiban kontinjensi dan
konitmen-komitmen lainnya.

dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk
mengubah susunan penyvajian atas pos-pos tertentu dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat
bunpga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan
dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

b. Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

1}

2)

3

kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan
menjelaskan hal-hal berilout ini:

a| basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan;

bl sampai sejaub mana kebijjakan-kebijakan akuntansi
vang berkaitan dengan ketentuari-ketentuan masa
transisi kebijakan skuntansi diterapkan oleh suatu
entitas akuntansifentitas pelaporan; dan

¢) setinp kehijakan akuntansi tertentu yang diperlukan
untuk memahami laporan keuangan.

pengguna laporan keuangonn perlu mengetahui basis-basis
pernpukuran  yvang digunakan sebagai landasan dalam
penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis
pe: dkuran digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban
vang menggunakan basis pengukuran tersebut;

dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu
diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah
pengungkapan itersebut dapat membantu pengguna untuk
memahami setiagp transaksi yang tercermin dalam laporan
keuangan, Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu
dipertimbangkan wuntuk disajikan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-
hal sebagai bertkut:

a] pengakuan pendapatan-LRA,

33
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b) pengakuan pendapatan-LO;

c] pengakuan belanja;

d) pengakuan beban;

e} prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

fj tnvestasi;

gl pengakuan dan penghentan/ penghapusan asel
berwujud dan tidak berwujud;

h) kontrak-kontrak konstruksi;

i) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

il kemitraan dengan pihak ketiga;

k] biaya penelitian dan pengembangan;

I} persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk
dipakai sendiri;

m| dana cadangun;

n} penjabaran mata vang asing dan indung nilai.

sctiap  entitas  akuntansifentitas  pelaporan  perlu
mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-
kebijakan yang perhi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan
informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-
bentuk lainnya dari wran wajib (non recprocal revenuel,
penjabaran mata uang asing dan perlakuan akuntansi
terhadap selisih kurs,

kebijakar akuntansi bisa mengadi signifikan walaupun nilai
pos 05 vang disajikan dalam periode berjalan dan
sehelumnya tidak material. Selain  itu, perlu  pula
diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipiih dan
diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan mni.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini
apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari

laporan keuangan, yaitu:

1)
A

3

domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi
dimana entitas tersebul beroperas:,

penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan
pokolinya;

ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan
kegiatan operasionalnva.



R
-

LR R R I e e

- T -

Ef

S R T L S ey .

-

| - 4

st Al Enggaae Eomda B i i aperes Bl § e
== T == Theakn
HAERLA ] Femiagmna LAL
il Dl ' Poilngmtin Aal Dwrend (A LEL

HEEET [T | Prvd i el Dl LA
BT [haaali i |3 rwitein |t LA
b | (g e ekt kA vl Lt i |8 _F'__P*_-lh-ﬁ
I e Ll R e B 1Y 14 Lag By PAL: yurea Sals LM

h PP = I L S o4 3 | e et Trmsaier LHAR
N sl Foggind T, [l Edins, Frumas i@ Vot Pt P - LA
S o | S, a0 im ol Pk LR
'-.-uup-um.’"u“q.- i3 KM Dl Foeen feae; Barhe: e e RS
Themim b | e LI ] - M L RIASLEE
i Aines Wremm #4d 0| dldnm Cwames | AL LEN
e e Frmsisp s D as Ve i id 3 gurt o Tommrsie pomeer Fy Lk
“matumasr ik A d el | Do) Ehea- Lt
Texclapman M bt am Frseeee. 1§ §0a | e - 68
et b ke Persroresn Lo b Laness &-7°% Maralsgmans Torisier Memsrmies Dhamali Lasa s
. ezglspmini ek e Ussiess! | o e 0 ke
B e DR L 1' o Pt fag S Tl LES
| FrmmapEl] Tiakals v, Livy & Mg gl Pomnmges [ & i 1y 8 Vg [mmt o1
(R T [ ST T i = Ums s Gracipes LS
D T i ek &1 Laks-Luis Prmslapsion Pesal Tasg Bub-LRS
s | s ol P vl [ v 3
ean Frarmpisk | mrsh | arrm T P o i L
e 41 DBl |Pershapenan (Dl dan Pl
[V TRIR P Fr ] Ty — A m"'""""' i |
st | g Ml P s et § 0 i ’_‘-::-_FLH—HTHH
Ty [ A | T ] LA ' (= T
U A AR e i LR
Ui Tromemin (Bmms 8k Ly - LR

[ boalray L |

35



- g ]

mEEs BoE R

 F W A aw

W W N e N -

& Wa ok s -

[

ad i

Hikhdh = iesad=

L=l N TS

i
Jw

1.0%

o i

Lrmans Lt — ]
s 1=
L]
— == e A% 10
—n i | ¥
ik i3
51 &
AL i
L
| iEg Batal
o |$II s Haa | mse.
| LN Arlmga Hais Frrleaclm i
A0 el ke G g
[ Pkt il k.
Lo Bl b b AN g B P
BW
= B E i Tk T
- TEAPAFLE
ICR Temmmben Bagl SRl agemi na
&0 i TR ILE T L S E
a— -‘I T | | cmma ¢
(] Tramsiar
B i ie [T
TR
I ]T-nﬁ_-—ﬂ-
o i sttt s irsst i psmn ol ama

i6



BAB
KEBIJAKAN AKUNTANSI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN

PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

A, PENDAHULUAN

1.

Tujuan

a, tujuan Kebijjakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran
dan Laporan Salde Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-
dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laperan Saldo
Angparan Lebih Pemerintah Daerch dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan;

b. laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang
realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD
dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan
realisasinya menunjukkan ungkat ketercapaian target-target
yang telah discpakat antara legislatif dan cksckutil scsuai
dengan peraturan daerah;

. laporan Saldo Angparan Lebih memberikan informasi lentang

kenaitkan atau penurunan  Saldo Anggaran Lebih tahun
pelaporan dibandinpkan dengan tahun sebelumnyva.

2. Ruang Lingkup

a. kebijgkan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan
dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD
dan Pemda;

b. kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih
hanya disajikan oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

H. MANFAAT LAPORAN REALIBAS] ANGOARAN

1.

Laporan kecalisasi Anpggaran menvediakan informasi mengenai
realisasi  pendapatan, belanja, transfer, surplus/defigit dan
pembiayaan dari entitas akuntans: dan/atau entitas pelaporan yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi
tersebut berpuna bagl para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan mengenai  alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntahilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan
terhadap anggaran dengan:
a. menyediakan informasi mengenai  sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi;
b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh  yvang berguna dalam  mengevaluasi  kKinerja
pemerintah  daerah dalam hal efisiensi dan elektivitas

PENEELUNAAN ANEEATAD.
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Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna
dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif,
Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada
para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan
sumber dayva ekonomi:

a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;

b. telah dilaksanakan sesuail denpan anggarannya (APBD); dan

c. telah dilaksanakar sesual dengan peraturan perundang-

undangan.

C. DEFINISI

Berikut adalah istlah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi ini dengan pengertian:

1.

th

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yvang disetujui oleh
DewanPerwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip vang tidak memperkenankan
pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran
pada suatu unit organisasi atau bdak memperkenankan pencatatan
pengeluara., setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan

pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dan Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemenntah dacrah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lehih entitas akuntansi vang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kas Umum Daerah adalash tempat penyimpanan vang daerah yang

ditentukan cieh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik vang dipilih
plehh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajpan
iaporan keuangan.
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12.

13.

15.

16.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
angparan vang bersangkutan vang menjadi hak pemerintah daerah
dan tidak perlu dibayvar kembali oleh pemerintah daerah.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dan suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lam, termasuk dana

perimbangan dan dana bag hasil,

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar ke oali dan/atag pengeluaran vang akan diterima kembali,
baik pads tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, vang dalam penganggaran pemerintah daerah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.,

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati unfuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

dacrah pada bank yang ditetapkan.

. Burplus/defisit adalah selisih lebih [ kurang antara pendapatan dan

belanja selama satu penode pelaporan.

SiLPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi
pencrimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yvang berasal dari
akumulasi SiLPA/SIKPA tahun-tahun anggaran schelumnya dan
tahun berjalan serta penyesualan lain yang diperkenankan,

. STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

Laporan Realisasi Angparan menygjikan  informasi  realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan,
vang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannyva dalam
satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Angparan harus diidentifikasikan secara
jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perly,
mformasi berikut:

a. nama SKPD/PPKD/Pemda,

b. periode yang dicakup;

¢. mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan

d. satuan angks yang digunakan.

Laporan Saldo Anggaran Lebih menvajikan informasi mengenai
perubahan kenaikan atau penurunan saldo SiLPA atau SiKPA pada
tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

L



E. PERIODE PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih
disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi
tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi
Anggaran tashunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang
atou pendek dan satu tahun, entites mengungkapkan informasi
sebagai berikut:

1. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

2. fakta bahwa jumlah-jumlah kemparatif dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

F. TEPAT WAKTU

1. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
tersebut tidak tersedia tepal pada waktunya Faktor-faktor seperti
kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan
pembenaran  atas ketidakmampuan cntitas pelaporan  untuk
menyajikan laporan keuangan tepat waktu,

2. Pemerintah Deerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 [enam] bulan setelah
berakhirnya tahun angearan. Entitas akuntansi menyajikan
waporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnyva 2 |dua] bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran,

G. 181 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

1. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa schingga
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit
dan pembiavaan vang diperlukan untuk penyajian vang wajar.

2. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan
anggarannya,

3. Laporan Realisasi Anggaran dijeiaskan lebih lanjut dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

4, Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-
pos sehagai berikut:

pendapatan-LEA;

belanja;

transfer;

surplus atan defisir;

penerimaan pembiayaan;

pengeluaran pembiayaan,

]:l:l'l'.lbiﬂ.}"&ﬂl‘li netto; dan

sisa ler | /kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai benikut:

a. saldo anpgaran lebih tahun vang lalu;

b. penggunaan saldo anggaran:

¢. sisa lebih/kurang pernbiayaan anggaran (SiLPA /SiKPA);

Sl SR
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H.

o

d. koreksi/kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e. saldo anggaran lebih tahun berjalan.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-
LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan
Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan
pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pos pendapatan vang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening
jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan
Retribusi Dacral:, Pendapatan Hasil Pongelolaan Kckayaan Dacrah
vang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja
menurut jenis belania dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada
laporan entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurul organisasi
disajikan dalam ecatatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja
menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rapiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut
kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas
akuntansi/ pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam
dua format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerinta, .« dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Entitas akuntansi menvajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam
format sesuni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan
pokok dan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terbkhir denpan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lampiran. Laparan
Realisasi Anggaran disgjikan semester dan tahunan. Laporan ini
menyajikan informasi rcalisasi pendapatan, belanja, wansfer,
surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan
daerah;
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3. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan scbagai laporan keuangan pokok dan format sesum
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lampiran.

K. FORMAT LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku
enfitas pelaporan vang menyajikan laporan keuangan konsolidasian
menyvajikan format Laporan Saldo Angegaran Lebih sesuai dengan
Peraturan Pemerintgsh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.
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BAB III
KEBLJAKAN AKUNTANSI
NERACA

A, FENDAHULUAN

L.

2.

Tujuan
a. fujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-
dasar penyajian neraca unfuk entitas akuntansi dan entitas

pelaporan Pemernintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimans  ditetapkan oleh  peraturan

perundang-undangan;

b. néraca menggambarkan posisi keuangan suatu  entitas
akuntansifentitas pelaporan mengenai asel, kewajiban dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu,

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang
disusun dan disgjikan dengan menggunakan akuntansi berbasis
akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah, tidak
termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINIS]

Berikut adalah stlah-istilah  vang dipunakan dalam HKebijakan
Akuntasi ini dengan pengertian:

1.

Aset adalsh sumber daya ekonomi yvang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lala dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atan sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jass bagi masyarakal umum dan
sumber-sumber daya vang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud vang mempunyai masa maniaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kematan
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peﬁs!;iwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas ditennma

atau dibayar.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatil besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran,

Ekuitas adalah kekayuan bersih  pemerintah  dacrah  yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.



1 0.

11.

12.

13.
4.

15,

16.

Entitas Akuntansi adalah Satan Kerja pengguna angpgaran/
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan

akuntansi dan menyusun laporan keuangan unmk digabungkan
pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi

adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdini dar satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah asct yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat
sosial schingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah vang tunai dan saldo simpanan di bank vang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Kewajiban adalah utang yang tmbul dari peristiwa masa lalu vang
penyelesaiannya  mengakibatkan aliran  keluar sumber dava
ckonomi pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan kescluruhan laporan keuangan entitas
akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan vyang
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang sclain mata uang Rupiah.

Nilai wajar adalah nilai tukar asct atau penyelesaian kewajiban
antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar.

Persedinan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakal.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid vang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai
vang signifikan.

. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

C. KLASIFIKASI

l.

Setiap enfitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan
asetnyn dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang dalam neraca.



. Seti.p entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap
pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayvar dalam waktu 12 [dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari

12 {dua belas) bulan.

. Apabila suatu entias akuntansi dan/atau entitas pelaporan
menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam
menjalankan kegiatan pemerintshan, perlu adanya kilasifikasi
terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk
memberikan  informasi  mengenai  barang-barang yang akan
digunakan dalam penode akuntansi berikutnya dan yang akan
digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanpgsl jatuh tempo aset dan  kewajiban

keuangan bermanfaat untuk menilai hkuiditas dan solvabilitas

suatu  entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang

tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajpban seperti

persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui

apakah aset diklasifikssikan sebagai aset lancar dan non lancar dan

kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan

jangka panjang.

. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos benkui:

kas dan setara kas:

investasi j@ngka pendek;

piutang;

persediaan;

mvestasi janaka panjang,

aset te.p;

kewsajiban jangka pendek;

kewajiban jangka panjang;

ekuitas,

. Pos-pos selain vang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika
penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi

keusngan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan,

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah

didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

a. sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

b, fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas
pelaporan;

¢. jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

. Aszet dan kewajiban vang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat

diukur dengan dasar pengukuran yvang berbeda. Sebagai contoh,

sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan

dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang

diestimasikan.

TEFmoe s P
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D. PENYAJIAN NERACA

L

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan entitas
akuntanszi dan/stau entitas pelaporan menyajikan neraca dalam
dua format yang berbeda, yaitu format sesuan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Alkuntansi
Pemerntahan dan formal yvang diatur dalam Peraturan Menten
Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Neraca SKPD dan PPKD sehagai entitas akuntansi disajikan dengan
format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Dacrah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 201!, Sedangkan neraca Pemerintah
Dacrah sebagai entitas  pelaporan  disajpkan dengan  format
Peraturan Peéemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi "emcrintshan scbagal laporan keuangan pokok dan
format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Penyajian laporan keuangan dan format vang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tashun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana  telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ke dalam format Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dilakukan melalui proses konversi yang teknisnya
diatur dalam sistem dan prosedur akuntansa.



HBAB IV

KEBLIAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL DAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A, PENDAHULLIAN

1. Tujuan

A.

hyuan pernyataan standar  Laporan Operasional  adalah
menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional
Pemerintah  Daerah  dalam rangka memenuhi  tujuan
akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang
kepiaten  operasional  Keuangan vang tercermin  dalam
pendapatan-L0O, beban dan surplus/defisit operasional dari
suaty enttas pelaporan.

2, Ruang Lingkup

= 1

kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan
Operasional;

kebijjakan akuntansi im berlaku untuk setiap entitas pelaporan
can entitas akuntang) Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam
menyusun  laporan  operasional yang menggambarkan
pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam
suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusshaan

daerah.

3. Manfaat Informasi Laporan Operasional
a. laporan operasional menyediakan informasi mengenal seluruh

kegiatan operasivnal keuangan entitas akuntansi dan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus /delisit operasional dar suatu entitas yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;

pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam
mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan
suatu unit  atau seluruh entitRs  pemerintahan, schingga
laporan operasional menyediakan informasi:

1) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh
pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;

2) mengenai operasi keuangan  secara  menyeluruh  yang
berpuna dalam mengevaluasi lonerja pemerintah daerah
dalam hel cfisicnsi, efektivitas dan kehematan perolehan
dan pengminaan sumber daya ekonomi;



It

4] wang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan
chternimo untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam
perivde mendatang dengan cara menyajikan laporan secara
Komparaul,

34 mengenal penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan
perungkatan ekuitas (bilo surplus operasional).

¢ laporan operasional disusun untuk melengkap pelaporan dar
sikius akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cyele)
schingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan
chuilas dan  nereck  mempunyai  keterkaitan vang dapat
diperianggungawabkan.

DEFINIS]

Berikut  adalah  stilah-istilah vang  dipunakan  dalam  Kebijakan
Akuntunsi inl dengan pengeruan:

I

o

Azas Brutos  adalah  suatu  prinsip  tdak  diperkenankannya

pencatatan penenmaan seielah dikurang pengeluaran pada suatu
unit  organisasi  atau  tdak  diperkenankannya pencatatan

pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.

Bantuan Keuangan adalah beban pemenntah dalam  bentuk
bantuan vang kepada pemerintah lainnya vang digunakan untuk
pemerataan dan/atng pemingkatan kemampuan k-uangan,

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan
kepada masyvarakat puna melindung: dan kemungkinan terjadinya
risika sosial

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban
timbul.

Behan adalah penurunian manfaal ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporsn yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran ateu konsumsi asel ptau timbulnya kewajiban,

Beban Hibah adalah beban pemenntash dalam bentuk vang/barang
atau jasa kepada pemenntah  lamnya, perusahaan  nepgara/
daerah, masvarakat dan organisusi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengkat.

Beban Pen,uswlan adalah alokast vang sistematis atas nilai  suatu
aset tetap yang dapat disusutkan |(depreciable assets) selama masa
manfaat aset vang bersangkutan,

Bebun Transfer adalal beban berupa pengeluaran  vang  atau
kewajban untuk mengeluarkan uang dan entitas pelaporan
kepada suatua entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang- undangan

Entitas Akuntansi adalah uni pemul"tntahﬂ.n“prngﬂ.ma anggaran /
pengguna barang dan oleh karcnanya wajib menyelen
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan

pada cntitas pelaporan.
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U, Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdin dari satu

12,

[ ¥,

|8,

atau lebih entitas akuntanst atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyvampaikan
Aaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

. Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemenntah dalam bentuk

uang/barang alau jasa dar pemernintah/ pemeriniah daerah lainnyva,
perusahaan  negara/daerah, masyarskat dan  organisasi
kemasyarakatan, borsifat tidak wajb dan tidak mengikal serta tidak
SECATT [ErS-meners

Pendapawan-LO) adalah hak pemeriniah dacrah vang diakui sebagai

penambah  ckutas  dalsm  perfode wshun anggaran  yang
bersangkutan dan tidak perlu dibavar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimasan uang

atay hak untuk menerima uang cleh entitas pelaporan dari suatu
entitas pelaporan lain vang diwajibkan oleh peraturan perundang-
unchangan.

. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa

vang terjadi karena kejadian atau transaksi vang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada
diluar kendals atuu pengaruh entitas bessanghkutan,

Bubsidi  adalah  beban  pemerintah yang  diberikan  kepada

perusahaan/lembaga tedentu yang bertujusn untuk membantu
tiaya produks: agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat
dijangkau oleh masyarakat,

Surplus/[D"sit dan Kemiatan Operasonal adalah selisih  lebih/
kurang anwra pendapatan-operasional dan beban selama satu
periode pelaporan.

. Surplus/ Defisit-LU adalish selisih antara pendapatan-LO dan beban

sclama satu perniode pelaporan, setelsh diperhitungkan surplus/
defisit dari kegiatan nonoperasional dan pos luar biasa.

Uniung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku
aset dengan harga jual asel.

PERIODE PELAPORAN

Laporan operasional disajikan schurang-kurangnye sekali dalam
setahun. Dalam situasi tertentn, apabila tanggal laporan suatu
enritas berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan dengan

suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus

menpungkapkan informasi sebagai berikut:

i alasan pengeunaan periode pelaporan tdak satu tahumn

b. fakta babwa jumlab-jumlah  komparatii dalam laporan
operasional  dan  catatan-catatan  terkait  tdak  dapat
diperbandingkan.

Maniaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak

tersedia tepat pada waktunva Faktor-faktor seperti kompieksitas

operasi  pemerintah  udak dapat dijadikan pembenaran atas

ketidakmampuan  entitas pelaporan untuk menyajikan laporan

'‘truangan tepal wakta.
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3. STRUKTUR DAN 151 LAPORAN OPERASIONAL

E.

Ui

Laporan operasional menvajlkan beérbagai unsur pendapatan-LO,
beban, surplus/defisit dan operasi, surplus/defisit dan kegiatan
non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar
Liasa dan surplus/defisit-LO, vang diperlukan untuk penyajian
vang wajar secara komparatil, Laporan operasional dijelaskan lebih

lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan vang memuat hal-hal
vang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun
seperti kehijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang

merinci  lebih lanjut  engka-angke yang dianggap perlu untuk
dijelaskan,

Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan
Jika dianggap periu, diulang pada sctiap halaman laporan, informasi
berikut:

a. nama entitas peluporan atau sarana identifikasi lainnya;

b, cakupan entitas pelaporan;

¢, periode vang dicakup:

d. mata vang pelaporan; dan

. satuan angka yang digunakan

Strukiur poran operasiondl menyakup pos-pos scbagal berikut:
a4, pendapatan-L0);

», beban,

surplus/defisit dar operast;

kepiatan non aperasional;

surplus/ dehsit sebhelum pos luar biasa;

pos luar huasa;

g, surplus/defisiz-Li)

(o7 - T

Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul dan subjumlah
lainnva apabila dwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemennlahan atau apabila penyajian lersebul diperlukan untuk
menyajikan laporan operasional secara wajar,

Contoh formal laporan operasional disajikan dalam ilustuasi pada
lampiran kebyakan . lustrast merupakan contoh dan bukan
merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini
adalah menggambarkan penerapan  kebijakan akuntansi untuk
nembantu dalam klanfikasi artinya.

INFORMASI YANG DISAJKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU
DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1

Enttas pelaporan menvajikan pendapatan-LO vang diklasifikasikan
menurut  sumber pendapatan.  Kincian  Jebih  lanjut  sumber
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan,

Entitas pelaporan menvajikan beoan yang diklasifikasikan menurut
klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi
dan klasifikasi lain yang dipersyvaratkan menurut  ketentuan
perundangan vong berlaku, disajikan dslam Catatan atas Laporan

Keuangan
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Klasifikasi pendqapatan-LO menurut sumber pendapatan  maupun
klasihkani «ban menurut ckonomi, pada prinsipnya merupakan

klasifikasi vang mengeunskan dasar kiasifikasi yang sama yaitu
berdasarkan jents.

PENDAPATAN-LO

Pengakuan Pendopatan-LO

B
-

Pendapatan-LO) diakui pada saat:

a. nmbulnya hak atas pendapatan |ecrmed);

b. pendapatan dircalisasi, vaitu adanya aliran masuk sumber daya
ehonom.

Pendapatan dan dana lransler diakui sebagai berikul:

a. dana bag hasil diskul berdasarkan realisasi penenimaan dana
hagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang
menjadi hak daerah atau sural dan Permmenntah Pusal yang
menvatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil;

b, dana alokasi umum diaku berdasarkan Peraturan Presiden vang
mengatur tenEne dana cransfer dan dicatat pada rahun vang
berkenaan,

e, dana  alokasi khusus diaku pada saat  terdapat  klamm
pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah
Pusat dan telah ditetapkan jumlah definiufnya.

Dalam hal terdapat perbedaan vang bdak signifikan antara tanpgal
pengakuan pendapatan dan  direalisasinya pendapatan dalam
bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisas;.

Pendapatan-LO yvang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
undengan diakw pada sast tumbulnya hak untuk menagh
pendapatan.

Dalam hal terdapat perbedaan vang tidak signifikan antara tanggal
pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam
bentuk kas, pendapatan dapat dakui pada saat realisasi.

Pendapatan-L0O  yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
pelayanan vang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, diaku pada ssat pelayanan telah diberikan
dan timbulnya hak uniuk menagih imbalan,

Pendapatan-LO) yang diakui pado saat direalisas: adalah hak yang
telah diterima oleh pemerintal tanpa  terlelnh dahulu  adanva
penagihan,

Pendapatan-LO diklasilikasikan menurit sumber pendapatan.

Klasilikasi menurat  sumber pendapatan  pemerintah  daerah
dikelompokken menurut asal dan jenis  pendapatan,  yaitu
pendapatan  ash  daerah, pendapatan  transfer dan  lain-lain
pendapatan  yang  sah.  Masing-masing  pendapatan  tersebul
diklasifika='"an cmurul joms peadapatan.
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8, Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
vaitu dengan membukukan pendapatan bruio dan tidak mencatat
jumlah nettonya |setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

9. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biayva) bersifut variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat diestimasi terletnh dahulu dikarenakan proses belum selesai,
mika asas bruto dapal dikecualikan.

10, Dalrm hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengen:a
tadan layanan umum.

11. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurning) atas
pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagal pengurang pendapatan.

12, Koreksi dan pengembalian yang silatnya tdak berulang (non-
recurrirg)  atas  pendapatan-LO  vang tegadi pada  penode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagal pengurang pendapatan
pada periode vang sama,

3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring] atas pendapatan-LO yang terjadi pada  penode
sebelumnva dibukukan sebapal pengurang ekuitas pada periode
ditemukannva koreksi dan pengembalian tersebut.

Gi. ARUNTANSE BEBAN

1. Pengakuan

Aa. beban digku pada saat:
1] timbulnya kewajiban,
2} tenadiny:. konsumsi aset;
3| tegadinva penurunan manfaat ekonom: atau potensi jasa,

L. saal umbulnya kewajiban adalal saat terjadinya peralihan hak
dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarmnya
kas dan kas umum negara/deerah. Contohnyva tagihan
rekening  telepon dan rekening listnk vang belum dibayar
pemer. b

c. vang dimaksud dengan terjadinyn konsumsi aset adalah saat
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tdak didahului
umbuinya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam
kegiatan operasional pemerintah;

d. dalam hal terdapat perbedaan yang tdak signifikan antara
tanggal pengakusn beban dan direalisasinya beban dalam
bentuk kas, beban dapat diaku pada saat realisasi.

¢. terjadinya  penucunan  manfaat ckonomi atau  potensi jasa
terjadi pada saal penurunan nilai aset schubungan dengan
penggunasn  asset  bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh
penurunan manfaat ekonomi  atau  potensi  jasa  adalah

penyusiitan atad amortisasi;
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b

. dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacy
pada peraturan perundangan yveng mengatur mengenai badan
lavanan umum;

beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;

h. klasifikasi ckonomi pada prinsipnva mengelompokkan
berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah
pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban
subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan
asel tetap/amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain.
Klasilikasi ekonomn untuk pemernintah daerah terdin dan beban
pegawal, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban
hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan asset
tetap/amorlisasi, beban transler dan beban tak terduga;

I;!".]

. penyusutan  aset tetap dan aset berwujud yang nilainya
dibawah kapitalisasi dilakuken dengan metode garis lurus
{straight line method),

1. metode penyvusutan vang digunakan adalah metode garis lurus
|straight line method). Nila: penyusutan untuk masing-masing
periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada
akumulasi penyvusutan assel tetap sebagal pengurang nilai aset
tetup,

k. masa panfiat untuk menghitung tanf penyusutan untuk
masing-nasing kelompok aset tetap dijelaskan tersendiri pada
Lampiran |l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan ind;

I, beban transfer adalaih beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang darl entitas pelaporan
kepada suatu entitéas  pelaporan lamn yvang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan,

m. korekst atas beban, termasuk pensrimaan kembali beban, yang
terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban
pada periode yvang sama  Apabila ditenma pada  periode
berikutnya, koreksi ataz beban dibukukan dalam pendapatan
lain-lain. Palam hal mengakibatkan penambahan beban
dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi
aser atau tUmbulnya kewajiban periede tabun berkenaan,

H. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

8

2

Surplus den kegiatan operasional adaolah  selisih lebih  antara
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara
pendapatan dun beban selama satu periode pelaporan.

delisih lebih/kurang antara pendapalan dan beban sclama satu
periode peiaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan
Operasional.
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SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

b

Pendapatan dan  beban  yang  sifatnya  tidak  rurin perlu
dikelompoklkan teérsendin dalam kegiatan non operasional.
Termasuk dalam pendapatan/beban den kegiatan non operasional
antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/
defisit penyelesamn Kewajiban jangka  pamjang dan  surplus/
defisit dar kegiatan non aperasional lainnva,

Selisih lebih /kurang antarasurplus/defisit dar kegiatan operasional
dan surplus/defisit dan kegiatan non operasional merupakan
surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

1.

3%

Pos Luar Biasa disajiken terpisah dari pos-pos lainnya dalam

Laporan  Operasional  dan disapkan sesudah Surplasy Delisi

sebelum Pos Luar Biass,

Pos Luar Biasa memuat kKejadian luar biasa vang mempunyal

karaktensuk sebagal berikut;

i, kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadit pada awal tahun
ANERATrEn;

b. tdak diharapkan tergadi berulang-ulang; dan

¢, kepadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifal dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan

pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan

SURPLUS /DEFISIT-LO

bhd

Surplus/ Defisit-LO adalah penjumlaban selisih lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan
kejadian Juar biasa.

Saldo  Surplus/Defisit-1{) pada akhir periode pelaporan
dipirdahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

. TRANSAKS] DALAM MATA UANG ASING

Transaks: dalam mata vang asing harus dibukukan dalam mata
ang rupiah,

Dalaun hal tersedia dana dalam mata vang asing yang sama dengan
vang digunakan dalam transaksi, makia transakst dalam mata uang
asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang
rupiah  berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal
transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing vang
dipunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli
dengan rupiah, maka transaks dalam mata uang asing terscbut
dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar
rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asmg tersebut.

Dalam hal tidak terscdia dana dalam mata uang asing yang
digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli
dengan mata uang asing lainnyi, maka transaksi mata vang asing
ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs

Lransaksi.
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3. Transaks dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam

rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal
transakst.

M. TRANSAKS] PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

l.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa
harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir
nilai wajar barang/jasa tersebutl pada tanggal transaksi. Disamping
itu, transaksl semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian
rupn pada Catatan atas Laporan Keuangan schingga dapat
memberikan semua informasi vang relevan mengenai bentuk dan
pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara
lain  hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa
konsultans:,
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A.

BAB V
REBLIAKAN AKLNTANSI
LAPORAN ARLUS KAS

PENDAHULUAN

1

Tujuan

En

tyuan Kebjjakan Akuntans: Laporan Arus Kas adalah mengatur
penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas
pelaporan dengan mengklasinkasikan arus kas berdasarkan
aktivitas operasi, investasi asel non keuangan, pembiayaan dan
transitoris selama satu perinde akuntanss;

tuyjuan pelaporan arus kas adalah membernkan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan. Informasi i disajikan  untuk
pertanggungiawaban dan pengambilan keputusan.

2. Ruang Lingkup

a3

d.

pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuail dengan
kebijakan ini dan menvajikan laporan tersebut sebagai salah
satu komponen laporan keuangan polok untuk setiap periode
penvajian laporan kcuangan,

kebijakan akuntansi 1 berlaku untuk penyusunan laporan
arus kas Pemeriniah Daerah yang disusun oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPRD).

Manfaat Informas: Arus Kas

informs . arus kas berguna sebagar indikator jumlah arus kas di
masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai
kecermatan atas taksiran arus kaos yang  telah  dibuat

sebelumnya;

laporan arus kas juga menpidi alat pertanggungjawaban arus
kas masuk dan arnis kas keluar selama pericde pelaporan;

apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan
arus kas memberikan informas: vang bermanfaat bagl pam
pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan
bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan  struktur
keuangan pemerintah daersh [termasuk likuiditas dan

snlvabilitas).



B. DEFINISI

I, Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi i dengan pengertian:

a.

asel adalah sumber dava ckonomi yvang dikuasal dan atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiws masa
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan dibarapkan dapat diperolch oleh pemerintah dacrah,
serta dapat diukur dalam satuan vuang, termasuk sumber dava
non keuangan vang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masvarakat umum dan sumber-sumber dayva yang dipelihara
karena alasan secjarah dan budaya;

Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah (APBD) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetuju
olch Dewan Ferwakilan Rakyat Daecrah;

arus kas adalah arus masuk dan aras keluar kas dan setara kas
pada Bendahara Umum Daerah;

ahktivitas opcrast adalah aktivitas penerimsan dan pengeluaran
kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah
daerab - :lama satu penode akuntansi

aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas
pencrimaan dan pengeluaran kas yvang ditgjukan untuk
perolchan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan
lainnya;

aktivitas pembiayvaan adalah aktvitas penenmaan kas vang
periu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas vang akan
diterima kembah yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah
dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang
dan utang pemenntah sehubungan dengan pendanaan defisit
atau penggunaan surplus anggaran;

aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran  kas  yang tidak mempengaruhi  anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah;

aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan  atau
pengeluaran kas yvang tidak termasuk dalam aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan;

belanja adalah semua pengeluaran dan Hekening Kas Umum
Daerah vang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;

dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

ckuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan sclisih antara aset dan kewajiban pemerintah

daerah;
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entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari
gsatu atau lebih entilas akuntansi vang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah
dacrah,;

. Kewajiban acalah utang yang tmbul dari peristiwa masa lalu
vang peayelesaiannva mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah daerah;

. kas adalah uang tunal dan saldo simpanan di bank vang setiap
saat dapat digunakan untuk membiavai kKegiatan pemerintah
daerah:

Kas Umum Daerah adalah tempa: penyimpanan uang daerah
vang ditentukan eoleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran dacrah;

. kurs adalah rasio pertukaran dua mata vang,

mata uang asing adalah mata vang selmin mata uang Rupiah;

mata uang pelaporan adalah mata vang rupiah yang dipunakan
dalam menyajikan laporan keuangan:

metode biaya adalah suatu metode akuntansi yvang mencatat
nilan investast berdasarkan harga peralehan;

metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi awal berdasarkan harga perolechan. Nilai investasi

tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan  bagian
Livestor atas hkekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha

penerima investasi (investee] vang terjadi sesudah perolehan
awal investas::

. pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemeriniah dan tidak perlu dibayar kembali olch pemerintah;

penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
Bendahara Umum Daerah;

. pengeluaran kas adalah semus aliran kas yang keluar dari
Bendahara Umum Dacrah,

periode  akuntansi  adalah  periode  pertanggungjawaban
keuangan cntitas pelaporan yang periodenya sama dengan
periode tahun anggaran;

. setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid
yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko

perubahan nilai yang signifikan;
tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dar suatu
periode pelaporan.
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2. Kas dan Sctara Kas

a. setara kas pemerintah daerah dityjukan untuk memenuhi
kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnva.
LUntuk memenuhl persyaratan setara kas, investasi janghka
pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah
vang dapat diketahuil tanpa ada nisiko perubahan mla yang
signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas
kalau investasi dimaksud mempunyal masa jaluh tempo 3 (tiga)
bulan atau kurang dan tanggal perolehannya;

b. mutasi antar pos-pos kas dan sclara kas tidak diinformasikan
dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan
bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian
aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan
transitoris.

C. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daecrah yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di
"mgkungan Pemerintah Daerah vang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah,

Entitas vang wajibk menyusun dan menyajikan laporan arus kas
adalah unit orgamisast yang mempunyal fungsi perbendaharaan,
dalam hal ini PPKD.

0. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1

Laporan arus kas menvajikan informasi penerimaan dan
pengeivuaran kas selama periode  tertentu yang  diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,

pembiayaan dan transitors.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operas), investas: aset non
keuangan, pembiayaan dan transitoris memberikan informasi yang
memungkinkan parma pengguna laporan untuk menilai pengaruh
dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas
pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi huoungan antar aktivitas operasi, investasi aset non
keuangan, pcmbiayaan dan transitons;

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dan
beberapa aktivitas, misalnya transaksi pchinasan utang yang terdin
dari pelunasan pokok utang dan bunga utang Pembayaran pokok
utang akan dilasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan
sedangkan pembayaran bunga utang okan diklasifikasikan ke
dalam aktvitas operas:,

a, akbvitas operasi
1) arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi  pemerintah  daerah
dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai
aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa
mengandalkan sumber pendanaan dari luar;
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<]

3)

4

S

1)

2]

-

arus masuk kas dar aktivitas operasi terutama diperoleh

dari antara lain:

a) penerimaan perpajakan;

b) penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

¢] penerimaan hibah;

d] penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan
mvestas] lainnva;

eg] penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan fuar
biasa; dan

] penerimaan transfer.

arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan

untuk pengeluaran, antara lain:

a) belanja pegawai;

b} belanja barang;

¢] bunga;
d) subsidi;
e| hibah;

Nl bantuan soxial
gl belanja lain-lain/tak terduga; dan
h) transler keluar.

jika suatu entlitas mempunyai surat berharga yvang sifatnya
sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka
perolehan dan penjualan  surat  berharga tersebut
diklasifikasikan sebagai aktvitas operasi;

jika entitas  pelaporan mengotorisasikan  dana  untuk
kegiatan suatu entitas lain, vang peruntukannya belum jelas
apakah sebagai modal kerja, penyerlaan modal atau untuk
membiavai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana
tersebut harus diklasifikasikan sebapai aktivitas operasi.
Keo dian  ini  dijelaskan dalam catatan atas laporan
keuangan.

. aklivitas investasi aset non keuangan

arus kas dari aktvitas investas: aset non kKeuangan
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto
dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya
ekonomi  yang bertujuan  untuk meningkatkan dan
mendukung  pelayanan  pemernintah  daerah  kepada
masyarakat di masa vang akan datang;

arus masuk kas dari akuvitas investasi aset non keuangan
terdir dari,

al penjualan aset tetap;

b) penjualan asect lainnya,

¢} pencairan dana cadangan:

d) penerimaan darn divestasi;

¢} penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

arus kcluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
terdiri dari:

a) perolchan aset wetap;

b} perolchan aset lanpya,



i

d.

] pembentukan dana cadangan;
d] penyertaan modal pemerintah;
e| pembelian investas: dalam bentuk sekuritas.

aktivitas pendanagn

1

2)

3

arus  kas dan  aktivitas  pendanaan mencerminkan

penerimaan dan pengeluaran Kas yang berhubungan dengan

perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang;

arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lamn:

al penerimaan utang luar negern;

bl penerimaan dari utang obligas:;

c¢] penerimaan  kembal  pinjaman  kepada pemerintah
daerah;

dj penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan
NEegara,

ariv keluar kas dan akowvitas pendanaan antara lain;

a) pembayaran pokok utang luar negeri;

b] pembayaran pokok utang obligasi;

¢] pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemcrintah
daerah;

d] pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan
Negara.

dAkbvitas iransiions

)

2)

3

4}

aktivitas transitoris  adalah  aktivitas penerimaan  dan
pengeluaran kas yang udak termasuk dalam  akuvitas
operasi, investasi, dan pendanaan,

arus kas dan  aktwvitas  transitoris | mencerminkan
penerimaen dan pengeluarnn kas bruto yang tidak
mempengaruhi  pendapatan, beban dan  pendanaan
pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain
transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK|, pemberian/
penerimaan kembali  dang  persediaan  kepada,/dan
bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PRK
menggambarkan kas yang bernsal dan jumlah dana yang
dipotong dari Surat Perintahh Membayar atau diterima sccara
tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan
Askes. Kiriman uang mengpambarkan mutasi kas antar
rekening kas umum negara /daerah;

aris masux kas dan aktivitas transitoris meliputi

penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman
uang masuk dan penerimaan kembali vang persediaan dan

bendahar: pengeluaran;

arus keluar kas dan aktivitas transitoris meliputi
pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman
uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada
bendahara pengeluaran.

1



E. PELAPORAN ARUS KAS DAR| AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ABET
NON KEUANGAN, PEMBIAYAAN DAN TRANSITORIS

1.

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama
penerimai. dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,
investasi asel non keuangan, pembiavaan dan transitoris.

Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi
dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Penggunaan metode langsung dalam melaporkan aras kas dar

aktivitas operasi memiliki keuntungan scbagai berikut:

a. menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan
arus kas di masa vang akan datang;

b. lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

c. data tentang kelompok penenmaan dan pengeluaran kas bruto
dapat 'angsung diperoleh darn catatan akuntansi.

PELAFORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar
arus kas bersih dalam hal;

L.

Penerimaan dan pengeluaran kas untuk Kepentingan penerima
manfaat (beneficcanies] arus kas tersebut lebih mencerminkan
aktivitas pithak lain daripada aktivitas pemerintah daerah, Salah
satn contohnya adalah hasil kerjasama operasional.

Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi vang
perputarannya  cepat, volume transaksi banyak dan jangks
waktunya singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING
1.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus
dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan
menjabarkan meta uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dar aktivitus entitas pelaporan di luar negeri
harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian vang belum  dircalisasikan akibat
perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus

kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA
1.

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan
pengehuaran  belenja untuk pembayaran bunga pinjaman serta
penerimaan pendapatan dan bagian laba perusahaan daerah harus
diungkapkan sccara terpisah. Sctiap akun yang terkait dengan
transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam sktivitas operasi
secara konsisten dan tahun ke tahun;



3.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus
kas aktivitus operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima
dari pendapatan bunga pada periode akuntansi vang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang vang
dilaporkan dalam arus kas -aktivitas operasi adalah jumlah
pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode
akuntansi yang bersangkutan.

. Jumlah penenmaan pendapatan dar bagian laba perusahaan

daerah vang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah
jumlah kas yvang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan
daerah dalam periode akuntansi vang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

1.

Pencatatan investas: pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat
dilakukan dengan menggunakan dua metode vaitu metode ekuitas
dan metode biava.

Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan
kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu
sebesar nilal perolehannya.

Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi  jangka
panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas
aktivitas pembiayaan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT
OPERASI LAINNYA

1.

3

Arus kas yang berasal dar perolehan dan pelepasan perusahaan
dacrah harus disajikan secara terpisah dalam aktvitas pembiayaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan scluruh  perolechan  dan

pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu

periode. Hal-hal yvang diunghapkan adalah:

a, jumiah harga pembelian atau pelepasan;

b. bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan
dengan kas Jan setara kas;

¢. jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit
operasi lainaya vang diperoleh atau dilepas; dan

d. jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diaku
oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya vang diperoleh
alau dilepas.

Penyajian lerpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit

operasi lainnya schagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu

untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yvang berasal

dari aktivitas operasi, investasi aset non keuvangan, pembiayaan dan

non anggaran. Arus kas masuk dari pelepasan terscbut tidak

dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya;

Asel dan utang aclain kas dan setara kas dari perusahaan daerah

dan unit operasi lainnya vang diperoleh atau dilepaskan periu

diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya

scbagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.
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K TRANSAKSI BUKAN KAS

1.

Transaksi mmvestasi dan pembiayaan yang tdak mengakibatkan
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan
dalam Laporan Arus kas Transaksi tersebut harus diungkapkan
dalam Catutan atas Laporan Keuanpgan,

Pengecualian transaks: bukan kas dan Laporan Arus Kas konsisten
dengan tujuan Japoran arus kas karcna transaksi bukan kas
tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan,
Contoh transaks: bukan kas yvang tidak mempengaruhi laporan
arus kas adalah perolehan asel melalul pertukaran atau hibah,

L. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas
dalam Laporan Arus Kas vang jumlahnya sama dengan pos terkait di
Neraca.

M PENGUNGKAPAN LAINNYA

1.

Entitas pelaporan mengungkapkan jumiah saldo kas dan setara kasg
vang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Informast tambahan vang terkail dengan arus kas berguna bagi
pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas
suatu entitas pelaporan.
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BAR VI
KEBLIAKAN AKUNTANSI KAS
DAN SETARA KAS

Twuan

.

tujuan kebijjakan Akuntansi Kas dan Setara Kas adalah untuk
mengatur perlakuan akuntansi untuk Kas dan Setara Kas dan
informasi lainnya vang dianggap perlu disajikan dalam laporan
keuangan;

kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Kas dan Setara
Kas P aerintah Dacrah yvang meliputi definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

23]

a.

kebijakan akuntans: ini ditcrapkan dalam penyajian Kas dan
Setara Kas dalam laperan keuangan untuk tujuan umum yang
disusun dan disajikan dengan bas's akrual;

pernyataan kebyakan im berlaku untuk entitas akuntansi/
pelaporan  Pemerintah Dacrah, yang memperoleh  anggaran
berdasarkan APBD, udak termasuk perusahaan daecrah.

Definisi

4]

kas dan setara kas adalah uang tunal dan saldo simpanan di
bank vang sctiap saat daput digunakan untuk membiavai
kegiatan pemerintah daerah serta investas: jangka pendek vang
sangat likuid vang siap dicairkan menjadi kas vang bebas dan
risiko perubahan milal yvang signiikan;

kas mehputt seluruh Uang Persediaan (Sisa UP/TU], saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan
untuk melakukan pembayaran, uang tunal atau simpanan di
bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang
wunai atau simpanan di bank vang digunakan untuk mclakukan

pembayaran terhadap pelayvanan langsung kepada masyarakat

[IPSAPD2). Dengan demikian, kas terdiri dari:

1) kas di kas daerah;

2) kas di bendahara pengeluaran;

3} kas di bendahara penenmaan;

4) kas di badan layanan umum dacrah (BLUDJ; dan

5) kas di BPBD (dana hibah masyarakat untuk korban gempa/
musibah lainnya.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investas
jangka pendek vang sangat likuid vang siap dicairkan menjadi kas
yang mempunyai masa jatuh tempo vang pendek, yaitu kurang dan
3 (tiga) bulan dari tanggal perolebannya, misalnya deposito dan
investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dan
3 (tiga) bulan,



H. PENGAKUAN
Terkait deng. pengakuan aset dalam Paragral 67 dan Paragral B8
PSAP U1, secara umum pengakuan aset dilakukan:
1. Pada saat polensi manfaal ckonomn masa depan diperoleh oleh
pemerintih daerah dun mempunyai nilal atau biaya yang dapat
thukur dengan andal.

2. Pada sanl diterima atau kepemilikannya dan/atau
kepenpuasaannya berpindah.

Atas dasar angka 1 diatas dapat dikatakan bahwa kas dan sctara kas
diakui pada sant kas dan setara kas ditenma dan/atau dikeluarkan/

dibayarkan.

. PENGUELURAN

Kas dan setara kas diukur dan dicatal sebesar nilai nominal. Nila
nominal artinyva disajikan sebesar nilai rupiahnya, Apabila terdapat kas
dulam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. (FSAP 01 Paragraf 69
dian IPSAP O1).

D, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Hal-has yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

|. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah
namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan kepihak
vang berkepentingan, seperti PPN/ PPh vang dipungut, tetapi belum
disetorkan ke kas Negara, luran Askes/Taspen/Taperum vang
belum disetorkan don lamn-luin.



HAB Vil
REBLIAKAN AKLUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Tujuan
a. tujuan kebijakan akuntansi piutang adalsh untuk mengatur
merlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang
Jianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan,
b. kebyakan ini mengatur .perlakuan akuntansi piutang
Pemerintah  Daerah  vang meliputi  definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup
a  kebijakan akuntansi ini diterspkan dalam penyajian seluruh
piutang dalam laporan keuvangan untuk tujusn umum yang
disusun dan disajikan dengan basis akrual,
b. kebijakan ini diterapkan untik entitas Pemerintah Daerah tidak
termasuk perusshaan daerah.,

3. Defiris

a. piutang adalah jumlah uvang wvang wajib dibavar kepada
pemerintah dacrah dan/atau hak pemenintah daerah yang dapat
dinilal dengan uang sebagai alabat pﬂ'jﬂﬂjiﬂ.ﬁfﬂ[ﬂu aleibat
lainnya berdasarkan persturan  perundang-undangan  ataw
akibeil lainnya yang sah;

b, penyisihan piutang tak tertapih adalah taksiran nilai piutang
vang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa
akan datang dan sescorang dan/atau korporasi dan/atau entitas
lzin;

c.  pentlman kualitas piutang uniuk penyisihan piutang tak tertagih
dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik
piutang dan diterapkan denpan inelakukan modifikasi rerentu
tergantung kondisi dan debiturnya;

d. klasif' .si piulang secara terincl diuraikan dalam Bagan Akun
Standar [BAS).

H. PENGAKLUAN

1. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan Kketika
timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonom
lainnya kepada entitas, yailu pads sast:

a. terdapat  sural  ketetapan/dokumen yang sah yang belum
dilunasi;

b. terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan
belum dilunas:.
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£,

10,

Penstiwa-penstiwa yang memimbulkan hak tagih, yaitu peristiva

yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan

pembenan fasilitas/jasa yang dhakul scbhagai piutang dan dicatat

sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

#. harus didukung dengan naskah peraniian yang menyatakan
hak dan kewdjiban secara jelas; dan

b. jumlah piutang dapat diukur;

Piutanyg Danu Bagi Husil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui
berdasarkan alokasi definitif yvang telah ditetapkan sesuai dengan
dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan vang berlaku
schesar hak daerah vang belum dibavaikan,

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yvang
ditetapkan sesual dengan dokumen penetapan vang sah menurut
ketentuan yang berlaku vang belum ditransfer dan merupakan hak

daerah

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim
pembayaran yang teiah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah
ditetapkan jumlal definitifnya scbesar jumlah  yang belum
ditransfer.

Piutang Dana Otononn Khusus (Owsus) diakus berdasarkan jumlah

yvang ditetapkan sesual denpgan dokumen penctapan yang sah
menurul  Feter cuan vang berlaku vang belum ditransfer dan

merupakan hak dacrah

Catatan:

Sehubungan Dana Otsus hanva diperuntukan kepada Pemprov
Papua, Fapua Barat dan NAD maka pengaturan kebijakannya
disesuaikan kondisi setempat.

Piutang transler lainnya diakui apabila;

a. dalam hal penyaluran tedak memerlukan persyaratan, apatnla
sampa: dengan  akhir tabun Pemermtah Pusat  belum
menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer
akan menjadi hak tagih atau piutang bag dacrah peneritna,

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya
tingkat penyelesaian pekerjuan tertentu, maka umbulnya hak
tapih pada sanl persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum
dilaksanakan pembavarannyva olch Pemenntah Pusat,

Piutang Bagi Hasil dan provins: dihitung berdasarkan hasil realisasi
pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi
pendapatan yang bersangkutan yvang menjadi hak/bagian daerah
penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihun transfer terjadi apabila dalam suvatu tahun
angparan ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum

dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan
dengan hak transfer penode berioutnya.
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| 1. Peristiwa vang menimbulkan hak ‘tagih berkaitan dengan TP/TGR,

harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K /SKTJM/
Dokumen yang dipersamakan, vang menunjukkan bahwa
penyelesalan stas TPYTGR dilakukan dengan cara damai (¢di Tuar
pengadilan], SK  Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang
dipersamakan merupakan suratl kelerangan tentang pengakuan
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab sescorang dan
bersedia mengganti  kerugian  tersebut. Apabila penyelesaian
TP/TGR tersebut dilaksanakan melala jalar pengadilan, pengakuan
piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah
diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAL,

2.

Pengukuran piutang pendapatan vang berasal dan  peraturan

perundang undangan, adalah sebagai berikout:

a. disapkan sebesar nilal vang belum dilunasi sampai dengan
tangeal  pelaporan dari seldap wagihan  yang ditetapkan
berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
atau

L. disajikan secbesar milar yang belum dilunas: sampal dengan

tanggal pelaporan dari setiap ragihan yang telah ditetapkan

rerutang oleh Pengadilan Pujak unmak Wajib Pajak (WP) yang
mengajukan banding, atau

dhsajikan sebesar nilal yang belum dilunasi sampal dengan

tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding

atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti

TUE.

z

Pengukuran piutang vang berasal dam perikatan, adalah sebagai

berikut:

a. pemberian pinjaman
Piutang pembenan pinjaman  dimilaz dengan  jumlah yang
dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/
jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal p::iapunm atas
barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman

digtur mengenai Ltﬁwlb&n bunga, denda, commitment fee dan
atau biaya-biava pinjaman lainnya, maka pada akhir periode

pelaporan harus dinkui adanya bunga, denda, commitment fee
dan/atau biaya lainnya pada periode beralan yang terutang
{belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;

b. penjualan
Piutang dari penjuslan diakui sebesar nilai =esual naskah
perjanjian penjualan yang terutang {belum dibayar) pada akhir
periode  pelapuran. Apabila dalam peranjian  dipersyaratkan
adanva potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat
sebesar nilai bersithnya;
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3.

¢. kemitraan

Piutang vang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang dipersyaratkan datam naskal perjanjian kemitraan,

d. pemberian fasilitas; jasu
Piutang yang timbul dialen berdazarkan fasilitas atau jasa vang
telah diberikan aleh pemenntah pada akhir periode pelaporan,
dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah
diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut;

w, dana bagi hasil disajikan scbesar nilal yang belum diterima
sampai dengan tanpgal pelaporan dart sctiap tagihan yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b, dana alokasi umum sebesar jumlah vang belum ditenma,
dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah
Pusat ke kabupalen;

¢. Jana ualokasi khusus, disajikan sebesar klaim yang telah
diverifikasi dan disetujui oleh Pemenntah Pusat.

Pengukuran piatang ganti rug berdasarkan pengakuan yang

dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo
dalam tahun berjalan dan vang akan ditagih dalam 12 (dua belas)
bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyclesalan yang
telah ditetapkan;

b. disajikan sebapal aset lainnya terhadap nilal yang akan dilunasi
di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran  Berikutnva  (Subsequent  Measurement) terhadap
Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal
tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian
plutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan
penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan
sefelah dikurang) prutang yvang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal
dengan dus  eara  yaitu:  penghapustagihan  (write-off] dan
penghapusbukuan fwrite down).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat dircalisasikan fnet
realizable value), vaitu selisih antara nilal nominal piutang dengan
penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 [empat) dengan
klasifikasi schagai berikut !

a. kualitas piutang lancar,

b. kualita. piutang kurang lancar;

c. kualitas piutang diragukan;

d, kualitas piutang macet.
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0.

Penggolongan Kualitas Plutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pajak vang terdin dan:

i

pajak dibavar sencin oleh waph pajak fzelf assessment), dan

b. pajak ditetapkan oleh Bupati (officicl assessment).

Penggolongan kRualitas Piutang Paak yang pemungutannya Dibayar
Serdiri oleh Wajib Pajak  (self assessment) dilakukan dengan
ketentuan:

£t

kualitas lancar, dengan kritena.

1) umur piutang kurang dari | {satu) tahun; dan/atau
2) wajib pajak menyerujui hasil pemeriksaan; dan/atau
3] wajib pajak kooperatil, dan/atau

4) wajib pajak likuid, dan/atauy

5) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

1) umur piutang 1 {satu) sampai dengan 2 (dua) tabun; dan/atau
1} wajb pajak kurang kooperatif dalam pemenksaan; dan/atan
3] wajib pajak menyetujun sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4) wajib pajak mengayjukan keberatan/banding.

kualitas diragukan, dengan Kriteria:

1] umur piutang 3 (tga) sampai dengan S (lima) tehun; dan /atau

2) wajib pajak tidak kooperatf dalamn pemeriksaan; dan/atau

) wapb pajak tdak menyetupn seluruh hasil pemernksaan;
dan/atau

4] wajib pajak mengalami kesulitan hkuiditas,

. kualitag macet, dengan Kriteria!

1) umur piviang diatas 5 (hma) tahun; dan fatau

2) wajib pajak tdak ditemukan; dan/atau

3) wajtb pajak bangkrut/meninggal dumia; dan/atau
4) wajib pajak mengalami musibah [force majeure),

Penggolongan kualitas piulang pajak  yang pemungutannya
ditetapkan ole.. Bupati fofficial assessment] dilakukan dengan
ketentuan

d.

kualitas lancar, dengan knlern:

1) wmur piutang kurang dari | [satu) tahun; dan/atau
A wajib pajak kooperatl; dan/atau

3) wajib pajak likuid; dan/atau

4) wajib pajak tidak mengujukan keberatan/banding,

kualitas kurang lancar, dengan knteria:

1) umur piutang | {satu) sampad dengan 2 [dua) tabun; dan /atau
2 wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau

3) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

kualitas diragukan, dengan kriteria:

1) umur piutang 3 (tga) sampai dengan 5 (lima] tahun; dan/atau
2} wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

3) wajib pajak mengalami kesulitan hikuiditas.
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d.

kualitas macel, dengan kriteria:

1] umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau

2) wajib pajak tidak ditermukan; dan/atau

3] wajib pajak bangkrut/meninggal dunia’ dan/atan
4) wajib pajak mengalami musibah (force majeure)

12 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek
Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karalteristilk sebagai berikut:

= H

b.

.

d.

kualitas lanecar, jika umur patang O sampai dengan 1 [satu)
bulan,

kualitas kurang lancar, jika umur piutang | [satu) sampai
dengan 3 [tiga] bulan;

kualitas diragukan, jika umur piutang 3 (tiga) sampai dengan
12 [dua belas) bulan;

kualitas macet, jika umur piutang lebih dar 12 (dua belas) bulan.

13, Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

il

b,

A

kualitas lancar, gpabila belum dilakuken pelunasan sampas
dengan tanggal jatuh tempo vang ditetapkan;

kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 [satu)
bulan ' rhitang sciak tangpsl Surai Tagihan Pertama tdak
dilakukan pelunasan;

kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 [satu] bulan
terlutung sejak tangpgal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan
pelunasan; dan

kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
lerhitung sejak tanggal Sural Tasihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan

14, Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih
T Lancar 0%
b Elrm;g Lancar 10 % |
= | Diragukan ¥ 0 %
| d | Macet 100 %

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TEETAGIH
I. Penvisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan scbesar:

il

kualitas lancar scbesar U%: (nol persen);

b. wualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari

piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan (jika adal;

kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilal barang sitaan (jika ada); dan

kualitns macet 100% [(seratus persen| dar putang dengan
kualitas mace! setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai

barang sitaan (jika ada).

Fir



3.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan

sebesar:

a. kualitas lancar sebesar 0% (nol persen);

b. kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari
piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilad
apunan atau mila barang sitaan (jika adaj;

c. kualitas diragukan sebesar o0% (hma pulub persen) darn piutang
dengan  kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunar tau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. kualitas macet 100% (scralus persen) dan piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada).

Penvisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain

Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0% (nol persen) dari Piutang dengan kualilas lancar,

b. 10% (sepuluh persen) dan Pustang dengan koalitas kurang
lancar setelah dikurang dengan nilal agunan atau nilai barang
sitasn (jika adu);

o 50% (lima pulub persen) darl Piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurang dengan nilad agunan atau nilai barang sitaan
(iika ada); dan

d. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet
setelah dikurangi dengan nilal agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada).

Penyisthan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru
dibebankan.
Pencatatan transaksi penyisiban Piutang dilakukan pada akhir
perade pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka
dihicung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan
kualitas piutangnya.
Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka
tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di
dalam ColLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka
dilakukan penambahan terhadap nilai penyvisihan piutang tidak
tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan
dalam neraca dengan saldo awal. Scbaliknya, apabila lualitas
piutang meningkat misalnya skibat restrukturisasi, maka dilakukan
pengurangan terhadap nilai penyisthan piutang udak tertagih
schesar selisih antara angka yang scharusnya disajikan dalam
neraca dengan saldo awal

. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

Pemberhentian penpgakuan atas piutang dilakukan berdasarkan
aifat dan benatuk vang ditempub dalam penyelesaian piutang
dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan
cara membayar tunai (pelunasan] atau melaksanakan sesuatu
sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengaluan piutang seiain pelunasan juga dikenal
dengan dua card penghapustagihan {write-off] dan
penghapushukuan (wrile down),
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3,

Penghapusbukuan ptang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi vang berlaku apar
nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable
wilte-riva.

Penghapusbukuan plutang tidak seecara otematis menghapus
kegiatan penagihan  piutang dan hanya  dimaksudkan berarti
pengalihan pencalatan dar tntrakomptabel menjadi
eksirakomptabel,

Penghapusbukuan plutang merupakan konsekuensi
penghapustagihan  piutang. Penghapusbukuan piutang  dibuar
berdasarkan berita acara atay keputusan pejabat yang berwenang
uniuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara
merupakan dokumen  vang  sah untuk  bukti  akuntansi

penghapusbukuan,
Krireria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikur:
a. penghapusbukuan harus member manfaat, yang lebih begar
daripada kerugian penghapusbukuan:
l) memberi gambaran obvekill rentang kemampuan keuangan
entitas akuntans: dan entitas pelaporan;
4) membern gambaran ekuitas lebih obyektf, tentang penurunan
ckuitas;
J) mengurang beban administras) akuntansi, untuk mencatat
hal-Hal vang tak mungkin terealisasi tagihannyva.

b perlu kajan yang mendalam tentang dampak hukum dan
penghapusbukuan pada neraca pemernintah daerah, apabila
periu, scbelum difinalisas: dan dwjukan kepada pengaminl
keputusan penghapusbukuan;

c. penghapusbukuan  berdasarkan  keputusan formal otoritas
lertinge vang berwenang menyvatakan hapus tagh perdata dan
atan  hapus buku (wrnte off) Pengambil keputusan
penghapushbukuan melakukan l-:eputumn realktif I:ﬂdi]k
bermisiatif), berdasar suatn system nominasi untuk dihapus
bukukan atas usulan berenjang vang bertugas melakukan
analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu puutang harus berdasarkan berbagai
kriteria, prosedur dan kebijakan vang menghasilkan keputusan
hapus tagih vang defensive hagi pemerintah secara hukum dan

eltonomik.

Penghapustagihan pintang dilaksanakan sesual dengan peraturan
perundang undangan yang berluku. Oleh karena itu, apabila upaya
penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang
sendiri gog~l m: ka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL
dan satusau kega vang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di
neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke
KPKNL, Apabila mekanisme penaghan melalui KPKNL  tidak
berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dan KPKENL,
dapat dilakukan penghapusiagihan. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahua 2004 tentang Perbendaharaan,
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4. Kewcnangan penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5 milyar oleh
Bupat, sedangkan kewenangan di atas Rp. 5 milyar oleh Bupati
dengan persetujuan DPRD;

.Kritria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya

adalah sebagai berikut:

i,

penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang
berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari
keterpurukan vang lebih dalam. Misalnya kredit UKM vang tidak

mampu membayar;

penghapustagihan sebapal suatu sikap menyejukkan, membuat
citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril
lebih luas menghadapl tugas masa depan;

penghapustagihan sebagai sikap berhenti  menagth,
menggambarkan situasi tak mungkin tertagih mehhat kondisi
pihak tertagih; '

penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang,
misalnyy penghapusan dends, tungeakan bunga dikapitalisasi
menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan peénurunan tarif
bunga kredit;

penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain pgagal
atau tidak mungkin  diterapkan. Misalnya, kredit macet
dikonversi menjadi  saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak
piutang], jaminan dilelang;

penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum
kepailitan, hukum indusin (misalnya industn keuangan dunia,
industrn  perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak,
melakukan  benchmarking kebyjakan/peraturan  write off di
negara lain;

penghapustegihan secara hukum sulit atau tdak mungkin
dibata. an, apahila telah diputuskan dan diberlakukan, kecual
cacat hukum. Penghapusbukuan (write down maupun write off)
masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab  misalnva
kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan
pejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan
kepada pihak lain dengan hairowt mungkinkan dicatat kembali
menjadi rekening aktil infrakomtabel;

F. PENGUNGEKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan sccara memadai. Informasi
mengenal akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupai

il

b.

kebijakan akuntansi  yang  digunzkan dalam  penilaian,
pengakuan dan pengukuran piutang;

rincian  jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahid
tingkat kolektibilitasnya;

penjelasan atas penyelesalan piutang,

jaminan atau sita jaminan jika ada,
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Tuntutan ganti g/ tuntutan . perbendaharaan juga harus
diungkapkan piutang yvang masih dalam proses penyelesaian, baik
melalui cara damai maupun pengadilan.

F'l:nghapuﬂhukuur: putang harus diu:rgkﬂpkﬂ_ﬂ secara culkup dalam
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatil, Informasi
vang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai
piutang, nomor dan tangeal keputusan penghapusan piutang, dasar
periimbangan  penghupusbukuan dan  penjelasan  lainnva vang
dianggap perlu

Terhadap kejadian adanya piutang yvang telah dihapus buku,
ternyata di kemudian hari diterima  pembayaran/ pelunasannya
maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada
periode yvang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan
pendapatan pajak atou melalur akun Penerimaan  Pembiayaan,
lergantung dar jems poubang,
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BAR VIl
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

. UMUM

1. Tujuan
Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu
disajikan dalam laporan keuangan,

2. Ruang Lingkup
a. kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediman yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan alantansi berbasis
akrual;
b, pernvataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/
pelaporan. Pemerintah  Dacrah, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tdak termusuk perusahaan daerah.

3. Definis:

a. persedisan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yvang dimaksudkap untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah  daerah den  barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual danfatau diserahkan dalam rangka
pelavanan kepada masvarakat,

h. persedinan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan
Akun Stancdar,

. PFENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat:

4. polensi manfuat ckonemi masa depan diperoleh pemerintah
daerah dan mempunyat nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal;

b. diterima atau hak kepemilikannya danfatau kepenguasaannya
berpindah.

2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan
berdasarkan hasil inventarisas: fisik.

. PENGUKURAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka
pengukuran persediazn pada saal periode penyusunan laporan
keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan
menggunakan harga perolechan ternkhir/harga pokok produks
terakhir/nilai wajar.

2. Persediaan disajikan sebesar:

a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi  harga  pembelian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.



Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurang
biaya perolchan;

hargas pokok produksi apabila dipemleh dengan memprodulksi
sendirt, Harga pokok  produlisi persediaan meliputi biaya
langsung vang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan
biava tidik langsung vang dialokasikan secara sistematis,

nilai wajar, apabila diperolch dengan cara lainnya sepert
donasi. Harga/nilal wajar persedisan meliputi nidar tukar aset
atau penyelesaian Kewajiban antar pihak yvang memahami dan
berkeinginan melankukan  transaksi  wajar  |(arm  length

trearsaction).

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Persediaan disajikan sebagal bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan:

|

2.

d.

persedinan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan
dalam pelayanan masyvarakat, barang atau perlengkapan yvang
digunakan dalam proses produksi, barang vang disimpan untuk

dijusl atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang
masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat; dan

jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau
LISENE.
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A, UM /M
25

BAD [X
REBIJAKAN AKUNTANSI] INVESTASI

Tujuinn
Tujuan kebyjakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang
changpap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

ks

kebijakan akuntans: imi diterapkan dalam penyajian seluruh
investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka
panjang dalam laporan keusngan untuk fujuan UmMUMm yang
disusun dan disajikan dengun basis akrual;

kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi
Pemernntah Daeral baik investasi jangka pendek maupun
investas: jangka panjang vang meliputi saat pengakuan,
klastfikasi, pengulkuran dan metode penilaian investasi, serta
pengungkapannya pada laporin keuangan.

Delinisi

i,

investasi adalah aset vang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaal ckonomi seperti bunpa, dividen dan royalti atau
manfaat sosial, schingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah  dalam  mangka pelavanan  kepada
masyar .at;

mmvestasi merupakan instrumen vang dapat digunakan oleh
pemernntah dacrah untuk memanfaatkan surplus anggaran
untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pamang dan
memanfaatkan dana yvang belum digunakan untuk investasi
jangka pendek dalam rangka manajemen kas;

investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka
pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek
merupakan kelompok aset lancar sedanghkan investasi jangka
panjang merupakan kelompok aset non lancar;

mvestas: jangka pendek adalah investasi yvang dapat segera

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua

belas) bulan atau kurang. lnvestasi jangka pendele memilika
karakteristik scbagai berikut:

1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga)
bulan sampai dengan 12 (dua betas) bulan;

2) ditujukan dalam rangika manajemen kas dimana pemerintah
daerah dapat menjual/ mencairkan investasi tersebutl jika
timbul kebutuhan kas;

5) investasi jangka pendek hiasanya berisiko rendah.



Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
dikategorikan sebagan investasi jungka pendek. Sedangkan
deposito  berjangka wakiu  kurang dari 3 (dga) bulan
dikategonkan scbaga Kas dan Setara Kas,

e, investas) jangka panjang adolah investas: yvang dimaksudkan
untuk dimiliki lebih dar 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka
panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi
dua yaitu:

1) investasi jangka panjang non permancn
invesias jangka panjang non permanctt merupakan investas
jangka panjang yvang dimaksudkan untuk dimiliki sccara
hdak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau
ditarik lkemnbalh;

A} imvestasi jangka panjang permanen

investasi jangka panjang permanen merupakan investas:
jangka panpng vang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan atau tanpa ada niat untuke diperualbelikan

atau ditarik kembali.

[. klasiikasi investas: sesual dengan Bagan Akun Standar.

. PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah
dalam bentuk mvestasi dan perubahan piutang menjadi investas: dapat
diakui sehagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut;

1.

Pemerintah  daerah kemungkinan akan mempercleh manfaat
ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan
dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji
tingkat kepastian mengalirnva manfaatl ckonomi dan manfaal sosial
atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukt-bukt yvang
tersedia pada saal pengakuan yang pertama kali.

MNilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
mernadai/andal (relable}, biasanyva didasarkan pada bukti transaks:
yang menyatakan/mengidentifikas: ava perolehannya. .Jika
transaksi tidak dapat dinkur berdasarkan bukti perolehannya,
penggunian estimasi yvang layak juga dapat dilakukan,

C. PENGURURAN DAN PENILAIAN

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktil yvang dapat
membentuk nilal pasarmya, maka nilai pasar dapat dipergunakan
sebagai dasar penerapan nilai wajar, Dan untuk investasi yang vang
tidak memiliki pasar aktif, maka dapat diperpunakan nilai nominal,
nilai tercatat atau nilai wajar lainnya



2 Penpukuran investasi  berdasurkan  jenis  investasinys, dapat

diursukan sebagar benkut:
a. penguks an invesias: jJangka pendek
|} investasi jangka péndek dalam bentuk surat berharga!

a) apabila terdapat nilai biayva perolchannya, maka mvestasi
jungka pendek divkur dan dicatat berdasarkan harga
transaks: nvestasi ditambah komisi perantara jual beli,
juse bank dan bisva lamnnya vang oimbul dalam rangka
perolehan tersebut;

bl apabila Udak terdapat nila bhaya perviehannya, maka
investasi jangka pendek divkur dan dicatat berdasarkan
nilai wiynsr invesiusi pada tanpggal perolehannya yaitu
sebegar barga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nia
wajar, muka investas: jangka pendek dicatat berdasarkan
nilai wajar aset lain vang diserahkan untuk memperoleh
investas: tersebut.

2] invesiasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur
dan dicatat scbesar nilal nominalnya.

b, pengukuran investas: jangka paijang:

1) inveatas: jangka panjang yang bersifat permanen dicatat
sebesar  biava  perolehannya, meliputi harga transaksi
mvestasi ditambah ava lain vang timbul dalam rangka
perolehan investasi berkenaan;

2] mvestasi jangka panjang non perinanern:

a) investasi janpka panjang non permanen dalam bentul
pembelinn obligasi janglka panjang yang dimaksudkan
tdak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur
schesar nilal perolehannyva;

bl investasi jangka panjang non o permanen  yang
chimakyudkan unuk peryehatan | penyelamatan
perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan
untuk penychatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih
yvang dapal dircalisasikan,

¢l investas jangks panjang non permanen dalam bentuk
penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan
pemerintah daerah (sepert provek PIR} diukur dan
dicatat schesr biaya pembangunan termasuk biaya yang
dikeluarkan untuk perencansan dan biaya lain yang
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang
dikeluarkan dalam rangka penvelesaian proyek sampai
proyek tersebut disershan ke pihak ketiga.

¢. dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran
aset pemernntah dacrah maka investasi diukur dan dicatat
sehesar harpa perolehannya, atau nilal wajar investasi lersebut
jika harga perolchannyy tidak ada;

d, harga perolehan investas) dalam valuta asing yang dibayarkan
dengan mata uang asing vang sama harus dinyatakan dalam
rupiah dengan mengpunakan nilal tukar (kurs tengah bank
sentral’  ang berlaku pada tanggal transaksi.
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Penilaian  investis pemenntuh  docrah dilakukan dengan  tiga
metode schagai berkut;

(LN

metode biava

Dengan menggunakan metode biava, investasi dinilan sebesar
huaya peralehan Hasil dar investasi tersebur diakuol sehesar
bagian hasil vang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya
investasi pada badan usaha/badan hukum yvang terkait;

metade skuitas

Dengan menggunakan metode ckuitas. investast pemerintah
daerah dinilad sebesar baya perolehan investas) awal ditambah
atau dikurangi bagian labs atau rug sebesar persentase
kepemilikan  pemerintah  daerah  setelah tanggal perolehan.
Bagian laba yang diterima pemnerintah daerah, tdak termasuk
dividen yang ditenma dalam bentux saham, akan mengurang:
nilai investasi pemerintah daerah.

Penvesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubab porsi kepemilikan  investasi pemenntah  daerah,
misalnya adanya perubahan vang timbul akibat pengaruh valuta
asing scria revaluasi asct tetap;

metode nilad bersih yang dapat direalisasikan

Metode milai bersih vang dapat direalisasikan digunakan
terutama untuk kepemilikan vang akan dilepas/dijual dalam
janglksa walkty debeat,

Dengan metode niliv bersih vang dapat direalisasikan, investasi
pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi
setelah dikurang dengan penyisihan atas investas: yang tidak
dapat diterima kembali.

Perhitungan atas mila bersih investasi vang dapat direalisasikan
dilakukan dengan mengelompokkan investasi  pemerintah
daerah vang bDelum diterima kembali sesual dengan penode
jatuh temponya (aging schedule].

Besarnya penyvisihan atas :nvestas: yvang Ldak dapal ditenima
kembali dilitung  berdasarkan  persentase penyisthan untuk
masing-masing kelompok sebapgal berikut:

: @ Per.ode Jatuh Tempo Pengembalian Persentase
el investasi Penyisihan
1 | Jawuh wempo pada periode 1 s.d 2 Tahun 0Q %
2 | Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun 10 %
3 |Jatuh rempok pada periode 3 5.d 4 50 %
Tahun B i | I—
4 | Jatuh tempo pada penode di atas 4 | 100 %
| Tahun — !

Penggunann  metode-metode  tersehint di atas  didasarkan pada
kriteria sebagai berikat:

A,

kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan
metode biaya;
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b. kepemilikan 20% [dua puluh persen) sampai 50% [lima puluh
persen), atau kepemilikan kurang darn 20% (dua puluh persen)
tetapi memiliki penparuh vang signifikan menpgunakan metode
ckuitas;

v. kepemilikan lebih dan 50% (lima pulub persen) menggunakan
metode eHUEas;

d. kepemilikan atas investasi jeangka panjang bersifal  non
permanen  menggunakan  metode  nilai bersih yang
direalisasikan.

Dalam kondisi terteniu, kriterin besarmya prosentase kepemilikan

3,
saham bukan merupakan faktor vang menentukan dalam pemilihan
metode penilaian investasi, tetaps vang lebth menentukan adalah
tngkar pengaruh (the degree of influencel atau pengendalian
terhadap perusshaan irvestee. Cin-ciri adanya pengaruh  atau
pengendalian pada perusabaan meestee, antara lain;

i kemampuan mempengaruhi komposis: dewan komisans;

b, kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direlesi;

¢, kemampuan untuk menetapkan den menggant dewan dircksi
perusahaan mueestes,

il kemampuan  untuk  mengendabikan  mayvoritas suara dalam
rapat / pertemuan dewan direls,

PENGUNGEAPAN

Penpgungkapan  inve tasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan
sekurang-kurar.nyva mengungkapkan hal-hal sebagal berikut;

1.
. jenis-jenis investasi, baik investas: permanen dan non permanen;

2
b 1

o,

kebijakan akuntans: untuk penentuan nilal investas:;

perubshan harga pasar baik nvestas! jangka pendek maupun
mvestas) jangka panjang,

penurunan  nilai  investagl  vany  signifikan  dalam  penyebab
penurtnan tersebut;

investas: yang dinilai dengan nilal wajar dan alasan penerapannya;
perubahan pos invesiasi.
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BAB X
KEBLJAKAN AKUNTANS] ASET TETAP

A, UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan  akuntansi untuk  aset  tetap mehput
pengakuan, penentuan nial  lercatal, serta penentuan  dan
perlakuan akuntans: atas peniaan kembali dan penurunan nilai

tercatat aset tetap

Ruang Ling' p

a. kebijakan akuntansi iy diterapkan dalam penyajian seluruh
aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujusn umum yang
disusun dan disgjikan demgun basis akrual. Kebijakan im
diterapkan untuk eniitas akuntansi dan entitas pelaporan
pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan dacrah;

b. kebijakan akuntansi i mengatur perlakuan akuntansi aset
lewap pemenniab dacrah yang mehput dehnisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian, penvajian dan pengungkapan aset tetap;

c. asct tetap tidak diterapkan untuk:
l} hutan dan sumber dayva alam vyang dapat diperbaharu
|regenerative natural resources);
2] kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral,
minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak
dapat diperbaharui (non- regenerative natural resources),

Hal ni berlaku untuk aset tetap vang digunakan untuk
mengembangkan atau memeliharn aktivitas atau aset yang lercakup
dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dan akiivitas dan

aset tersebut

B. DEFINISI

l.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyal masa manlaat
lehib dari 12 [dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
semerintah daerah atau dimarfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adaleh jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilal wajar umbalan lain yang dibenkan untuk memperclch
suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset
lerscbut dalam kondisi dan tempat yvang siap untuk diperpuanakan.

Misa manfaat adalah:

a. penode suatn aset diharapkan digunakan untuk  akbvitas
pemerintahan dan/aotau pelayanan publile; atau

. jumlah produks: atau unit serupa yang diharapkan diperolch
dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan
publik.
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11.

12

16,

Nilai sisa adalah jurnlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada
akhir masa manfoat suatu aset setelah dilkburangi taksiran biava
pelepasan.

Nilai tercaiat adalah nilan buko aset tetap, yang dihitung dari biaya
peralehan  suatu  asst  tetap setelah  dikurangl  akumilasi
penyusutan.

Nilat wajar adalah nilai tukar aset tetap atau  penyelesman
kewasjibun antara pihak yvang memabami dan berkeinginan untuk
melakukan transaks: wajar

Penyusutan adalah alekasi yang sistematis atas nilai suatu aset
letap vang dapat disusutkan [Depreciable Assets) selama masa
manfaal asct tetap vang bersanglkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset letap yvang sedang
dalam proses pembangunan.

Kontrak konstreks: adalah perikatan yang dilakukan secara khusus
untuk konstruksi suati aser arau suatu  kombinasi | vang
berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal
runcangan, tcknolog dan fungs: atau tujuan atau penggunaan
LILELMIA,

Kont-aktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk
membangun aset atau membenkan jasa konstruksi untuk
kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan
dalam Kentrak Konstruksi.

Jang muka kerja adalah jumlah yang ditenma oleh kontrakior
sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemhben kerja
sebapgal penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai
kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas vang mengadakan konirak konstruksi
dengan pihak ketga untuk membangun atay memberikan jasa
konstruksi.

Retensi adalah jumiah termin (progress billing) vang belum dibayvar
hingga pemenuhan kondisi vang ditentukan dalam kontrak untuk
pcmbayaran jumlah terscbut

.Termin  (progressbilling adwah  jumiabh  yang ditagih  untuk

pekenaan vang dilalkukan dalam suatu kontrak baik wvang telah
dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pember kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operas: entitas. Klasihkasi aset tetap
adalah sebagal berikut:

temakh;

peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan;

jalan, irgasi, dan janngan;

aset tetap lainnva;

konstruksi drlam pengeraan,

=N ot

.Tanah vang dikelompokkan scbagai asct tetap ialah tanah yvang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
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2

Cedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
vang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan  don  mesin mencakup mesin-mesin  dan  kendaraan
bermotor, alat elektonik, inventaris kontor dan peralatan lainnya
vang nilainva signilikan dan masa manfastnya letnh dan 12 [dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

cdalan, mgasi, dan jarngan menoakup jalﬂi‘h 'tl.-ig-ﬂﬁii. dari jﬂl‘iﬂgﬂ.ﬂ

yvang dibangun oleh pemerintah seria dimilika dan/atau dikuasai
sleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Ascl  letap  lwnnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokian ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakan.

konstruksi dalam pengernasan mencakup aset tetap yang scdang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan
belum selesar scluruhnya.

oAset tetap yvang tidak digunakan untuk  keperluan operasional

pemerintah tidak memenubl defung aset letap dan harus disajikan
di pos asel lainnva sesuai dengan milal tercatatnys

PENGAKUAN ASET TETAP

Pada umumnya aset tetap diaku pada saat manfaat ekonomi masa

depan dapat diperoleh dan pilainva dapat dinkoar dengan handal.

Untuk dapat dimkui sebaga asel tetap harus dipenuhi Keitena

sebagai berikut:

a.  berwujud;

L. mempunyal masa manlaal letnh dan 12 [dua belas) bulan;

e bava perolehan aset dupat divkur secura andal;

d. fticddak dimaksudkan untuk dyjual dalam operasi normal entitas;
dan

. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

I milal rupizah pembelian barang matenal atan pengeluaran untuk
pembelica barang lersebut  memenuhl batasan  minimal
kapitalisasi aset letap vang lelah ditétapkan,

Namun demikian, denpgan periimbangan iaya dan manfaat sercta
kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruks: dilakukan
pada saat realisasi belanga modal.

Dalam menentuken apakah suatu asel tetap mempunyal manlaat
lebih dari 12 [dua belas) bulan, suatu entitas haras menilai manfaat
ekonomi masa depan vang dapat diberiksn oleh aset tetap tersebuat,
baik langsung maupun tidak langsung, bagl kegiatan operasional
pemerntah. Manfual tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau
penghematan  belanja bagi pemerintah. Manfaat chonomi masa
depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas
terscbut akan menerima manflaat dan menerima risiko terkait.
Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaal dan nsiko telah
diterima entitas tersebut, Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset
tidak dapat diaku.
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Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan
oleh pemerninh dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan
bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila asel tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.

Saatl pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukt
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukd
kepemnilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap
belum didukung dengun bukti secaran hulum dikarenakan masih
adanya suaru proses administrasi yang diharuskan, scperti
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli
[akta) dan sertifikat kepemilikannva di instansi berwenang, maka
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa
penguasaan atas asel tetap tersebut telah berpindah, misalnya
lelah terjadi pembayaran dan penpunsaan atas sertiikat tanah atas
nama pemilik sebelurmnya.

D. BATASAN JUMLAH BIAYA KAPITALISASI (CAPITALIZATION TRESHOLLD)
PEROLEHAN AWAL ASET TETAP.

53

P

Nilai Satua- JMdimmum Kapitalisasi Aser Tetap adalah pengeluaran
pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah
perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisas) asel letap atas perolehan aset

ictap berupa peralatan dan mesin dan asct tetap lainnya adalah nilai

per unitnya sebagai berikut:

a, peralatan dan mesim sebesar Rp. 2.000.000,- [dua juta rupiah)
keatas;

h. aset tetap lainnya seperti harang bercorak budaya/kesenian,
hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset
tetap lainnya sebesar Kp. 1 .- [satu rupiah) keatas.

Nilai satuan minimum kapitalisus, asel leétap alas perolehan aset
tetap konstruks: sebesar Rp. 25.000.000,- [dua puluh lima juta
rupiah) keatas:

E PENGUKLRAN ASET TETAP

)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolchan tdak memungkinkan
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat

perolehan.

Untuk tujuan pernyatasn ini, penggunaan nilai wajar pada saal
(erolehan untuk kondisi pada Paragral 36 bukan merupakan suatu
proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan
biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud banya
diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya,
bukan pada saat perolehan awal.
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Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transalksi
pertukaran  dengan buktt  pembelian  aset  tetap yang
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
dikonstruksi /dibangun sendiri, suatu pengukuran vang dapat
diandalkan atas biaya dapat diperoleh dam transaksi pihak
cksternal dengan entitas tersebut untuk peralehan bahan baku,
tenaga kerja dan biaya lain vang digunakan dalam proses
kanatruks:.

Biaya perolehan aset tetap yvang dibangun dengan cara swakelola
meliputi bic . langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrnik, sewa peralatan dan semua biaya
lainnya vang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.

Untuk keperluan penyvusunan neraca awal suatu enfitas, baya
perclehan aset tetap vang digunakan adalah nilai wajar pada saat

neraca awal tersebut disusun, Untuk periode selanjutnya setelah
tangeal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu enntas

menggunakan baya perolehan atau harga wojar bia bava
perolehan tidak ada.

KOMPONEN BIAYA

Biaya perolehan suatu aset tetap terdin dan harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan seccara langsung dalam membawa aset tersebul ke
kondisi yang membuat aser tersebut dapat bekerja untuk

penggunean vang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
biaya perencanaan;

bis.ya lelang;

biaya peraiapan tempat;

biaya pengiriman awal (initialdelivery) dan biaya simpan dan
bongkar muat (hundlingcost);

i . biaya pemasangan (insfalationcost),

. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

£. biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali scbesar biaya perclehannya. Biaya
perolechan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan
tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga
meliputi nilal bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibell
terscbut  jika bangunan tua fersebut  dimaksudkan untuk
dimusnahkan,

Biaya perolchan peralatan dan mesin | menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan
mesin lersebul sampai siap pakai. Bisya ini antara lain meliputi
harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
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4, Biava perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh
bnava yang dikehuarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan
sampai siap pakai. Biaya ini antara lan meliputi harga pembelian
atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan
pajak.

Biaya perolchan jalan, janngan dan instalasi menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan
dan instalasi sampa siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan
atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai
jalan, jarngan dan instalasi tersebur siap pakai

. Biaya perolehan aset tetap lninnya menggambarkan seluruh biaya
vang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap

7. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merpakan suatu
komponen biaya aseét tetap sepanjang biaya tersebut tidale dapat
diatribusikan secara langsung pada biayva perolehan aset tetap atau
membawa asel kekondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi
dan umum tersebul dapat diatribusikan pada perolehannyva maka
merupakan bagian dan perolehan aset tetap.

8. Atnbusi biava umum dan administrasi vang terkait langsung

jengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang
sejenis dalam hal pengadaan lebih dan satu aset dilakukan secam
proporsional dengan nilai aset atau dengan membebankan kepada
asel lertentu vang paling material

Catatan: Silahkan dipilib sesuai dengan kebutuhan.

4. Biaya perolehan suatu asct yang dibangun dengan cara swakelola
ditentukan mengrunakan prinsip vang sama sepertl aset yvang dibelr.

10, Setiap potongan dapgang dan rabat dikurangkan dari harga
pembelian.

e

. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui scbagai
suatu aset dan dikelompokkan sebagal asel etap, pada awalnya harus
diukur berdasarkan biava perolehan,

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan  perbandingan nilai wajar  masing-masing asct yang
bersangkutan.

ASET TETAP DICUN/S KAN BERSAMA

|. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi,
pengakuan aset tetap bersanghutan dilakukan /dicatat oleh Entitas
Akuntansi vang melakukan pengelolaan  (perawalan dan
pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan
surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku  Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan

pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

J. ASET PERJANJIAN KERJASAMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS
LUMUM

.

Pengakuan asct ictap akibut dan peganjian kerga sama dengan
pthak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas uwmum
{fasos/fasum), pengakuan aset (etap dilakukan setelah adanya
Feerita Acara Serah Terima [BAST) atau diakui pada saat
penguasannnya berpindah

Aset tetap yang diperoleh dan penyerahan f{asos fasum dinilag
berdasarkan nilai nominal vang tercantum Berita Acara Serah
Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nommal dalam BAST,
makafaseos fasum dimla berdasarkan nilai waar pada saat aset

tetap fasos [asum diperuleh,.

K. PERTUKARAN ASET (EXCHANGE OF ASSETS)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau
pertukaran sebagian aset tetap yvang tidak serupa atau aset lainnya.
Biaya dan pos semacam ilu diukur berdasarkan nilaz wajar aset
vang diperoleh, vaitu nilai ekuivalen atas nilar tercatat aset yvang
dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setarn
kas yang ditransfer/diserahknan.

Suatu asel tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu asct tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepermilikan aset vang scrupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaks i Biayva aset vang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatat (carmying amount) atas aset yang dilepas,

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
adanya sus® . pengurangan |imparrment} nilal atas aset vang dilepas.
Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-
bukukan (written dowr) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan
(written down) tersebut merupakan nilai aset vang diterima. Contoh
dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran
bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila
terdapat aset lainnyva dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos vang dipertukarkan tidak mempunyai
nilal yang sama,

L. ASET DONASI

L.

Aset tetap vang dipercleh dam sumbangan [donasi) harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolchan.

Sumbangan aset tetap  didefinisikan  sebagal  transfer tanpa
persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan
non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk
digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan
apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila
dicukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum,
seperti adanva akta hibah.
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3. Tdak termasuk asct donasi, apabila penverahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah
daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset
tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya
kepada pemerintah daerah telah diangpap selesai. Perolehan aset
tetap tersebut harss diperiakukan seperti perolehan aset tetap
dengan pertukaran.

4. Apahila perolehan uset tetup memenuhi kriteria perolehan aset
donasi, maka perolehan tersebut diakul sebagai pendapatan
operasional

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES

1. Penpgecluaran setclah  perolehan  aswal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi dimasa yvang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan
mutu  produks:, penaunbaban  fungs: atau  peningkatan  standar
kinerja yang nilainya sebesar nilai satunn minimum kapitalisasi aset
tetap atau lek’h, harus ditambahkan pada milal  tercatat
(dikapitalisa.i| aset yvang bersangkutan.

2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat
atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk
peningkatan kapasilas/volume, peningkalan elisiens:, perangkatan
mutu  produksi, atau  peningkatan  standar  kinena  adalah
pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan Vang merupakan
pemeliharaan  ruting berkala/terjadwal  atau yang dimaksudkan
hanya untuk mempertabankan asel tetap tersebut agar berfungsi
baik/normal atauw hanva unuk sckedar memperindah  atau
mempercantik suatu aset tetap

3. Nilai satuan mimnmum kapitalisas) aset tetap untuk pengeluaran
setelah perolehan vang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. pemeliharaan konstruksi meliput gedung dan bangunan, jalan,
irigasi, jaringan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) keatas:

b. pemeliharaan peralatan dan mesin tdak dilakukan kapitalisasi.

PENGUKURAN BERIKLITNYA ( SLUBSEQUENT MEASUREMENT)
TERHADAP PENGAKUAN AWAL

Aset tetrp disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurang: akumulasi penyvusutan. Apabila tegadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembal, maka aset tetap akan disajkan
dengan penyesualan pada masing-masing akun aset tetap.

0. PENYUSUTAN

1. Metode penvusutan vang dipergunakan adalah Metode garis lurus
(straight line method).

2. Nilmi penyusutan untuk masing-masing periode diakul scbagal
beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap sebagai pengurang nilai aset etap.
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3.

Masa manfaat untuk menghitung wnf penyusutan untuk masing-
masing kelompok aset tetap dijelaskan tersendiri pada Lampiran I
vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, vaitu tanah, konstruksi dalam
pengerjaan, buku-buku perpustakizan, hewan ternak dan tanaman.

Asel Tetap vang dircklasifikasikan sebapgai Aset Lainnva dalam
neraca berug.a Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle
disusutkan sebagaimana lavaknya Aset Tetap.

Penyvusutan tidak dilakukan terhadap Asetr Tetap vyang

direkiasifikasikan sebagni Aset Lainnya berupa:

a. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dolkkumen
sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusannya; dan

b. aset tetap dalam kondist rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Sarang untuk dilakukan
penghapusan.

Penyusutan aset telap selain vang dikecualikan scbagaimana pada

poin 4 dilakukan pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.

PENILAIAN KEMBALL ASET TETAP [REVALUATION)

1,

| o}

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan
karena kebjjakan akhuntansi pemennian daerah menganui penilaian
asel  berdasarkan  aya  perolehan  ataun  harga  pertukaran,
Penyvimpangan dan keteatuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah vang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenas
penyimpangan dan konsep biaya perclehan didalarmn penyajian aset
tetap serta pengaruh penyimpangan lersebut terhadap gambaran
keuangan suatu entitas. Selisith antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

. PENSHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika
cilepaskan atau bila aset secara permancn dihentikan penggunaannya
dan dianggap tidak memiliki manfaat skonomi/sosial signifikan dimasa
vang akan datang setelah ada Keputusan dari Bupati dan/atau dengan
nersetujuan DPRD.

. PENGUNGKAPAN ASET TETAF

1.

Laporan keusngan harus mengungkapkan untuk masing-masing

jenis asct tetap sebagail berikut

a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat |carrying amount);

b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
1] penambahan;

2] pelepasan; L
3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

4) mutasi aset tetap lainnya.
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c. Inlormasi penyusutan, meliputi:
1) mila penyusutan;
4] metode penyusutan yvang digunakan;
3] masa manfaat atau terif penyusutan yang digunakan;
4) nilar tercatal bruto dan skumulési penyusutan pada awal
dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkaphkan:

a. eksistens: dan batusan hak milik atas aset tetap,

L. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yvang berkaitan dengan
aget tetap;

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

d. jumlah komitmen untuk akuisist aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal

berikut harus diungkapkan:

A. dasar peraturan untuk menilal kembali aset tetap;

b. tanggal efektif penilaian kembali;

e jika ada, nama penilai independen;

i.. hakikal setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan
biaya pengganil; dan

e. nilal tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset berscjaran tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan
secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lam
nama, jeris, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

9. ARUNTANS] KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

L.

kKonstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum
selesai  dibangun  seluruhnya, Konstruksi dalam  pengerjaan
mencakup peralatan dan mesin, pedung dan banpunan, jalan,
rigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perclehannya
dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode wakiu
tertentu dan belum selesai. Perolehan melalul kontrak konstruksi
pada umumnya memerlukan suatu penode waktu tertentu. Penode

waktu perolehan tersebut bisa lebih dar satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapal dilakukan dengan membangun sendin
[swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

T. KONTRAK KONSTRUKSI

1.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset

yang berhu. angan erat atau saling iergantung satu sama lain dalam

hal rancangan, teknologl, fungsi alau tujuan dan penggunaan

utama,

Kontrak konstruksi dapat melipuf:

a. kontrak untuk perolchan jasa vang berhubungan langsung
dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

b. kontrak unmk perolehan atau konstruksi aset;
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¢. kontrak untuk pervlehan jasa vang berhubungan langsung
pengawasan konstruksi aset yang meliputi  manajemen
konstruksi dan value engmeering;

d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi
lingkungan.

U. PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

L

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah
untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,
adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu

komponen kontrak konstruks: tunggal yvang dapat diidentifikas
secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara
bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau

kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup scjumlah aset, konstruks:
dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi vang
terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor
serta pemberi kerja dapat menenma atau menolak bagian
kontrak wyang berhubungan dengan masing-masing asei
tersebuit;

c. biaya masing-.nasing aset dapat dudentufikastkan.

Suatu kontrak dapat bernisi klausul yang memungkinkan konstruksi

asel tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah

schingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam
kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu
kontrak konstruks: terpisah jika:

4. asel tm.bahan tersebut berbeds secara signifikan dalam
rancangan, teknologi atau lungsi dengan asel yang tercakup
dalam kontrak semula; atau

b. harga ascl tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan
harga kontrak semula.

V PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Suatu benda berwujud harus diskun sebagar Konstruksi dalam

Pengeraan pada saal penyusunan laporan keuangan jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaal ckonomi masa yang akan
datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan

b. biaya perolchan tersebut dapat diukur secara andal, dan

¢. aset terscbut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang
dimaksudkan digunakan wuntuk opcrasional pemenntah daerah
atau dimanfaatkan oleh masyerakat dalam jangka panjang dan oleh
karenanva diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan
sudah diserah rerimakan akan dircklasifikasi menjadi aset tetap

sesuri dengan kelompok asetnya.
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W. PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1.
d.

Iﬂ‘l

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatal dengan biaya perolehan.

Nilai konstruks: vang dikerjakan secara swakelola antara lain:

a. biaya vang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

b. baya vang dapat diatnibusikan padakepiatan pada umumnya
dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan

. Mava Ilninyang =secara khusus  dibayvarkan  sehubungan
konstruksi yang bersanghkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan

konatrukst antara lain meliputi:

a. baya pekenja lapangan termasuk penyelia;

b. biaya bahan vang digunakan dalam konstruksi;

c. biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dan dan
ketempat lokasi pekerjaan;

d. biaya p. yewaaan sarana dan prasarana;

e. biaya rancangan dan banmian leknis yang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi, seperti biava konsultan
perencana.

Biaya-biaya vang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

8. ASUransi;

b. biaya rancangan dan bantuan tckris yang secara tidak langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;

c. biaya-biaya lain vang dapat didentifikasikan untuk kegatan
konstruksi vang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai kenstruks: vang dikerjakan oleh kontraktor melahn kontrak

konstrukst meliputs:

a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. kewajiban vang masih harus dibayar kepada kontraktor
bernubungan dengan pekejaan vang telah ditenma tetapi belum
dibayar pada tanggal pelaporan;

¢, pembayaran klaim  kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Jika construksi diblavas dan pinjaman maka biaya pinjaman yang

timbul selama masa konstruks: dikapitalisasi dan menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat didentifikasikan dan
ditetapkan secara andal.

liiaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang

timbul sehubungan dengan pinjaman yvang digunakan wuntuk

membiayai konstruksi,

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi

jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang

bersangkutarn.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset

yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode

vang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi
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dengan metode rala-rata terbmbang atas total pengeluaran biaya
konstruksi.

Apabila keet tan pembangunan konstruksi: dihentikan sementars
tidak disebackan eleh hal-hal vang bersifat forcemamure maka biava
pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
pembanpgunan konstruks: dikapitalisasi.

. Kontrak konstruksi vang mencakup beberapa jenis pekerjaan vang

penyelesaiannya jatuh pada waktu vang berbeda-beda, maka jenis
pekerjaan yang sudah sclesar tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
Biaya pinjaman hanya dikapitalisiasi untuk jenis pekerjaan yang
masih dalam proses pengerjaan,

 Realisasl atas pekeruan  jasa konsultansi  perencanaan  yang

pelaksanaan  kKonstruksinya  akan  dilaksanakan  pada  tabun
selanjutnya sepanjang sudah terdapar kepastian akan pelaksansan
konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan,

PENGUNGKAPAN KUONSTRUKS] DALAM PENGERJAAN

Sualu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi
Dalam Pengenaan pada akhir periode akuntansi:

1.

s W

rincian kontrak konstruksi dalam pengenaan benkut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
jumlah hiayva vang telah dikeluarkan;

uang muka kerja yvang diberikan; dan

relensi.



A UMUM
L.

BAD Xl
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DANA CADANGAN

Tujuan

Kebijakan akuntans: dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi
atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengulkuran,
penyr~jian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan
Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

s

b,

i,

kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang
cisusun dan disajikan dengan mengpunakan akuntansi berbasis
akrual;

pernyataan kebgjakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/
pelaporan  Pemeriniah  Dacrah, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

. Definisi

dana cadangan adalah dana vang disisthkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatil besar yang tdak

dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibulkukan dalam rekening tersendin atas nama
dana cadangan pemerintah daerah vang dikelola oleh Bendahera
Umum Daerah (BRUD);

pengelolaan dana cadangan adalah penempatan dana cadangan
sebelum  digunakan sesual dengan  peruntukannya, dalam
portofolio vang memberikan hasil tetap dengan nsiko rendah.
Partofolic tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank
Indonesia (SBl), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Sural
Utang Negara (SUN) dan surai berharga lainnya yang dijamin
pemerintah;

pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran pembiayaan
dalam rongk. mengisi dana cadangan. Pembentukan dana
cadangau berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk dana
cadangan;

pencairan dana cadangan adalah penerimaan peminayaan yang
berasal dar penggunaan dana cadangan untuk membiayai
belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan alun
dana cadangan, vang kemungkinan dalam bentuk deposito,

menjadi  beniuk  kas  yang  dapat  dipergunakan  untuk
pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan;

dana cadangan dikiasifikasikan berdasarkan hujuan
peruntukkannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar
induk atau gedung vlahrags,



H. PENGAKUAN

['embentukan dan peruntukan suatu dana cadangan harus
didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana
cadangan tersebut, sehingpa dana cadangan tidak dapart dipunakan
untuk peruntulan yvang lain.

Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana
cadangan.

Pencairan dana cadangan menpgurangl dana cadangan yang
bersangkutan.

Pencairan dana cadangan diakul pada saat terbit dokumen
pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang
dikcluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persctujuan PPED.

Hasil-hasil yang diperoleh dan pengelolaan dana cadangan i
pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

C. PENGUKURAN

1.

Dana cadangan diukur sesum dengan milai nominal dan Kas yang
diklasifikasikan ke dana cadangan.

Hasil-hasil vang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diulkur
sebesar nilai nominal yang diterima.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Dana Cada, san disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non
lancar

Dana Cadangan disapkan dengan mila Rupah.
Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu

peruntukan maka Dana Cadangan dinner menurut  fojuan

L

pembentukannya. ]

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CalLK), sekurang-kurangnva meliputi hal-hal sebaga

berikut:

a. peraturan daerah pembentukan dana cadangan;

h. mujuan pembentukan dana cadangan;

c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dan dana cadangan;

d. besaran dan nncian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

¢, sumber dana cadangan; dan

f. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

Hasil pengelolaan Dans Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang
Sah sebagai Pendapatan LO.

Penciiran dena cadangan disajikan dalam LRA scbagal penenimaan
pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA
sebapai Pengeluaran pembiayaan.



Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam
kelompok arus masuk kas dan aktuvitas investas:.

Pembentukan dana cadangan disajikan Jdi Laporan Arus Kas dalam
kelompok arus kas keluar dard aktivitas investasi,



A, UMUM
L.

BAB Xl
KEBIJAKAN AKUNTANSI
ASET LAINNYA

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas
aset |lamnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan
penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan
pemerintah daerah

Ruang Lingkup

.

kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnyva dalam
rangka penyusunan laporan neraca;

b. pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/
pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak
termasuk perusahaan daerah.

. Defin‘si

a. aset Lainnoya merupakan aset pemenntah daerah yang tdak
dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka
panjang, asct tetap dan dana cadangan;

F. termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

1} tagihan piutang penjualan angsuran;

2] tamhan tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian daerah;
3) kemitraan dengan pihak ketiga;

4) aset udak berwujpud;

9] aset lain-lain.

¢. tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari  penjualan aset pemerintah  daerah  secara
angsuran kepada pegawan pemerintah daerah. Contoh tagihan
penualan angsuran antara fain adalah penjualan nimah dinas
dan penjualan kendaraan dinas;

d. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang

dilakukan terhadap bendabsusn dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda
schagai akibat langsung ataupun tidak langsung dan suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya;

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) menipakan suatu proses yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntul penggantian atas suatu Kerugian yang
diderita oleh Pemda sebagal akibat langsung ataupun tdak
langsung dan  suatu pr:rhuatun melanggar hukum yang
dilakukan oleh pegawai tersebut atan  kelalaian  dalam

pelaksa. .an tagas kewajibannya;



[Tl.

Il.

kemitraan adalah perjanpan antars dua pihak atau lebih yang
mempunyal koemitmen uniuk melaksanakan kegiatan vang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimilila;

bentule kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
1) Bangun, Kelola, Scrah (BKS);
4] Bangun, Serah, Kelola |[BSK).

Bingun, Kelola, Scrah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama
berupa pemanfaatan asel pemerintah daerah oleh pihak ketiga/
mvestor, dengan cara pihak kKetiga/mvestor tersebut mendinkan
bangunan dan/atau sarana lain benkut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk
kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana
lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah
berakhirnya jangka waktu yvang disepakati (masa konsesi);

pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/
investor kepada pemerintah dacrah sebagai pemilik aset,
biasanva tidak disertai dengan pembayaran aleh pemernntah
daerah. Kalaupun disertai pembayaran cleh pemerintah daerah,
pembayaran  tersebut dalam  jumlah yvang sangat rendah.
Penyerahan dan pembayaran asel BKB i haras diatur dalam
perjanjian/ kontrak kerjasama;

Bangun, Serah, kelola [BSK) adalah pemanfaatan  aset
pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara
prhak kebga/investor terscbut mendirikan bangunan danfatau
aarana jain benkutl (asithiasnva kemudian menyverahkan aset
yvang dibangun tersebut kepada pemenntah daerah untuk
dikelola sesual dengan tujuan pembangunan aset tersebut;

aset tidak beiwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak
dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud hsik serta
dimiliks untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa
atau digunakan untuk tujuan lkinnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual, Contoh aset tidak berwujud adalah hak
paten, hak opta, hak merek, serta biaya nset dan
pengemb agaa. Aset tidak berwujud dapat dipernleh melaln
pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah
dacrah;

pos aset lamn-lain digunakan uniuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan
Angsuran, Tuntutan Perbendabaraan, Tuntutan Ganti Rugi,
Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud;

termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan
dar penggunaan aktif pemenntah dacrah karena hilang atau
rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lag tetapi belum
dihapuskan atau aset tetap vang dipinjam pakail kepada umt
pemermtah yang luin atau aset vang telah diserahkan ke pihak
lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau

dokumen scjonisnys;

aset  lminnya diklasifikasikan  lebih  lamut  sebagaimana
tercantum pada Bagan Akun Standar.
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B. PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

a, potensi manfaal ekonomi masa depan diperoleh oleh pemenniah
daerah dan mempunyal nilai atau biaya vang dapat diukur
dengan andal.

b, ditenma atau kepemilikannya dan/atau  kepenguasaannya
berpindah.

Aset lainnya vang diperaleh melalus pengeluaran kas maupun tanpa
pengeluaran kas dapat diakul pada saat terjadinya transaksi
berdasarkan dokumen perolehan yarg sah sesuai dengan ketentuan
vang berlaku,

Asel leannva vang berkurang melalul penernimasn kas maupun
tanpa penerimaan kas, diaku pada saat terjadinya transaksi
berdasarkan dokumen vang sah sesuai dengan ketentuan yang

bBerlaku,

- PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tagthan penjualan angsuran dinila sebesar nilai nominal dan
kontrak /benta acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi =~ gan angsuran vang telah dibayarkan oleh pegawai ke
kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagthan penjualan
ATESLICAn,

Tuntutan Perbendaharaan dinilay sebesar nilar nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang
telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum

dacsrah

Tuntutan Ganti Rugt dinilai sebeser nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurang
dengan sctoran yang lelah  dilakukan  oleh  pegawai  yang
bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Kelola, Serah (BKSH) dicatat sebesar mnilai asel yang
diserahkan oleh pemenntah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun asct BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS mi
disajikan terpisah dan Aset Tetap.

Aset Bangun Kelola Serah vang harus disusutkan tetap disusutkan
sesual dengan metode penyvusutan vang digunakan.

Penverahan /pengembalian asel BKS oleh pihak keuﬁfmvestnr
kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai

herikut:

a) untuk aset yang berasal dan pemerintah daerah dinilai sebesar
nilai tercatat yang diserahkan pada saalt aset tersebut
dikerjasamakan dan disajikan kembal sebagai aset tetap,

4) untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga
wajar pada saal perolehan/ penyerahan.
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7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, vaitu harga
yvang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatn Aset Tak
Bervwyud hingea siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud
tersebut mempunyal manfaat ckonomi yang diharapkan dimasa
datang atau jasa poterisial yang melekat pada aset tersebut akan
mengalir masuk kedalam entitas tersebuat,

. Asetl Tidak Beraujud dhisajikan ¢ neraca berdasarkan mlai bruto
setelah dikurangl amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan
dengan metode garis lurus sesual dengan masa manfaat Aset Tidak
Berwujud varg bt reanglkutan.

9. Aset lain-lain disgjikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

0. PENGUNGEKAPAN
Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagal berikut:
. nncian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3 kebyakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga [sewa, KSP,
BOT dan BTO); dan :
4. informasi lainnya yang penting.
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UMUM

1

BAB XIll
KEBIJAKAN AKUNTANSI
KEWAJIBAN

Tujuan

Tujuan Pernvatazn Standar i adalah mengatur perlakuan
akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai
tercatat dan biaya pinjaman yvang dibebankan terhadap kewajiban

lersebut.

Fuang Lingkup

e

kebijakon akuntansi ini ditcrapkan untuk seluruh entitas

pemerintah darrah yvang menyajikan laporan keuangan untuk

miuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinyva,
lesmasuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan yvang diperlukan.

kebijakan akuntansi ini mengatur:

1} akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang vang ditimbulkan dan
utang dalam negen dan utang luar neger,

2} perlabuan akuntansi uniuk biaya yang timbul dari utang
pemerintah.

Defirmisi

.

kewajiban adalah utang yvang timbul dari peristiwa masa lalu
vang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ckonom pemenntah daerdh;

b. debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur;

kreditur adalah pihak vang memberikuan utang kepada debitur,
kewajiban jangka panjang adalah kewapiban yang diharapkan

- dibayar dalam waktu lebth dan 12 [dua belas}) bulan sctelah

tanggal pelaporan;

kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu 12 {dua belas) bulan sctelah tanggal
pelaporan;

utang beban adalah utang pemenntah daerah yang tumbul
karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang
atau jasa dengan pihak Kkeliga yang pembayarannya akan
dilakukan di kemudian han atau sampai dengan tanggal
pelaporar belum dilakukan pembayaran;

utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK] adalah pungutan/
potongan PFK yang dilakukan pemerintah dacrah yang harus
diserahkan kepada pihak lain;



h. pendapatan diternma dimuka adalah kewajiban yang timbul
karena adanva kas vang telah diterima tetapi sampai dengan
tanggal neraca seluruh atae sebagian barang/jasa  belum
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain;

1. niai nomunal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat
pertama kali tranzaks1 berlungsung seperti nilai yang tertera
pada lembar surat utang pemerintah;

j.  klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun
Standar.

B. PENGAKUAN

I

Kewsjiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ckonomi akan dilakulkan uantuk menyelesaikan
kewajiban vang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyvai nilai penyelesaian yang dapat
diukur dengan andal,

Kewajiban dapat timbul dan;

a. transaksi dengan pertukaran (exchange fransactions];

b. transaksi tanpa pertukaran (noen-eaxchange transactions), sesual
hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum
lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;

c. kejadian vang berkaitan dengan pemenintah (government-related
Ereriis];

d. kejadian yang diakul pemerintah  [government-acknowledged
Everis),

Kewajiban diaku pada sast dana pinjaman ditenima  oleh

pemenntah daerah atau dikeluarkan eleh kreditur sesual dengan

kesepakatan dan/atau pada saat Kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat
ditandatanganinya kesepakaan perjanjian utang antara permnerintah
daerah dengan Soktor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non
Bank/Peme. .ntah Pusat atau saat diterimanya uang kas dan hasil
penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan hhak ketiga, diakui pada saar dilakukan
pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran
dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gajl dan tunjangan serta
pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebapgm bagan dan kewajiban atas pokok utang
berupa kewsajiban bunga atau comminneni fee yang telah terjadi dan
belum dibayar. Pada dasarnva berakumulasi seinng dengan
berjalannya waktu, schingga untuk kepraktisan utang bunga diakui
pada akhir periode pelapotan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat
reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo
dalam 12 (dua belas) bulan setelah  tanggal neraca pada setiap
akhir periode akuntansi, Kecuali bagian lancar hutang jangka
panjang vang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagan
Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang
persyaratan lertentunya telah dilanggar schingga kewsjiban it
menjadi kewajiban jangka pendek.
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Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima
tlarn mhak ketiga tetapl belum ada penyerahan barang atau jasa
oleh pemerintah dacrah.

Utang Beban, diakui pada saal:

a. beban secara peraturan perundang-undangan telah terjads
tetapl sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

b. rerdapat tagihan dari pihak ketiga vang biasanya berupa surat
penagihan atau mwoice kepada pemenntah daerah terkait
penyerahan  barang dan  jasa  tetapi  belum  diselesaikan
pembayarannya oleh pemerintah daerah:

¢. barang yang dibel sudah ditenma tetap belum dibayar.

Utang jangka pendek lamnya diakur pada saat terdapat/timbulnyva
klaim kepada pemerintah dasrah namun belum ada pembayvaran
sampai dengan langpal pelapornn

Utang kepada pihak ketiga diaku pada saat penyusunan laporan

keuanpan apabil

u. barang vang dibeli sudah diterima, atau

. jasa/bagian jasa sudah diserabkan sesual perjanjian, atau

. sebagian/selurah m=ilias o peralatan tersebut  telah
diselesaikan sebagaimana ditwangkan dalam berita acara
kemajuan pekerjaan/scrah terima letapl sampal dengan tangeal
pelaporan belum dibayar.

Uang Transfer DBH vang terjudi karena kesalahan tujuan dan/

atau jumlah transler merupakan kewapban jangkn pendﬂk yang
harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Utang Transler DBH yvang  tereaad) akibat realisasi  penermaan

melebibn provekst penenmasn dinkul pada saat jumlah defiminfl
diketahui berdusarkoun Berita Acorn Rekonsilias),

PFENGUKURAN

2

hewajiban dicatat scbesar nilar nominal,

Pada akhir pernode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa
PFK vang belum disetorkan kepuda pthak lain harus dicatat pada
laporan keuangan sebesar jumlai yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemenniah menerima hak atas barang, termasuk barang
dalam peralunan yvang telah menjadi haknya, pemerintah haros
mengakul kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk
Farang tersebut

Utang bunga atas wang pemenniah harus dicatat sebesar biaya
bunga yvang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat
berasal dari utang pemenntah baik dari dalam maupun luar negeri.
Utang bunga atas utang pemerintah yvang belum dibayar harus
dinkui pada setap akhir periode pelaporan sebagai bagian dan
kewajiban yang berkaitan,

106



3.

3

Ll

Milai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian
lancar utang jangks panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa
vang belum diserzhkan oleh pemernintah daerah kepada pihak lain
sampai der, in tangeal neraca, namun kasnya telah ditenima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh
pemerintah daerah sesual dengun perjanjian atau perikatan sampai
dengan tangeal neraca.

Kewajiban lancar bannya merupakan kewajiban lancar vang tidak
termasuk dilam kategon yang ada. Termasuk dalam kewajiban
lanear liinnya tersebul adulah iayva yang masih harus dibayar
pada saat laporan keusngan disusun. Pengukuran untuk masing-
masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos
tersebut, misalnva utang pembavaran gaji kepada pegawal dimilai
berdasarkan jumlah gayp yvang masih harus dibayarkan atas jasa
vang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnys adalah
penerimaan pembavaran di muka atus penverahan barang atau jasa
oleh pemerintah kepada pihak lamn.

Utang transfer diaku sebesar nilian kelkurangan transfer.

. PENYAJIAN DAN PENGUNGRAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam Calatan atas Laporan Keuangan
(CaLK), sekurang-kurangnva meliputi hal-hal sebagai berikut:

i

Tt

Jumiah saldo kewapban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikun berdasarkan pembern pinjaman.

Jumlah saldo  kewajihan  berupa  uang  pemerintah daerah

b rdasarkan jenis sekurilas utang pemerintah dan jatuh temponya.

Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat
bunga vang berlaku.

. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh

Le o,
a. perjanjan restrukturnsas: utang mehputi
1) pengurangan pinjaman;,
2] modifikasi persyaratan utang,
3] pengurangan tingkal bunga pinjaman;
4] pengunduran jatuh tempo pinjaman,
5) pengurangan nilai jatuh tempn pinjaman; dan
6] pengurangan jumliah bunpga rerutang sampai dengan penode
pelaparan.
b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar
umur utang berdasarkan kreditur,
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. biava pinjaman:
1) perakuan hiaya pinjaman;
2 jumlah biaya pinjaman yvang dikapitalisasi pada periode vang
bersangkutan; dan
) ringkat kapitalisasi yang dipergunakan.




A. UMUM

s

BAE XIV
KEBLIAKAN AKUNTANSI
EKUITAS

[ Tuuan

a.

tujunn kebijakan akuntansi Ekuitas adalah untuk mengatur
perfakuan akuntanst untuk chkulas dan informasi lainnya yang
dianggap periu disajikan dalam laporan keuangan;

kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi ekuitas Pemenntah
Daerah yang meliputi defimai, pengakuan, pengulkuran,

penilaian dan pengunghapannye.

2. Ruang Lingkup

kebijakan aluntans: imi diterapkan dalam penyajian ekuitas

A,
dalam laporan keuanszan untuk tujuan umum yang disusun dan
disajikan dengan bosis akrual

b. pernyataan Kebijukan ini berlaku untuk entitas akuntans:/
pelaporan Pemenntah Daerah, vong memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tiduk termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a, ekuitas adalali kckayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewapban pemerintah, pada tanggal
laporan;

h, saldo ekuitas di Neraca berasal dar saldo akhir ekuitas pada

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

PENGAKLIAN
Pengakuan atas ekuitas lergantung dan saal pengakuan asel dan
leewagiban.

PENGUEKURAN
Pengukuran atas ekuitas tergantung dar pengukuran atas aset dan
iewnjilan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGEAPAN
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dyelaskan nnciannya dalam
Cutatan atas Laporan Keuangan (CalK].
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BAB XV
KESIJAKAN AKUNTANS]
PENDAPATAN-LLO

UMUM

1

S

|

bur

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penvapan pendapatan dalam Laporan
Operazional untvk pemerintah dacrah dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemenntahan sebagnimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

a. kebfjakan in diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang
disusun dan Cisapkan dengan menggunakan akuntans: berbass
akrual;

b, pernvataan kebjakan i berlaku untuk entitas akuntansi/

pelaporan Pemerintalh  Daerah, yong memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Deflinisi
a, pendapatan-LO adalah hak pemernntah daerah yang diaku
sebagal penambah ckuitas dalam penode lahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali,
b. ekuitas adalah kekavaan bersih pemerintah yvang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah,
PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a hmbulnya hak atas pendapatan |(eamed); atau

b. pendapatan direalizasi yaitu aliran masuk sumber daya ckonomi
(realized).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemenntah Daersh dilakukan

berssmaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali

perlahuian pada saasl penyusunan laporan keuangan dengan

melakukan penyesuaian dengan ajasan:

a. tidak terdapan perbedaan waktu yang signifikan  antara
penetapan hak pendapatan daeah dan penerimaan kas;

b, keridakpasuan penerumaan kas relatif tnggi;

e, dokumen timbulnya hak sulit, tdak diperoleh atau tidak
diterbitkan, misalnyva pendapatan atas jasa giro;

d. sebagian pendapatan menggunakan system  sell assement
dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayvarkan secara banm
tanpa penetapan);



3.

¢. sistem atad admimstras) poatang (termasuk aging schedule
putang) harus memadai, hal in rerkait dengan penvesuaian
diawal dan akhir tahun. Apahila sistem administrasi tersebui
tidak memad a, tidak diperbenankan untuk mengakun hak
bersamauin dengan penerimann kas, karena ada risike pemda
tdak mengaku adanva plutang diakhire tahun,

Dalam hal badan layanan umum dacrah, pendapatan diaku dengan
mengacy pada peraturan perundangan yang mengalur mengen:a
badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapaian-LO dibagn mengadi dua yatu:

4l pendapatan-LO diskur  bersamaan  dengan  penerimaan  kas
selama tahun berjulan Pendapatan- LD diakui bersamaan dengan
penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan dacrabh  tdak  legadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan daernh dan penenmaan kas daerah.
Atau pada saat diternimanya kas/aset non kas yang menjadi hak
pemerintah dacrah tunpa lebih dulug adanya penetapan. Dengan
demikian, Pendapatan LU dizkal pada saat kas diterima baik
disertai maupun udak diseria dokumen penetapan;

bl pendapatan-LO dikon pads saul penvusunan laporan Keuangan
1) pendapatan-1.0 diakui sebelum penenmaan kas

Pendapatan-LO diakw sebelum penenmaan kas dilakukan
apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah
(misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode
official assesment atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimans
hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak
ketipa atau belum diterima olech pemenntah daerah. Hal im
merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan
utang bagi wajib bayar stau pihak yang menerbitkan
keputusan/ peraturan;

2] pendapatan-LU diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses (ransaksi pendapatan daerah
terjadi  perbedaan antarn  jumilah kas yang diterima
dibandingkan barang/jass vang belum  seluruhnva
diserahkan oleh pemenntah daerah kepada pihak lain, atau
kas telah diterima terlebithdahulu, Atas Pendapatan-LO yang
telah diakw saast kas dilcnma  dilakukan penyesuaian
dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

L PENGURURAN

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan  pendapatan bruto dan  tidak mencatat  jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran  pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
{biaya) bersifat varnabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat diestimasi terlebih dahulu diknrenakan proses belum selesai,
maka asas brute dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam muta uang esing divkur dan dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
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). PENYAJIAN DAN PENGUNGEAPAN
{. Pendapatan-L0O disapkan dalam Loporan Operasional [LO) sesua

dengan klasifikas) dalam BAS. Rincian dan Pendapatan dijelaskan

dalam Catatan atas Laporan keusngan (CalK) sesual dengan
klasifikisi sumber pendapatan,

Mal-hal vang harus diungkapkan dalam CalK terkait dengan

Pendapatan-LO adalal:

#. penerimaan Pendapetan-L6) tahun berkenaan seételah tanggal
rernkhirnva tahun anggaran;

b. peajelasan mepgenal  Pendapatan-L0O) yang pada  tahun
pelaporan vang bersangkutan terjadi hal-hal yvang bersifat
khusus;

¢, penjelasan sebab-sebab udak tercapamnya largel penenmaan
pendapatan daeral; dan

d. miormasi lmnnya vang dianggap perlu.

Bt
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BAB XV1
REBILJAKAN AKUNTANSI
PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

2]

]

ol

LT

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar  penyajian realisasi  dan anggaran
pendapatan pada enutas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas scbagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan
menunjukkan tingkal kelercapaian targel-target yvang lelah
dizsepakati antara legisinuve dan eksekutld sesual dengan peraturan
perundang- undangan.

Ruang Lingkup

a. kebnakan wmu diterapkan dalam akuntans Pendapatan-LREA
dalam penyusunan laporan realisasi anggaran;

b. pernyataan k:bijukan ini berfaku untuk entitas akuntansi/
pelaporan Pemenntah  Daerab, vang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Delims
4. pendapatan-LEA  sdalah semua penerimasn  HeRening  Kas
Umum Mieraa yang menambah Saido Anggaran Lebih dalam

periode whun anggaran vang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayvar kembali oleh pemerintah;

b. rekeming Kas umum dacrah adalah rekening tempat
pEnyiImpanan LT daernh vang ditentulan oleh

gubermur/ bupat /walikata untuk Mmenampung seluruh
penerimaan dacrah dan membayar scluruh pengeluaran dacrah
pada bank vang ditetapkan;

. saldo angearan lebih adalah gunggungan salde yang berasal dar

akuimiuias SiLPASIRPA mhun-tshun anggaran sebelumnya dan
tahun benalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

PENGAKUAN

Pendapatan- LRA diaku pada saat:
4. kas atas pendapatan tersebul telah diterima pada REUD;

L. kas atas pendapatan tersebut telah ditenma oleh Bendahara
Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut
merupakan bagan dan BLUD,

c. kas atas pendapatan tersebul telah diterima satker/SKPD dan
digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat
entitas penernima wajib melaporkannya kepada BUD;



d. kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam /
luar negen vang digenakan untuk mendanai pengeluaran
entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD,

e, kas atas pendapatun yvang diterima entitas lain diluar entitas
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan
BUD mengakuinya sebagal pendapatan.

¢ PENGUKURAN

L.

Faa

Pendapatan-LRA diukur dan dicatal berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penenmuasn brulo dan tudak mencatat

jumlah netonyva [setelah dikempensasikan denpgan pengeluaran).

Dalam hal '2sa.an penpurang erhadap pendapatan-LRA  bruto
{biaya) berzuat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terletuh dabulu dikarenakan proses belum
selesal, maka asas bhruto dapal dikecuaiikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
tanggal ransaksi mengeunakan kurs tengah Bank Indonesia.

[ PENYAJIAN DAN PENGLUNGRAPAN

|

Pendapatan LRA  disajikan dalum Laporan Realisas: Anggaran

dengan basis kas sesuai dengan klusifikas: dalam BAS.

Hal-hal vang harus diungkapkan dalam CalK terkait dengan

Pendapatan- LRA adaluh;

a. penernmasan  pendapatan  whon berkensan  setelah  tanggal
berakhirnyva tahun anggaran,

b. penjelasan mengenai pendapalan yvang pada tahun pelaporan
vang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

¢ pempelasan sebab-sebab Ldalk tercapainya target penenmaan
pendapatan dacraly; dan

d. informasi lainnya yang dianggap poeriu.
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BAH XV1I
KEBLJIAKAN AKUNTANSI
BEBAN

A, UMUM

[

Tujuan

Kebpaken akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas
beban yang meliputi pengakusn, pengukuran, penvajian  dan
pengungkapannya dalam  penyusunan Laporan  Keuangan
pemerintah daerali.

Ruang Lngkup

f. kebyakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusiun
dan disajikin dengan menggunakan akuntans: berbasis akrual;

b. permyataan kebijjakan im berlaku untuk entitas akuntansi/

pelaporan  Pemenntah  Daerah, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APRBD, tudak termasuk perusahaan daerah.

o

Definisi

a. biban adalah penurunan _mianfaat ckonomi atau potcnsl jasa
dalam periede pelaporan yang menurunkan ckuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau  Konsumsi aset atau  timbulnys
kewajiban;

L. beban merupdkd.n unsur/ komponen penyusunan Laporan
Operasional (LU,

v. beban vperasi adalah pengeluaran vang atau kewajiban untuk
mengeluarkan wang dari entitas dalam  rangka kegiatan
operasional entitas agar entitas depat melakukan [ungsinya
dengan baik;

d. beban operas: terdin dan Bebun Pegawai, Beban Barang dan
Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban
Bantuan Sosial. Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban
Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain;

e. beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
dalam bentuk usng atau barang, vang harus dibayarkan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil dan  pegawai yang
dipekerjakan oleh pemenntah daerah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan vang telah  dilaksanakan,
kecuali pekerjaan vang berkaitan dengan pembentukan modal;

f. beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi
dalam penode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluoran atou  konsumsi aset atau  timbulnva
kewajiban akibar rransaksi pengadaan barang dan jasa yang
habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk
pembavaran honorarium  kegiatan kepada non pegawai dan
pemberin~ halinh atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu

prestasi,



H

h

Q.

beban  bunpa  merupiakan  alokasi  pengeluaran pemerintah
doeral untuk pembayaran bunga (mteresh) vang dilakokan atas
kewajiban  penpeunaan pokek wang [prinoipal  outstanding)
termasuk beban pembayaran maya-lhava vang terkait dengan
pingiaman dan lubph yang diterima pemerintah daerah seperti
Duaya commitment joe dan Diaya denda;

beban subsids merupakan penpeluaran atau alokasi anggaran
vang dibenkan pemerietah dacrab kepada perusahaan /lembaga
terfentu agar nerga jual preduksi/jasa vang dihasilkan dapat
rerjangkau oleh masvarakal;

beban hibah merupakan beban pemenntah dalam bentuk uang,
barang @mu  psa kKepada pemerintah, pemerintah dasrah
lainnva, perusshaan daerah, masyarakat dan orpganisasi
kemasvarakatan, vang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

beban bantuan soswl merupakan beban pemerintah daerah
dalam bentuk uang atau barang vang dibenkan kepada
individu, keluargs, kelompok dan/atan masyarskat  yang
sifatnya tidak secarn terus menerus dan selektil yang bertujuan
untuk melndungi dart kemungkinan wenadinya resiko sosial;

beban penvusutan dan amortisasi adalah beban yang terjad:
akibat penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa terjadi
pada =saat penurunan  noilai aset  sechubungan dengan
pengegunaan aset bersangkutan |/ berlalunya waktu;

beban penyisithan putang merupakan cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase terientu dan akun piutang terkait
kKetertagihan piutang,

beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk
dalam kategori tersebut di atas;

beban transfer merupakan bebun berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarken uang dan pemerintah dacrah
kepada entitas pelaporan in yvang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangin;

beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin
dan perlu  dikelompokkan lersendiri dalam kegiatan  non
operasi ]

beban luar basa adalah beban yang terjadi karena keojadian
vang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun
anggaran,tidek diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian
diluar kendal enttas pemerintih;

beban diklasifikRasikan menural  klasiikas: ekonomi,  yaitu
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan
Akun Standar.

PENGAKLAN
Beban diaki pada

5

il

st Umbulnyva Kewajiban,

. saat terjadinya konsumsi asct, dan

saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
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Saat nmbulnya kewajban artinya beban diakui pada saat terjadinya
peralihan hak dan pihak lain ke pemerintah daerah tanpa dukuti
keluarnya kas dan kas umum dacrah, Contohnya tagthan rekening
telepon dan rekening listrik vang sudah ada tagihannya belum
dibityar pemerintah dapsl diakui scbagail beban.

Saal lerjadinya konsuwmsi assel artinya beban diakw pada saat
pengeluaran kas kepada pihak luin yvang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset pon kas dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah

Saat tefgadinys penurunan manfaat ekonomi atau  polensi jasa
artinya beban diakul poda seal penurunan nilai aset schubungan
dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktm. Contoh
penurunan manfaat ekonomi atau patens jasa adalah penyusutan
Alall Amortisas,

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban
dapat dilakukan dengun tga kondisi, vaitu:

a.  beban diakon sebelum pengeluaran kas;

b. bebar diakun bersamann dengan pengeluarnn kas; dan

¢, beban diakul setelah pengeluaran kas.

Beban diakul sebelwn pengeluaran kas dilakukan apabila dalam
hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu
antara penys .uan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan
heban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi
untuk pengakuan bebun dapat dilukukan pada saat terbit dokumen
penctapan/ pengakuan  beban  kewujibun walaupun  kas  belum
dikeluarkan, Hal i selaras dengan krteria telah ombulnya beban
dan sesual dengan prinsip akuntans: yang konservatil bahwa jika
beban sudah memadi kewapban hoarus segera dilakukan pengakuan
meskipun belum diflskukan pengelusran kas,

Heban diaku  bersamaan  dengan  penpgeluaran kas  dilakukan
apahila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan
pengelusran  kas dacrah  tdek signifikan, maka beban  diakui
bersamann dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakwn setclah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal
proses  transaks) pengeluaran dacrah wenadi perbedasan wakiu
antara pengeluaran kas dacrah Jdan pengakuan beban, dimana
pengokuan  beban  dilakukan setelah  pengeluaran kas, maka
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau josa
dimanfwatkan  walwpun  kKas sudah  dikeluarkan, Pada saat
pengeluaran  kas mendahulu  dari saal  barang atau  jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diaku sebagai
Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai
Beban Dibavar di Mulas [skun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya,

Pengakuan heban pada periode berjulan di Pemenntah Daerah
dilakukan bersamann dengan pengelaaran kas yaitu pada saat
fiterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.
Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan
keuangan dilakukan penvesualan.
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0. Beban dengan mekanisme LS wlan diakul berdasarkan terbitnya

L.

dokumen Surat Penntah Pencairan Dana {SP2D] LS atau dimku
bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penvesuaian
pada akhir penode akunbans

L. Beban dengan mekanisme UP/GL/TU akan diakwu berdasarkan

suku pengeluaran bebun welah disabkan oleh Pengguna Anggaran/
padaj,r saal Permnggungjawaban (5PJ) amace diskn  bersamaan
dengan pengeluaran kas dari bendahars pengeluaran dan dilakukan
penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan  laporan  ksuangan  harus  dilakukan
pernvesuaian rerhadap pengakuan beban, yaitu:

a. beban pegawai, diakuw timbulnya kewajiban beban pegawai
berdasarkan dokumen vang sah, missal daftar gaji, tetapi pada
A1 Desember belum dibayar;

b beban barmng dan jasa, daku pada saat nmbulnya kewajiban
atau peralihan hak dan pihak ketiga vaitu ketika bukti
penermann  barnng/jasa atiye Berita Acara Serah  Terima
ditandatangani tetapt pads 31 Deséember belum dibayar. Dalam
ha! pada akhir tahun masth terdapat barang persediaan yang
belum terpakai, maka dicatat sebigal pengurang beban,

¢. beban penyusutan dan amortisusi diakui saat akhir tahun/
periode okuntans:  berdasarkan metode penyusutan dan
arnortisas: vang sudah ditetapkan dengan mengacu pada buku
memorial vang diterbitkan,

d. beban penvisithon piotang dioku sast  akhor tabun penode
akuntansi berdasarkan  persentase cadangan piutang yang
sudah ditetapkan dengan mengacu pada buktd memorial yvang
diterbitkan, .

e. beban bunga diakw saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
disayarkan. Unkbuk Keperluan pelaporan keuangan, nilay beban
bunga dinkul sampal dengan tanggal pelaporan walaupun saat
jatuh tempo melewal tanggal pelaporan;

{ beban transfer dinkui pada saat tmbulnya kewajiban
pemerintah daeral. Dalam hal pada akhir periode akuntansi
terdapat alokesi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum
disalurkan dan sudah diketahui dacrah vang berhak menerima,
maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang
berarti beban diaku dengan kondist sebelum pengeluaran kas.

. PENGUEKURAN
Beban diukur sesual dengan:

Ina

harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban
beban vang timbul, konsums: aset, dan penurunan manfaat
ckonomi atau potensi josa. Beban diukur dengan menggunakan

mata uang rupiah;
menaksir nilai wajar bureng/jesu wrsebut pada tanggal transaksi
jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
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PENYAJIAN DAN PENGUNGRAPAN

|

I=

Beban disajikan dolam Luporan Operasional (LO). Rincian dani
Heban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)
sesual dengan klasiikasi ckonomi, paitu:

Ik

i

behan operasi, vang terdirt dari @ Beban Pegawal, Beban Barang
dan Jasa, Beban Bunpga, Heban Subsidi, Beban Hibah, Beban
Bantuian Sosial, HBeban Penyusutan dan Amortisasi, Beban

Penyisihan Piutang dan Beban laimn-lamn;
beban transior;

Behan nin operasinl,

beban luar biasi.

"as luar bmsa disapkon terpisah dan pos-pos lainnya  dalam
Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dan

Kegiatan Non Operasiondl

Hal-hal vang perlu diungkapkan schubungan dengan beban, antara
ki

il

b

peageluaran beban tahun berkenoon;

pengakusn beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhimya
peoode akuntanst/ahun anpgaran sebagai penjelasan
perbedasn antara pengakuan helanja;

mnformasi lainnva yvang dianggap perlu,
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BAB XV
REHLIAKAN AKUNTANSI
BELANJA

Tujuan

F:hijakan akuntansi beiania mengatur perlakuan akuntans: atas
Lelanga yang melipuli pengakusn, pengukuran, penyajian dan
pengungkapannya dalam  penvusunan Laporan  Keuangan
pemenntah daerah.

Euang Lingkup

il.

kebijukan wn diterapkan dalam akuntanst beban yang disusun
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual,

pernyvatann kebijukan ind berloku untuk entitas akuntansi dan
entitas  pelaporan  Pemerintah  Daerah, vang memperoleh
anggaran  berdasarkan  APHD, tdak  termasuk  perusahaan
dierah dan badon bwvanan amum.

Prefiris

H

i

beianja adalah semua penpgeluaran dari Rekening Kas Umom
Dacrah dan Bendaiara Pengeluarun yang mengurang Saldo
Anggaran Lebih dalam penode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoich pembayarannya kembali oleh
pemaérintah;

belanjs merupakan  unsur/komponen  penyvusunan  Laporan
Realisas: Anggaran |LRA);

belanja terdinl dari belanja operasi, belanja modal dan belanja
tak terdurm = rta belanja transter;

belanja operasi adalah pengeluasran anggaran untuk kegiatan
sehari-har yvang memben manfast jangka pendek. Belama
aperasi antara lain melputi belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja bunga, belunju subsidi, belanja hibah dan

belanja buntuan sosial;

belanja pegaws merupakan kompensas terhadap pegawal baik
dalam beniuk uang atau barang, vang haras dibayarkan kepada
pejabat  negara, pegawal negen sipil, dan pegawai  yang
dipekerakun oleh pemerintub daerah yang belum berstatus PNS
sehagai imbalan atas pekenaan vang  telah dilaksanakan,
kecuali pekerjoon yang berkaitan dengan pembentukan modal;

belarja buarang dan pasa adelah pengeluaran anggaran untuk
pengadoan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dan
12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan

pemenintanan.



b

i

belinja  bunga  merupakan pengeluaran anggaman untuk
permbayaran bungn  (mterest] yung dilakukan atas kewajiban
pengegunaan pokok utang (prncisal eutstanding) termasuk beban
pembayvaran buyve-blava vang terkait dengan pinjaman dan
hibuh  yang diterima pemeriniah daerah  seperti biaya
commitrment fee dan biaya denda,

belanja subsidl merupakan pengeluaran atau alokasi angearan
ving dibernikan pemenniah doeerah képads perusahaan / lembaea
tertentu agar harga jual produksi/jasa vang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masvarakat;

belanpa hubah merupakan pengeluacan anggaran dalam bentuk
tang, barang alau jase kepuda pemenntah, pemenniah daerah
lammnva, pernisahaan dacrabh, masvarakat dan  organisasi
kemasyarakatan, vang bersifat tidak wajib dan tidak mengikart;

Brebian i baniuan sesial merugokan pengeluaran anggaran dalam
bentuk wvang atau barang vang dibérikan kepada individu,
Seluwrga, kelompok dan/atou masyarakal yvang sifatnya odak
secure  ferus mencrus  dan selehif yvang bertujuan  untuk
melindy ) dan kemungkinan terjadinys resiko sosial;

belanja modal adulah penpeluasrin anggaran untuk pr:ruh:hun
aset tetap dan aset lainnya yvang memberi manfaat lebah dan
satu periode akuntansi. Belunga modal meliputl antara lamn
belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,
peralatan dan aset tak berwujud

Nilpi vang danggarkan daliom belama modal sehesar harga bell/
bangunan asetditambah seluruh belanja yvang terkait dengan
pengadaan/ pembangunan  asel sompal  aset  tersebut  sap
digunakan;

leeinga tak  terduga adalaby pengeluaran anggaran  untuk
kegiatan  vang  silntnva lidak  biasa dan  tdak  diharapkan
berulang seperti penangeulangan bencana alam, bencana soswl,
dan pengeluaran tdak terdugn lamnva yang sangat diperlukan
dalam rangka penvelengegaraan kewenangan pemerintah daerah;
belanja trapsfer adolah belanjo berupa pengeluaran uvang atau
kewajibun untuk  mengeluarkan uang dan entitas pelaporan
kepada swatie entitas  pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan;

blanja daerah diklasiikasikan menurt:

|} klasifikasi  organisas,  vaitu mengelompokkan  belanja
berdasarkan organisas: atuu Satuan Kena Perangkat Daerah
(SKPD} Pengeuna Anggaran,

2) klasifikasi eckonomi, yuaitu  mengelompokkan  belanja
berdasarkan jenis  beloma uniuk  melaksanakan  suatu
aklivitas

HBelanja menurut  klasifikasi ckonomi secara terinel ada dalam
Bagan Akun Standar
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PENGAKUAN
Belanpa diakui pada saat:

2.

terjadinya pengeluaran dart RKLUD;

khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertangeungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oi. i unit vang mempunyuai fungsi perbendaharaan dengan
terbitnyn SP2D GU atau SP2D Nihii;

3. dalam hal badan lavanan umum, belan jadi aku dengan mengacu
pada peraturan perundangan yung mengatur mengenai badan
lavanoan wrnum.

PENGUKLURAN

Pepgukuran  belanja  berdasarkan  realisasi klasifikasi  yang
ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belangs  diluksanakan berdasarkan azas bruto dan
diukur berdasarkan nilai nominal yvang dikeluarkan dan tercantum
dalam dokumen pengeluaran vang snh.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Belamya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai
dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. belanja operasl;

b belanja modal;

o, belanja tak terdugs.

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata vang rupiah. Apabila pengeluaran kas
atas belanjo dalam mata wang asing, maka pengeluaran tersebut
! jabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran
mita uwang asing (ersebut menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggai transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanmja tahun
berkenaan setelah tanggal berakhirmya tahun anggaran, penjelasan
sebab-sebab bdak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi
silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap,
penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lsinnya yang dianggap

periu.
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BaB XIX
KEBIAKAN AKUNTANSI

TRANSFER
LIMLUIM
L. Tujuan
g. tujuan kebijakan skuntansi transfer adalah untuk mengatur
perlakuan akuntans atas transfer dan informasi lainnya dalam
rangka memenubn tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan perondang-undangan;
b, perlakuan akuntansi transfer mencakup defimisi, pengakuan

fad

dan pengungkapanny.

Ruang Lingkup

ile

kebijakan i diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun
dan dizsajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;
pernyataan kebyakan wm berlaku untuk entitas akuntansi/

pelaporan  Pemenntah  [aerah, yang memperaleh angparan
berdasarkan APBD. tidak termasuk perusahaan daerah.

Dehnisi

£,

.

tranafer adalah penenmaan atau pengeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan dar/kepady enutas pelaporan lain, termasuk
dana penmbangan dan dana bam hasil;

transfer masuk |LRA) adalah penerimaan uang dari entitas
pelaporan lain, misalnya penenmaan dana penmbangan dan
pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi;

rransfer keluar (I.EA| adalah pengeluaran dan entitas pelaporan
ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan
oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah
daerah;

pendapatan  transfer  (LO)  adalah  pendapatan  berupa
penerimasn uang atau hak untuk menerima aang oleh entitas
pelaporan dan suatu entintas pelaporan lain yang diwajiblan
oleh peraturan perundang-undangan;

beban transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang darn entitas pelaporan
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perindang-undangan;

transfer diklasifikasikan menurut  sumber dan  entitas
penerimanya, yaitu  mengelompokkan transfer berdasarkan
sumber transfer untuk pendepatan transfer dan berdasarkan
entitas penerima untuk transfer /beban transfer sesuai BAS]

klasifikasi transfer menurur sumber dan entitas penerima dalam
Bagan Akun Standar,



H. PENGAKUAN

L. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

.

untuk kepentingan penvajian trensfer masuk pada Laporan
Realisasi Anggaran, pengakuan atas translfer masuk dilakukan
pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;

untuk keopentingan penyapan pendapatan transfer pada dalam

Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis

pendapatan transfer dilakukan pada saat.

1) mmbulnya hak atas pendapatan (eamed]; atau

2) pendapatan dircalisasi yaitu abran masuk sumber daya
ckonomi (realized).

Pengakuan pendapatan transfes dilakukan bersamaan dengan

penerimaan kas selama periode berjalan, Sedangkan pada saat

penvusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapet

diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak

pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah scsua

dengan ketentuan vang berlaku

2. Transfer Keluar dan Beban Transler

24

ka

untuk kepentingan penyapan transfer keluar pada Laporan
Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan
pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;

untuk kepentingan penyajian heban transfer pada penyusunan
Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada penode
berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu
pada saat diterbiibannya 3P0, Sedangkan pengakuan beban
transfer pada sasl penyusunen laporan keuangan dilakukan
penyesusn | erdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban
transfer pemerintah daerah  yang bersangkutan kcpada
pemerintah daerah lainnya [desa.

C. PENGUEKURAN
I. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

g

unituk kepentingan penvajian transfer masuk pada Laporan
Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan  dicatat

berdasarkan jumlah transfer vang masuk ke Rekening Kas
Umum Daerah,

untuk kepentingan penyusunan peryajian pendapatan transfer
pada Laporan Operasionul, pendapatan transfer diukur dan
dicatat berdasarkan hak alas pendapatan  transfer  bagi
pemeriniah daerah.

2. Transler Keluar dan Beban Transler

i

untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran,
transfer keluar divkur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang

diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;



b. untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban

transfer  diukur dan  dicatal  sebesar  kewajiban  transfer
pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemermntah
daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai
ketentaan vang berlalo.

[}, PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilui berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluarany,

il.

dalam hal terdapal pemotongan Dana Transfer dan Pemenntah
Pusat sebagai akibat pemenntah daerah yang bersangkutan
tidak memenuhr kewajiban [inancial seperti  pembayaran
pinjaman  pemernintah dacrah yang  tertunggak  dan
dikompersasi’ an  sebagai pembayaran hutang  pemerintah
daerah, .uaka dalam laporan realisasi anggaran retap disajikan
sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran
pinjaman  pemerintah  dacrah. Hal ini juga berlakue untuk
penyajian dalam Laporan Operagional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAL
merupakan bentuk hukuman yang diherikan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi
pengurangan kewajiban pemerintuh dacrah kepada pemerintah
pusatl maks atas pemotongan DAL tersebut  diperlakukan
sebagal koreks) pengurangan hak pemerintah daerah atas
pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;

dalam hal terdapatl pemotongan Dana Transter karena adanya
kelebihan penvaluran Dana Transler pada tahun anggaran
scbelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan
schagar pengurangan  hak p-r:mr_':"]nmh daerah pﬁdﬂ tahiin
anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama,

E. PENGUNGKAPAN

Penpungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam
Catatan atas Laporan Keuangan adalal sebagai bertbout:

i,

penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk
pada Laporan Realisasi Anpgparan dan realisasi pendapatan
transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannva
dengan realisasi tehuna nggaran sebelumnya;

penjclasan atas penyebab wradinva selisin antara anggaran
transfer masuk dengan realisasinya;

penjelasan atas perbedaan milai realisasi transfer masuk dalam

Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan
transfer pada Laporan Operasional,

. informasi lainnyva yang dianggap perlu.

125



2 Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam
Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berlut:

il

penjelasan nnoan otas anggoan can realisasi transfer keluar
pada Laporan Realises: Angparan, rinctan  realisasi beban
transfer .ada Laporun Operasionsl beserta perbandingannya
dengan tahun anggaran sebelumnya;

penjelasan atas penyebab terjudinya selisth antaras anggaran
transfer keluar dengun realhisasinya;

penjelasan atas perbedpan nilai realisasi transfer keluar dalam
Laporan Realisasi Anpggarasn dengan realisasi beban transler
pada Laporan Operasional;

informasi lainnva vang diangeap perlu.
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A UMUM
k.

-

BAB XX
KEBIJAKAN AKUNTANSI
FEMBIAYAAN

Tujuan

wll .

tujuar  kebyakan akuntansi Pembiayaan adalah untuk
mengatur perlakaan akuntansi untuk  pembiayaan dan
informasi lainnya vang dianggap perlu disajikan dalam laporan
ke uangan;

kebijakan i mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan
Pemerintah  Daerah  yang meliputi  definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

I using Lingkup

d.

kebijakan akuntansi  ini diterapkan dalam  penyajian
pembiayvaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang
disusun dan disajikan dengan basis akrual;

pernyatazn  kebijakan ini berlaku unruk entitas akuntansi/
pelaporan  Pemerintah Dacrah, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

f.

pembiavaan ialah sceluruh transakst keuangan pemerintah, baik
pencrimaan maupun penpeluaran, vang perlu dibavar atau akan
diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah
terutama  dimaksudkan wunivk  menutup  defisit dan  atau
memaniaatkan surplus anpggaran,

pembiayaan diklzsibkasikan menjadi penenmaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan;

penenmaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening
Kag Umum Daerah antara bun berasal dad  penerimaian
pinjaman, penualan obhgasi pemerintah, hasil prvatisas:
perusahaan  daerah, penerimaan kembali pinjaman  yang
diberikan kepada [hak ketiga, penjualan investasi permanen
lainnva dan procairan dana cadangan,

pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening
Kas Umum Daerab antara lain pemberian pinjaman kepada
pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran
kembali pokok pinjuman dalam periode tahun anggaran tertentu
dan pembentukan dana cadangan;

pembiayvaan neto adalah selisih antira penerimaan pembiayaan
setelah dikurangi pengeluaran permbiayaan dalam periode tahun
anggaran terteniu.



B. PENGAKUAN

i.

Pembiayaan diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian
baru diakw sebaga) pembiayaan apabila telah ada realisasi
renenmaan atay pengeluaran kas pada Rekening Kas Umum
Daerah.,

Penenmaan pembiayaan dialon pada saatl ditenma oleh Rekening
Kas Umum Daerah.

Penerimaan pembiayaan dilaksarakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonva (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran  pembiayaan diakui pada saal dikeluarkan dari
Rekening Kas Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengeluaran
pembiayaan diaku pada sast diterbitkannyva dokumen yang
mengakibatkan terjadinva pengeluaran kas daerah.

5. Selisth antara peneruosan dan pengeluaran pembiayaan diakun

sthapgal pembiayvaan neto.
L. PENGUKURAN

1. Penpukuran pembiavaan menggunakan mata vang rupiah sebesar
niai nominal kas yvang diterima dan nilal nominal kas vang
dikeluarkan.

2. Pembiavaan vang diukur dengan mata uvang asing dikonversi ke
dalam mata vang rupiah berdasarkan nilal takar (kurs tengah Bank
Indonesia) pada tanggnl direalisasikannya pembiayaan.

D. PENYAJIAN DA, PENGUNGEKAPAN

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Arus Kas, Neraca Dacrah dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran, pembiayaan dilaporkan sampail
deagan jenis pembiaysan. Pembiayaan disajikan dalam benruk
perbandingan antara jumlah anggaran can realisas) anggaran.
Dalam Laporan Arus Kas, pembuyaan dilaporkan hingga jenis
pembiayaan dan disajikan dalam Kelompok arus kas dari aktivitas
pembiavaan.

Dalam Neraca Dacrab, pemblayaan dicermmnkan oleh penambahan
dtau  penpurangan Utang dan atau  investasi permanen (Lihat
kebijakan akuntansi Utang dan investasi permanen).

Dalam Catatan atas Luporan Keuangarn, pembiayaan dilaporkan
sampal dengan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan.
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BAB XXl
KEBIJAKAN AKUNTANS] KOREKS] KESALAHAN,

PERUBAHAN KEBLIAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI

ARKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A UMUM

1

(&)

Tujuan

Tuman kebjjakan imi adalah mengatur perlakuan akuntansi atas
koreks: kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan
estimasi akuntans: dan operasi vang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

8.

dalam -~ nyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu

enfitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh
kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi

akuntansi, dan operasi vang tidak dilanjutkan;

pernyvataan kebijakan i berlaku untuk entitas akuntansi dan

enlitas  pelaporan  dalam  menyusun  laporan  keuangan
Pemenntah Daersh, yosng memperolel anggaran berdasarkan

APBD, udak termasuk perusahaan daerah.

Drefirai s

(=9

kebijakan  akuntansi  adalah  prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan prakbk-praktik spesifik
vang dipilih oleh suatu enutas pelaporan dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan,

kesalahan adalah penyajiun pos-pos yang secara signilikan tidak
sesual denpan vang scharusnva vang mempengaruhi laporan
keuangan periede berjalan atau periode sebelumnya;

korekal adalah tindakan pembetulan akuntans: agar pos-pos
vang tersaji dalam laporan kevangan entitas menjadi sesuai

dengan vang seharusnya;

operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi
atau tupoksi ertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu
fungsi, program atau kegatan, sehingga aset, kewajiban dan
operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program
atau kegiatan yvang lain;

perubahan estimas: adalah revisi estimasi karena perubahan
kondisi vang menaasan estimasi teraebut, atau karena terdapat
informasi bary, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,
atau perkembangan lain; '

penyajian kembali (restaternent) adalah perlakuan akuntansi
vang dilakukan atss pos-pps di dalam neraca vang periu
dilakukan penyvajion kembali pada awal periode pemerintah
dacrah untuk pertama kali akan mengimplementasikan
kebijakan akuntansi yang haru,

laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah
ditetapkan dengan peraturan daerah;



B. KOREKS] KEF " AHAN

'

o

.

Kesalahan delam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa penode sebelumnyva mungkin baru  ditemukan  pada
pericde  berjalan.  Kesalahan mungkin timbul dari adanya
keterlambatan  penyampaian  buki  transaksi anggaran oleh
pengEuna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalshan
dalam penerapan kebijjakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta,
kecurangan atou kelalaian.

Dalam situasi terieniyu, suatu kesalahan mempunysl pengaruh
signifikan  bagt  setu atouw ebibh laperan  keuangan periode
sebelumnya sehinggn  |laporan-laporan keuangan tersebut tidak
dapat diandalkan lag.

Kesalahan ditinjau dan sifat kejadisnnya dikelompokkan dalam
2 [dua) jenis:

i, kesalahan vang Lrcdaik I.brj'rul.'ulg,

b. kesalahan yvang berulang dan sistemik,

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan

tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 {dua) jenis:

a. kesalahan yang nhdak berulang yeng terjadi pada periode
Lerjalan;

. kesalahan vang tidak berulang vang terjadi pada periode
sebelumnya.,

'wesalahan yang beruling dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkar oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu vang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah
penenimaan  pajak dan wajib pajak vang memerlukan korcks:
schingga periu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dan
wijib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tdak memerlukan koreksi,
melginkan dicatal pada saat tegadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan  kelebiban  pendapatan  dengan mengurangi
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersanghkutan.

Terhadap setinp kesalahan  dilnkukan koreksi segera setelah
diketahui.

Korcksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tdak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan.

Koreksi kesalahun vang tidak berulang vang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang fidak,
dilakukan dengan pembetulan pada alkun yang bersangkutan dalam
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau alkun
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
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10.

hKoreksi kesalahan yvang tdak beruling yang tenadi pada penode-
penode sebelumnyn dan mempengaruhi posis: kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun vang bersangkutan, baik pada akun
pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO
atau akun beban.

Roreksi  kesalashan atas  pengeluaran belanja (sehingga
menpakibatkan penerimaan kembali belanja) vang tidak berulang
vang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan
lin-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas
Jilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

a. yang menambah =aldo kas dan yang mengurang saido
kas Contoh korcksi kesalahan belanja vang menambah salde
kas wyaitu pengembalian belanja pegawai karena  salah
penghitungan jumlah gaji, diknreksi menambah saldo kas dan
pendapatan lain-lain;

b, yang menambah saldo kas terkait belanja medal yang
menghasilkan aset, vailu belanja modal yang di-mark-updan
sctelah dilakukan pemenksaan kelebithan belana tersebut
harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas
dan menambah akun pendapstan lain-lain-LRA;

¢, yvang mengurangi saldo kas vaitu terdapat transaksi belanja
pegawai tahun ialu yang belum diiaporkan, dikoreksi dengan
mengurangi akun Suldo Anggaran Lebih dan mengurang saldo
kas,

d. vang mengurang saldo kas  terkait belanja modal yang
menghasilkan aset, yaitu belanga modal tahun lalu yang belum
dicatat, dikorcksi dengun mengurangi akun Saldo Anggaran
Lebih dun mengurang saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan assel selain kas yang tdak
berulang » g terjadi padn penode-penode  sebelumnya dan
menambah  maupun  mengurang  posisi kas, apabila laporan
keuangan periode terscbut sudah diterhitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan asset selain kas:

a. yang menambah saldo kas wrkait peroichan aset selain kas
vaitu pengadaan asset tetap yang di-mark-up dan setelah
dilakukan pemenksaan kelebihon nilai asset tersebut harus
dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
mengurang akun terkait dalom pos aset letap;

b, yang mengurang! saldo kas terkail perolehan aset selainkas
vaitn  pengadasn wset tetap tahun lalu belum  dilaporkan,
dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap
don mengurangt saldo kas.
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|2. l.oreks: kesalahan atas bebun vang tidak berulang, sehingga

13

mengakibatkan pengurangan beban, vang terjadi pada periode-
periode  sebelumnya  dan  mempengaruhi posisi kas dan tidak
mempengaruhi secara material posisi aser selain kas, apabila
laporan keuangan periode lersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan
pacda akun ekuitas.

Contoh koreks: kegalahun beban:

a. yang menambah saldo kas vaitu pengembalian beban pegawal
tahun lalu karena salab penghitungan jumlah gaji, dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-
lain —L.O);

b, yvang mengurang! saldo kas viotw terdapat transaks) beban
pegawai lahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan
mengurang: akun beban kun-lain -LO dan mengurang saldo
kas.

Koreksi kesalahan naras penenmaan pendapatan-LRA yvang tidak
berulang vang terjadi pada perode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurang: posisi kas, apabila laporan
keuvangan pericde tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh kore"si k salahan Pendapatan-LRA:

a. vang menambah saldo kas yaitu penyeloran bagian laba
perusahaan vang belum masuk ke kas dacrah dikoreksi dengan
menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran
Lebik:

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan
dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah
Pusat, dikoreks: olezh:

1] pemerntah yung menenma tansler dengan mengurang
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurang saldo kas;

2] pemenntah pusat dengan menambah akun saldo kas dan
menambah Saldo Angguran Lebih,

. Koreksi kesalahan atas pencrumaan pendapatan-LO yang tidak

berulang yang terjadi puda  periode-periode  sebelumnya  dan
menambah maupun mengurangi posist kas, apabila laporan
keuangan periode lersebul sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun ckuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

1, vang menambah salde kas yaitu penyetoran bagian laba
prrusahaan vang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan
menambah akun kas dan menambah akun ekuitas;

b. vang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan
dana alokasi umum karena kelebiban transfer oleh Pemenntah
Pusat dikorcks oleh:
|) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurang

akun Ekunitas dan mengurang saido kas;
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1.

17.

2} pemenntah pusal dengan menambah akun saldo kas dan
menambah Ekuitas.

Korelkst kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
yvang tidak berulang yang terjadi pudn p:nudr: periode sebelumnya
dan menambah maupun mengurangl posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkant penenmaan pembiayaan:

A. vang menambah salde kas yaitu Pemenntah Daerah menenma
setoran kekurmngan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun
lalu dar, ahak ketuga, dikoreks: oleh Pemerintah Daerah dengan
menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran
Lebih;

L. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan,
vaitu  pemerintah  pusat mengembalikan  kelebihan setoran
cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi
dengan  mengurang:  akun  Salde Anggparan  Lebih  dan
mengurangt saldo kas,

Contoh koreks) kesalahan terkait pengeivaran pembiayaan:

d. yang menambuah sdakle kas vatu keletnhan pembayaran suatu
angsuran utang jangka panjang sehingga | terdapat
pengembabian  pengeluaran  angsuran, dikoreks: dengan
menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran
Lebih;

b. yang mengurang saldo kas yaitu terdapar pembayaran suatu
angsuran utang tahun lalu vang belum dicatat, dikoreks:
dengan mengurangl saldo kas dan mengurangi akun Saldo
Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang odak berulang atas pencatatan kewajiban
vang terjadi pada penode-penode scbelumnya dan menambah
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

"ontoh koreks: kesalahan terkait pencatatan kewaphban:

a. yvang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena

dikembalikannva kelebihan pembayaran angsuran  suatu
kewajiban  dikoreksi  dengan menambah  salde kas dan

menambah akun kewajiban terkaat,;

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran Kewajiban yang scharusnya dibayarkan tahun lalu
dikoreksi dengan  tmenambah akun kewajiban terkait dan
mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 19,
paragraph 20, paragruph 21 dun puragraph 23 tersebut diatas tidak
berpengarubh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang
bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

035y 34 110
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20

21,

Koreksi kesalahan sebaganimana dimaksud pada pdragraph 19,
paragraph 22 dan purmgraph 24 tersebut di atas bdak berpengaruh
terhadap beban  entitas  yang  bersangkutan  dalam  peniode
dilakukannva koreksi kesalahan

Roreksi kesalahan vang udak berulang vang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik
sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait
pada perode dilemukannys kesalabuan,

Contohnva adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan
mesin [kelompok asel tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi dan
jarmngan. Koreksi vang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan
mengurangl akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun
peralatan dan mesin. Pada Laporan Kealisasi Anggaran tidak perlu
dilakukan kareksi

Koreks: kesalahan yang berhubungan dengan penode-peniode yang
lalu terhadap posisi kas dilaporkan daiam Laporan Arus Kas tahun
berjalan pada aktivitas vang bersangkutan

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

PERUBAHAN KEBLIAKAN AKUNTANSI

ba

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu
entitas pelaporan dan waktu ke waktu untuk mengetahui trend
posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan
akuntansi vang digunakan diteraplkan secara konsisten pada sctiap

]:ltriudﬂ-

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan atau  pengukuran
akuntansi schagal slkibat dari perubahan atas basis akuntansi,
kriteria kapitalisas;, metode dan estimasi, merupakan contoh

perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi  dilakukan hanyva apabila
penerapan suatu kebijakan akuntinsi yang berbeda diwajibkan oleh
peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan
yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut
akan menghasilkan informasi mengenal posisi keuangan, kinerja
keuangan, atau aius kas vang lebih relevan dan lebih andal dalam
penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebpakan akuntans: bdak mencakup hal-hal sebagai

berikut:

a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian
vang secora ubstansi berbeda dari peristiwa atau kejadian
sebelumi.yva; dan

b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau
transaksi yang sebelumnya udak ada atau vang tidak material.
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Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan
suntiy  perubahan  kebhijukan  akuntansi.  Namun  demikian,

perubahan wrsebut harus sesuar dengan standar akuntansi terkait
vang telah menerapkan persvaratan-persyaratan sehubungan
dengan revaluasi

Perulvihan kebijjakan gakuntans: harus disajikan pada Laporan
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertuna kall kebijakan akuntans: yang

bau dar semula basis Kas Menogu Akrual menjadi basis Akrual

penuh, dilnkukan:

a4, penyajian kembal (restaternent] atas pos-pos dalam Neraca yang
periu dilankukan penvajian kembal pada awal penode;

b. agar Laporan Keuangan disajikan sccara komparatil  perlu
dilakukan penyesualun penyajiun LRA tahun sebelumnya sesual
klasihkasi akun pada kebyjakan akunlansi yang baru.

[} PERUBAHAN ESTIMASI AKLUINTANSI

Agar memperoleh Laporan Keuuanpan yang andal, maka estimasi
akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan,
tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang
berubah.

Pengaruh atey dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan
pada Laporan Operasional pads penode perubahan dan penode
selanjutnya sesuan sifal perubahom. Sebapgar contoh, perubahan
estimasi masa manlfaat aset totap berpengaruh pada LO tahun
perubahan dan tanun-tahun selanjuinya selarna masa manfaat aset

tetap tersebul.

Pengaruh peruoahan lerhadap LU peniode berjalan dan yang akan
dting, diungkupkan  disdom Catatan otas Laporan  Keudangan.,
Apainla tdak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tdak
mengungkaplan | engaruh perubahan g

2. UPERAST YANG TIDAK DILANJUTRKRAN

Apabila suatu oum  atau  tupeks: suatu entitas  pemerintah

dinapuskan oleh peraluran, makd sualu operas), Kegiatan, program,
provek atau kantor terkait pada tupas pokok tersebut dihentikan.

Informas: penung dalam operasi yung tdek dilanjutkan, -misalnya
hakikat operasi, keguitan, program, proyek yang dihentikan, tanggal
efektil  penghentian, cara penghentian, pendapatan dan  beban
tahun berjalan sampa lnggal penghentian apabila dimungkankan,
dampak sosil atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau
kewajiban  terkail  pada penghentian apabila  ada-  harus
diungkapkan pada Calulan s Luporan Keuuangan.

Agar Laporan keuangan disajikan sccara komparatl, Suatu segmer
vang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan
walaupun berjumlah nol untuk fahun berjalan. Dengan demikian,
operas vang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
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Pendapatan dan beban operasi vang dihentikan pada suatu tahun
berjalan, diakuntansikan dan dilsporkan scpert biasa, scolah-olah
operasi ity berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada
umumnya entitas membual rencana penghentian, meliputi jadwal
penghentian bertahap atau sckaligus, resolusi masalah legal, lelang,
penjualan, hibah dan lain-lain,

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a. penghentian  sustu program, Kkegiatan, proyek, scgmen
secars evolusioner falamiabh, Hal im dapat diakibatkan oleh
demand [permintaan publik vang dilavani) vang lerus merosct,
pergantian kebutuhan kun;

b. fungsi tersebut tetap sada,

e, beberapa jenis sub kegiatan dalnm suari fungsi pokok dihapus,
selebihnya berjalan seperti bmasa. Relokasi suatu  program,
proyek, kegiatan ke wilayah lain,

d. menutup suatu  lwsilitas yvang  ber-utilisasi amat  rendah,
menghemat bmya, menjual surana operasi tanpa mengganggu
operas: wersebul.

PERISTIWA LUAR BISf SA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksyl
vang secara jelas berbeda dan aktivites biasa. Didalam aktivitas
biasa enttas Pemernntub Daersh  termasuk  penanggulangan
bencaria alam atau sosial yang tedjadl berulang, Dengan demikian,
vang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-
peristiva yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa vang berada oi Juar kendali ataw pengaruh entitas adalah
kejadian yvang sukar diantisipasi don oleh karena itu tdak
dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi
vang herada di e kendali dtiu pengaruh entitas merupakan
peristiwa luar biass bagl sualu entitzs alau lngkatan pemerintah
terlentu, letap Fl:'I'IE“'H-':‘l Yilng  Sariui ridak !Ct‘gﬂlﬂng luar biasa
untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak vyang sgrilikan terhadap realisas: anggaran karcna
peristiwa luar biasa terpenuhi apabily kejadian dimaksud secara
tungpsl menyebabkan penvernpan sebagian besar anggaran belanja
tak terduga atau dana garurat sehingga memerlukan perubahan/
pergeseTan anggaran secara mendasar,

Anpgparan belanja tak rerduga atau anggaran belanja lain-lain vang
ditujrkan untuk keperlusan darurat biasanya ditetapkan besarnya
berdasarkan perkirnan dengan memanfaatkan informasi kejadian
yang bersifat darural pada tahun-tahun laha. Apabila selama tahun
anggaran bergalan  terjadi peristiiwa darurat, bencana, dan
s bagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata
anggaran ini, penstiwa tersebut ridak dengan sendirinya termasuk
peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai
menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia, Tetam
apabila peristiwa tersebut secara tungeal menyerap 50% {lima
puluh persen] atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa
teraebut layak digolongkan scbapgai peristiwa luar biasa.
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Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yvang besar iw, entitas
memerlukan perubahan atau  penggeseran  anggaran  guna
membiaval peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain vang
seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga
atau anggaran fain-lam untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena
peristiwa luar hiasa terpenuhi apabila kejadian atau transaks:
dimaksud rmeny cbabkan  perubahan  yang mendasar dalam
keberadaan atau nial aset/kewajiban cntitas:

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan bertkut:

a. tdak merupakan kegiatan normed dan entitas;

b. udak diharapkan terjadi dan udak diharapkan terjadi berulang;

¢. berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d. memiliki dampak vang signilikan terhadap realisasi anggaran
atay posisi aset/ kewajiban,

Hakikat, jumlah dan pengaruh vang diakibatkan oleh penistiwa [uar
binss dwungzapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan

Keuwangan.
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HABR XXII
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

A, DEFINISI

PSAP 10 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42
menyatakan bahwa perubahan kebyjakan alkantansi harus disajikan pada
Laporan Perubalian Ekuntas dan diungkapkan dalam CALK.

Penvajian Kembali  (restatement] adalah perlakuan akuntansi yang
dilakukan atas pos-pos dalam Neraca vang perhi dilakukan penyajian
kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali
ahan mengimplementasikon kebijakan akuntans yang baru dari semula
basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akraal penuh.

Penyajan kembah diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya

belum mengikuts basis akrual penuh. Karena untuk penvusunan neraca

ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun

penode sebelumnya masih mengerunakan basis Kas Menuju Akrual (cash

toward accrual], Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali

antara lain untuk akun sebagai bernkut:

1. IMutang vang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan
plutang;

4. Beban dibayur dimuka, sebelumnya diaku seluruhnya sebagai belanja,
apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai

akun beban dibavar di muka. Hal rersebut tidak dilalukan penyesuaian
di tahun sebelumnyd, oleh karensa ilu akun im perlu disajikan kembal;

3. Persediaan,di pemeriniah daerah esensinya adalah beban dibayar di
muka. Sehingea dapal dweatal sebagan aser atan beban pada saat
perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan
ini harus diakui  sebagai beban, sementara yvang masih  belum
dikonsumsi dinkui sebagai aset persedisan. Akun persediaan ini perlu
dilakukan peoyajion kembali bila metode penilaian persedisan pada
perinde sebelumnya ldak sama dengan metode penilaian persediaan
setelah basis akrual penul;

4. Investasi jangka panjang, disapkan kembali bila metode pencatatan
sebelumnya berbeda dengan metode vang digunakan sctelah
mengeunakan basis akroal. Misalnya ada investast yang pada periode
sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan
metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu
disajikan kembali;

5. Aset tetap yang menampilkan nilal buku setelah dikurang akumulasi
penyusutan;

tx, Aset tidak . cwapud, periu disajikan kembali dengan nilai buku setelah

dikurangi akumulasi amortisasi,

. Utang bunga, perlu disajikan kembal terkait dengan akrual utang bunga

akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo,

#. Pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada
penede sebelumnya belum disapkan;

4 REkuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan
daiam pengklasifikasian ckuitas berbeda.
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TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan

untuk n.elalkukan penvajian kembali Neraca adalah:

L.menylapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun
terkait sepertl misalnya untuk dasar meoghitung dan meéncatat beban
penyisihan  piutang dan  cadangan penyisthan piutang; beban
pe nyusutan  dan akumuolasi  penyusutan; beban  amortisasi  dan
axumulas: amortisas:; dar

2. menvajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan
kehijakannya, dengan cara menerapkan kehijakan yang berlaku yain
basis akrual, scauai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan
akuntansi berbasis dkrual.

JURNAL STANDAR
Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai
berikuat -

| URAIAN AKUN DEBET | KREDIT |

|

Fenyvajian kembali | Ekuitas L8 0.4 '
| fulin wajar piutang Penyisihan Plutang YN

(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah akun akumulasi
petivisthan  piutang  tak  tertagih
sebesar jumlah piurang yang harus ,
dicadangkan s/d twahun terakhir '
sebelum pelaksunaan basis akrual)

B I e —— E—

Penyvajian  kembali | Beban Dibayar dimuka XXX
milai beban dibavar Ekuitas XXX
dirmuka

(untule mencatat koreksi peayajan

kembah  menambah  nilai beban
dibuyar dimuks)

Penyajian  kembali | Persediaan b 8.9

nilai persediaan Eluitas RN
| . 2
:l_unLl_.IJ-; mencatat koreksl penyajian

persediaan, bila berkurang maka

jurnul akan sebaliknya)

‘ kembali menambah nilai
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| Penvajian  kembali | Investasi Jangka Pendek

| nilai mvestasi Ekuitas XXX
| jangka pendek
' (untuk mencatal koreksi penyajian

| kembal menambah nilai investasi

jiangks pendek)
| Penyajian  kembali | Investast Jangka Panjang MK
| riilai investisi Elcuitas XX
| jangka panjang ) )

junruk mencatar kareksi penvajian

kembali menambah milal myvestasi

jangka panjang, dan sebaliknya bila

nilai investasi  jangka  panjang
| berkiuarang akibat investee

mengalami Kerugian)
Penvajian  kembali | Ekuitas XXX
nilal  bulky  auet Akumulas: Fenyusulan X
tetap ) N

juntuk mencatal koreksi penyajian

kembal menambuah nilai Akumulasi

peayusulan]
| =
Penyajian  kembali | Ekuitas AKX
nilal buku  aktiva Akumuilagi Amortisas X
tidak berwujud y 5

juntuk mencatat koreks: penyajian

kemnbali menambah nilai alkumulasi

penyvusutan)
Pervajian kembali | Ekuitas XXX
nilai utang jangka Utang Bunga Jangka Pendek XXX

pendek

[untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai  utang

bunga jangka pendek)
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Penyajian kembali | Ekuitas : MMX

nilai utang jangka | 50500 Bunga Jangka Panjang KiX

panang . &
(untuk mencatat koreksi penvajian

kembali menambah nilai utang
bunga jangks panjang)

Penvajian kembali | EKUITAS DANA XX

(untuk mencatat koreksi penyajan
kembali reklasifikasi ekuitas)

BUPATI PRINGSEWU,
-~

SUJADI]



LAMPIRAN Il @ PERATURAN BUPATI PRINGSEWL
NOMOR
TAHUN
MASA MANFAAT ASET TETAP
- Masa
Kode Uraian Man Faat
Rekening [Tahun)
113 ASET TETAP o )
1{3] 3 Peralatan dan Mesin
1132|011 |Alat-Alat Besar Darat - 1o |
' 113[2]02 | Alat-Alat Besar Apung H
113]|2]03 | Alat-Alat Bantu 5
1132|044 | Alat Angku'mn Darat Bermotlor e k- - ':h "
1]/3 2|05 | Alat Angkutan Beral Tak Bermotor 2
113|206 |Alat Angkut Apung Bermolor 10
1/3)2]07 | Alat Angkut Apung Tak Buermotor — e 2
1132 |08 ] Alat Angkut Bermotor Udiarn — 20
113 2|09 Alat Bengkel Bermesin ] 10
1]3[2]10 [ Alat Bengkel Tak Bermesin 8
1[3]2]11]Alat Ukur 5
113[2]12] Alat Pengolahan Fertanian 4 _J
1131213 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyim=an &
Pertanjan
13214 [Alat Kanter ) 5
1[3]2]15]Alat Rumah Tangga 5
1/3|2] 16| Peralatan Komputer 4
1132|117 | Meja dan Kursi Kerja/Rupat Pejabat 5
1[3)2] 18] Alat Studio ]
1132 19| Alat Komunikasi -3
1/3]|2]| 20| Peralatan Pemancar L0
113|221 |Alat Kedokteran . ]
1)13[2]22] Alat Kesehatan B : 4
1[3]2(23 | Unit-Unit Laboratorium e
1/3]2|24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 10
1/3]2[25] Unit Alat Laboraterium kumia Nuklir 15
123]2)]|26 | Alat Laboratorium Fisika Nukillr.-" F‘lelfl_mmke 15
1 [3]2] 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan g |
13228 | Radiation Aplication and Noun Destructive Testing 10
Laboratory (BATAM)
1| 3| 2|29 Alat Laboratorium ngl-:ungan Hidup 2
13| 2|30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
1 [3[2]31 [ Senjata Api T
113[2)32| Persenjataan Non Senjata Ap: 2
113|233 ] Alat Keamanan dan Perlindungan 3 |
11313 Gedung dan Bangunan —— S
1 |3] 301 Bangunan Gedung Tempit Kerja ~— 1 _&_.
13| 3|02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal b




_ Masa

Kode Uraian Manfaat
Rekening (Tahun)
1[3]3]03 | Bangunan Mcnara B 40
13304 | Bangunan Bersejarah S0
1|3 305 | Tugu Peringatan 50
1|3 |3]|06 | Candi 30
113 |3]|07 | Monumen/Bangunan Bersejarah - 50
133 08 | Tugu Peringatan Lain 50
1[3[3]09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti 50
1{3]|3] 10| Rambu-Rambu 5
1/313|11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 20
113(4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1/3|4|01|Jalan 10
1(3]4]|02|Jembatan 50
1|3 |4 |03 | Bangunan Air Irigasi ; 50
1 3|4 |04 | Bangunan Air PasangSurut 50
1|3|4 |05 | Bangunan Air Rawa 25
1|3 |4 |06 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan 10

Bencana Alam
1|3 |4 |07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 30
Tanah

1 3|4 | 08 | Bangunan Air Bersih/Baku 40
1|3 |4 |09 Bangunan Air Kotor 40
1|3|4 | 10| Bangunan Air 40
1[3]|4 11)]Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1/3]|4]| 12| instalasi Air Kotor 30
1 /3|4 |13 | Instalasi Pengolahan Sampah 10
1/3|4|14 | Instalasi Pengelahan Bahan Bangunan 10
113|415 Instalasi Pembangkit Listrik a0
1]3]4 | 16| Instalasi Gardu Listrik 40
1134 |17 | Instalasi Pertahanan i 30
1 [3]4][18|Instalasi Gas 30
13[4 |19 | Instalam Pengaman 20
1]3]|4 |20 | Jaringan Air Minum 30
1/3]4 |21 | Jaringan Lisink 40
1|34 22| Jaringan Telepon 20
1]3|4 |23 |Jaringan Gas J0

BUPATI FEHGEEWU,




